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PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Lapo-
ran Triwulan VII Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun
2019-2020.

Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
memberi mandat agar upaya pencegahan korupsi menjadi lebih optimal maka dibutuhkan
kolaborasi dan sinergi bersama antara Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah,
Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pemangku kepentingan lainnya. Agar Penyelengga-
raan Stranas PK menjadi lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak
maka dibentuklah Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri atas lima
kementerian/lembaga, yaitu Kemendagri, KemenPANRB, Bappenas, KSP, dan KPK.
Timnas PK bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (Stranas PK) agar rencana aksi pencegahan korupsi tahun
2019-2020 yang telah disusun bersama berjalan sesuai dengan target yang telah ditetap-
kan. Secara operasional, Timnas PK didukung oleh Sekretariat Nasional Pencegahan
Korupsi (Setnas PK) yang berkedudukan di gedung Merah Putih KPK.

Laporan ini disusun Timnas PK untuk memberi informasi kepada Presiden mengenai
kemajuan kinerja program beserta kendala dan tantangan yang perlu diatasi dan ditindak-
lanjuti. Selanjutnya Laporan ini dibagi pembahasannya ke dalam 6 bagian.

Bagian pertama adalah Ringkasan Eksekutif yang berisi highlight terhadap pelaksanaan
Stranas PK sampai September 2020. Bagian Kedua berisi berisi konteks apa itu Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan bagaimana program aksi disusun dan
dijalankan. Bagian ketiga menjelaskan tentang strategi atau metode pelaksanaan, dari
perencanaan dan pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, serta strategi komunikasi. Pada
bagian keempat, disajikan informasi mengenai progres capaian 27 sub-aksi. Bagian
kelima menyajikan ringkasan capaian dan kendala kementerian/lembaga/daerah. Semen-
tara bagian keenam berisi informasi tentang bagaimana Stranas PK berkolaborasi dengan
pemangku kepentingan lain seperti masyarakat sipil dan mitra pembangunan.

Akhir kata, semoga Laporan Triwulan VII 2020 Pelaksanaan Aksi PK ini dapat menjadi
bahan perbaikan untuk pelaksanaan Triwulan berikutnya dan dapat memberikan nilai
tambah dalam rangka kolaborasi dan sinergi pencegahan korupsi di Indonesia.

Jakarta, November 2020

Tim Nasional Pencegahan Korupsi




LAPORAN PELAKSANAAN STRANAS PK

TRIWULAN VII TAHUN 2020

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL il
DAFTAR GRAFIK v
DAFTAR SINGKATAN v
RINGKASAN EKSEKUTIF X
I. ——— GAMBARAN UMUM STRANAS PK 1
1. Latar Belakang 1
2. Tujuan 2
3. Kelembagaan 2
4. Struktur Aksi PK 2
. ———— STRATEGI PELAKSANAAN DAN 4
MONITORING-EVALUASI
1. Pelaksanaan Target Triwulan 4
2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 4
a. Sistem Monitoring 5
b. Mekanisme Evaluasi 6
3. Pelibatan Masyarakat Sipil 6
4. Strategi Komunikasi 7
. —— CAPAIAN 27 SUB AKSI
1. Fokus I : Perizinan dan Tata Niaga 9
2. Fokus II : Keuangan Negara 27
3. Fokus III : Penegakan Hukum dan
Reformasi Birokrasi 47
IV. —— CAPAIAN KEMENTERIAN/ 64
LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH
A. CAPATIAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 65
B. CAPATIAN PEMERINTAH DAERAH 77
1. Capaian Pemerintah Provinsi 71
2. Capaian Pemerintah Kabupaten/Kota 79
V. ——— PELIBATAN PEMANGKU 95
KEPENTINGAN LAIN

VI.—— PENUTUP 97




LAPORAN PELAKSANAAN STRANAS PK

TRIWULAN VII TAHUN 2020

DAFTAR TABEL

Tabel Capaian Kementerian/Lembaga s.d Triwulan VII 2020 65




LAPORAN PELAKSANAAN STRANAS PK

TRIWULAN VII TAHUN 2020

DAFTAR GRAFIK

Grafik Realisasi Capaian Stranas PK sampai dengan TW VII 8
Grafik Capaian Pemerintah Provinsi s.d Triwulan VII 2020 77
Grafik Capaian Pemerintah Kabupaten/Kota s.d Triwulan VII 2020 79




LAPORAN PELAKSANAAN STRANAS PK . /,.
TRIWULAN VII TAHUN 2020 al

DAFTAR SINGKATAN

Aksi PK : Aksi Pencegahan Korupsi

APCC : Assistance in Preventing and Combating Corruption
APH : Aparat Penegak Hukum

APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

ASN : Aparatur Sipil Negara

ATR/BPN : Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

B03 : Bulan ke-3 (triwulan I)

B06 : Bulan ke-6 (triwulan II)

B09 : Bulan ke 9 (triwulan III)

B12 : Bulan ke-12 (triwulan IV)

B15 : Bulan ke-15 (triwulan V)

B18 : Bulan ke-18 (triwulan VI)

B21 : Bulan ke-21 (triwulan VII)

B24 : Bulan ke-24 (triwulan VIII)

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bapeten : Badan Pengawas Tenaga Nuklir

BEPS : Base Erotion and Profit Shifting

BIG : Badan Informasi Geospasial

BKN : Badan Kepegawaian Negara

BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal

BMKG : Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNSP : Badan Nasional Sertifikasi Profesi

BNP2TKI : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BO : Beneficial Ownership

BPJS : Badan Pengelola Jaminan Sosial

BPJS-TK : Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan

BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BSN : Badan Standardisasi Nasional

BSSN : Badan Siber dan Sandi Negara

CSO : Civil Society Organization (organisasi masyarakat sipil)

Dikyanmas : Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Dirjen : Direktur Jenderal
Ditjen AHU : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum




LAPORAN PELAKSANAAN STRANAS PK
TRIWULAN VII TAHUN 2020

Ditjen PAS : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
DJA : Direktorat Jenderal Anggaran

DIJP : Direktorat Jenderal Pajak

DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Dukecapil : Kependudukan dan Pencatatan Sipil

O

EITI : Extractive Industries Transparency Initiative
E-Katalog : Katalog Elektronik

FGD : Focus Group Discussion

GIZ : Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit
GIS : Geographic Information System

Q) |t

HO : Hinder Ordonnantie (Ijin Gangguan Usaha)

ICW : Indonesia Corruption Watch

IGT : Informasi Geospasial Tematik

I Inpres : Instruksi Presiden

INSW : Indonesia National Single Window
IUP : Izin Usaha Pertambangan

J JPT : Jabatan Pimpinan Tinggi
JPU : Jaksa Penuntut Umum

KASN : Komisi Aparatur Sipil Negara

Kejagung : Kejaksaan Agung

Kemenag : Kementerian Agama

Kemenaker : Kementerian Ketenagakerjaan

KemenBUMN : Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kemendag : Kementerian Perdagangan

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

Kemedesa-PDTT : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KemenESDM : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kemenhan : Kementerian Pertahanan

K Kemenhub : Kementerian Perhubungan

Kemenkes : Kementerian Kesehatan

Kemenkominfo : Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kemenkeu : Kementerian Keuangan

KemenKUKM : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

KemenkumHAM : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KemenPANRB : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpar : kementerian Pariwisata

Kemenperin : Kementerian Perindustrian

KemenPUPR : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kemenko Perekonomian : Kementerian Koordinator Perekonomian

KemenkoPMK : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KemenkoPolhukam : Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan

I BN vi



LAPORAN PELAKSANAAN STRANAS PK
TRIWULAN VII TAHUN 2020

Kemenristek : Kementerian Riset dan Teknologi
Kemensos : Kementerian Sosial

Kementan : Kementerian Pertanian

K/L/D : Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Korwil : Koordinator Wilayah

Korsupgah : Koordinasi Supervisi dan Pencegahan

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi

KRISNA : Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KSWP : Konfirmasi Status Wajib Pajak

Litbang : Penelitian dan Pengembangan

LKPP : Lembaga Kebijakan Pengadaan (barang & jasa) Pemerintah
LPSK : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

MA : Mahkamah Agung
MAS : Manajemen Anti Suap
MoU : Memorandum of Understanding

NIB : Nomor Induk Berusaha

NIK : Nomor Induk Kependudukan

NDR : National Data Repository

NSPK : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

OJK : Otoritas Jasa Keuangan
OSS : Online Single Submission
OGI : Open Government Indonesia

PBJ : Pengadaan Barang/Jasa

Permen : Peraturan Menteri

Perpres : Peraturan Presiden

Perkada : Peraturan Kepala Daerah

Pemda : Pemerintah Daerah

Pemkab : Pemerintah Kabupaten

Pemkot : Pemerintah Kota

Pemprov : Pemerintah Provinsi

PIC : Person In Charge

Pinda : Pengolahan Informasi dan Data

PITTI : Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT

PJKAKI : Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi
PKH : Penetapan Kawasan Hutan

PKS : Perjanjian Kerja Sama

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pokja : Kelompok Kerja

POLRI : Kepolisian Republik Indonesia

PP : Peraturan Pemerintah

PPATK : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Puskarda : Pusat Pertukaran Data




LAPORAN PELAKSANAAN STRANAS PK ::' :
TRIWULAN VII TAHUN 2020 al

QA : Quantity Assurance

RPP : Rancangan Peraturan Pemerintah

Sakti : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

Satker : Satuan Kerja

Setnas PK : Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi

SIKAP : Sistem Informasi Kinerja Penyedia

SIPINTER : Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit
SIJAPTI : Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi

SIMDA : Sistem Informasi Manajemen Daerah

SIMRAL : Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan
SIPD : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

SIKAP : Sistem Informasi Kinerja Penyedia

SITU : Surat Izin Tempat Usaha

SKB : Surat Keputusan Bersama

SKDU : Surat Keterangan Domisili Usaha

SKK Migas : Satuan Kerja Khusus (Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu) Minyak dan Gas
SMAP : Sistem Manajemen Anti Suap

SNI : Standar Nasional Indonesia

SPPT-TI : Sistem Peradilan Pidana Terpadu — berbasis Teknologi Informasi
SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Stranas PK : Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Stranas PPK : Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Stranas TPPU : Strategi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Timnas PK : Tim Nasional Pencegahan Korupsi
TII : Transparansi Internasional Indonesia
TNP2K : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

UKPBJ : Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
UNCAC : United Nations Convention Against Corruption
UU : Undang-Undang

WBK : Wilayah Bebas (dari) Korupsi
WBBM : Wilayah Birokrasi Bersih Melayani




LAPORAN PELAKSANAAN STRANAS PK

TRIWULAN VII TAHUN 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor
54/2018, baru saja menyelesaikan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Triwulan VII (B18)
2019-2020. Terdapat 87 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542 Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertanggu-
ng jawab melaksanakan 3 Fokus, 11 Aksi dan 27 Sub Aksi Pencegahan Korupsi (Sub Aksi PK) 2019-2020.
Saat ini pelaksanaan aksi PK tengah memasuki Triwulan VII (B21).

Memasuki triwulan akhir tahun 2020, Aksi pencegahan korupsi sudah mengalami banyak kemajuan walau-
pun di sisi lain banyak juga kendala yang dihadapi yang terutama disebabkan oleh 2 hal utama: (a) terkait
kondisi pandemi Covid-19 dan (b) komitmen pimpinan Kementerian/L.embaga/Daerah yang masih kurang
dalam mempercepat implementasi Aksi PK.

Terkait progres pelaksanaan aksi sampai triwulan VII (B18) ini, dari 3 fokus yang dijabarkan ke

¢ dalam 11 Aksi dan 27 Sub Aksi PK, berikut ringkasan capaian dan kendalanya:

FOKUS I
Perizinan dan Tata Niaga

Prosedur perizinan yang birokratis dan mahal telah mempersulit dunia usaha dalam berinvestasi. Pun
tata niaga yang tidak transparan dan korup telah merugikan masyarakat karena harga-harga bahan
pokok menjadi tidak terkendali. Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Stranas PK telah men-
dorong dan mengawal beberapa Sub Aksi PK seperti: (1) Penghapusan SKDU-HO; (2) Percepatan
Online Single Submission (OSS); (3) Penetapan Kawasan Hutan; (4) Implementasi Kebijakan Satu Peta
(One Map Policy); (5) Pemanfaatan Beneficial Ownership; (6) Utilisasi NIK untuk Bantuan Sosial; (7)
Integrasi Data Impor Pangan Strategis (INSW); dan (8) Manajemen Anti Suap.

Dari 8 Sub Aksi PK pada Fokus 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya
berjalan “cukup baik™ dengan nilai rerata Fokus 1 adalah 70% (dari target 87.5% s.d. Triwulan VII (B21
ini). Artinya terdapat sekitar 17.5% target yang tidak tercapai karena adanya kendala dan hambatan
yang dialami, misalnya:

1. Percepatan OSS: Proses integrasi aplikasi perizinan K/L dan Pemda dengan OSS terus berlangsung
sampai saat ini. Pun, daftar jumlah dan jenis perizinan sudah teridentifikasi melalui penerapan
metode risk-based assessment (RBA) pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI). Satu kenda-
la terbesar adalah bahwa implementasi OSS harus disesuaikan kembali dengan UU Cipta Kerja
beserta peraturan turunannya, sehingga ikut mengubah desain proses bisnis yang ada.

2. Implementasi kebijakan satu peta: pelaksanaannya sudah masuk pada tahapan integrasi walaupun
beberapa Daerah masih mengalami kesuitan dalam proses kompilasi IGT-nya. Di antara yang
menghadapi kendala tersebut ada di Pemprov Papua, Kaltim, Riau, dan Sulbar. Hanya Provinsi
Kalteng yang sudah masuk ke tahap integrasi dan sinkronisasi;
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3. Penetapan Kawasan Hutan: Dari total kawasan hutan 125,817,022 Ha, sampai periode B21 baru
tercapai 88,558,465 jt Ha (70.39%) yang ditetapkan sebagai Kawasan hutan. Hanya ada penambah-
an 413,410 (0,33%) dari posisi tahun 2018 seluas 88,145,055 jt Ha (70.06%). Beberapa kendala
yang dihadapi di antaranya kegiatan tata batas di daerah sasaran menjadi minim karena adanya
pembatasan (social distancing) Covid-19;

Utilisasi NIK: Ada peningkatan DTKS sudah padan NIK dari 44% di akhir tahun 2018 menjadi
82,52% per Juni 2020. Selain masalah alokasi anggaran di daerah dan kondisi pandemi Covid-19,
DTKS padan NIK belum tercapai 100% juga dipengaruhi oleh metode pemutakhiran data yang
tidak terintegrasi antara data induk dan data penerima bantuan

4

FOKUS I1
Keuangan Negara

Belanja anggaran dan penerimaan negara yang dilakukan Kementerian/Lembaga dirasakan masih
belum efektif dan efisien. Oleh karenanya Stranas PK telah mengawal beberapa Sub Aksi PK terkait
keuangan negara seperti: (1) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik; (2) Pem-
bentukan UKPBJ; (3) Implementasi Katalog Elektronik; (4) Konsolidasi Pengadaan; (5) Penyempur-
naan SIKaP; (6) Sentralisasi Pengadaan; (7) Reformasi Pajak dan PNBP; (8) Optimalisasi dan Perlua-
san KSWP; (9) Implementasi BEPS; dan (10) Implementasi NDR.

Dari 10 Sub Aksi PK pada Fokus 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya
berjalan “cukup baik” dengan nilai rerata Fokus 2 adalah 60% (dari target 87,5% s.d Triwulan VII ini).
Artinya terdapat sekitar 27,5% target yang tidak tercapai karena adanya kendala dan hambatan yang
dialami beberapa Sub Aksi PK seperti:

1. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik: Di tingkat pusat Aplikasi SAKTI
dan KRISNA dalam proses integrasi dengan platform TI yang sedang dikembangkan oleh Kemen-
kominfo. Banyak tahapan sudah dilewati, di antaranya metadata pusat sudah terstandar dan Probis
sudah terhubung. Begitu juga dari hasil asesmen, tingkat kematangan Aplikasi KRISNA dan
SAKTI dinilai cukup tinggi. Walaupun demikian masih ada beberapa kendala, di antaranya adalah
adanya perbedaan konsep antara Kemenkeu dan Kemendagri tentang RPP Bagan Akun Standar
yang akan menjadi standar data dalam perencanaan dan penganggaran di level nasional. Untuk
tingkat Daerah, SPID telah disepakati untuk menjadi aplikasi perencanaan dan penganggaran,
hanya saja masih perlu dikembangkan untuk mencapai tingkat kematangan yang dipersyaratkan.

2. Pembentukan UKPBIJ untuk mencapai kematangan level 3 dari target 100 K/L/D piloting, sampai
saat ini sudah tercapai di 4 K/L (Kemenkeu, Kemenkumham, Kemendikbud, dan LKPP); 11 Pem-
prov; dan 18 Pemkab/Pemkot. Salah satu kendala capaian rendah di daerah adalah bahwa dalam
pengisian jabatan fungsional (JF PPBJ) pada UKPBJ masih terkendala dengan rendahnya minat
PNS untuk mengisi posisi tersebut, dikarenakan PNS berpendapat dengan risiko pekerjaan yang
tinggi,  remunerasi  yang  diterima  di = sebagian  daerah  belum = seimbang

3. Implementasi E-Katalog di tingkat Pusat telah berjalan baik untuk piloting di 5 KL besar. Namun
di Daerah belum maksimal akselerasinya. Dari 34 Provinsi, sudah 21 Provinsi dinyatakan layak
menjadi pengelola katalog lokal baik melalui SK Penetapan oleh Kepala LKPP dan/atau penan-
datanganan MoU dan PKS dengan LKPP. Namun dari 21 Provinsi tersebut, baru 6 Provinsi yang
sudah belanja menggunakan katalog lokal, yakni DKI Jakarta, Riau, NTB, Gorontalo, Aceh dan
Jawa Barat. Diharapkan LKPP dapat meningkatkan pendampingan dan monitoring yang lebih
intens lagi.
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FOKUS III
Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Upaya penegakan hukum yang transparan dan birokrasi yang melayani menjadi fokus, karena korupsi
pada dua aspek ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik kepada negara. Oleh kare-
nanya Stranas PK mengawal beberapa Sub Aksi PK seperti: (1) Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit;
(2) Pembangunan Zona Integritas; (3) Penguatan APIP; (4) Penataan Kelembagaan (right sizing); (5)
Percepatan Pembangunan SPBE; (6) Implementasi Strategi Pengawasan Keuangan Desa; (7) imple-
mentasi SPPT-TI; (8) Implementasi SPDP Online; dan (9) Penyusunan Pedoman Penuntutan.

Dari 10 Sub Aksi PK pada Fokus 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya
berjalan “baik dengan nilai rerata Fokus 3 adalah 74 % (dari target 87,5% s.d. Triwulan VII ini). Artin-
ya terdapat sekitar 10% target yang tidak tercapai karena adanya kendala dan hambatan yang dialami
beberapa Sub Aksi PK, di antaranya:

1. Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit, walaupun pada level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pengi-
sian jabatan lowongnya telah dilakukan secara terbuka dan transparan dan dapat dimonitor oleh
KASN melalui aplikasi SIJAPTI, namun masalah-masalah mendasar seperti data-data kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja ASN tidak tersedia secara akurat, belum lagi dengan pengelolaan data yang
tidak terintegrasi secara nasional. Oleh karenanya saat ini, Stranas PK bersama KASN, KemenPAN-
RB, dan BKN terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan manajemen data ASN dengan meli-
batkan 87 K/L piloting.

2. Percepatan Pembangunan SPBE: Dari 3 Aplikasi Umum (Kepegawaian, Kearsipan, dan Pengaduan
public) yang sudah harus ditetapkan di tahun 2020, ternyata baru 2 aplikasi yang berhasil ditetapkan
yaitu aplikasi e-arsip dan SP4AN LAPOR. Sementara Aplikasi sistem informasi manajemen kepaga-
waian nasional (Simpegnas) masih dalam tahap pembangunan. Untuk Arsitektur SPBE yang terdiri
dari Arsitektur Referensi dan Arsitektur Domain telah dimasukkan ke dalam rancangan Peraturan
Presiden. Sayangnya sampai akhir 2020, RPerpres tersebut belum ditetapkan menjadi Perpres

.3. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara, (1) telah dilakukan uji
fungsi fitur pelacakan perkara pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi
(SPPT-TI); (2) Telah dilakukan revisi Surat Edaran Jaksa Agung terkait pedoman penuntutan yang
mana telah mengakomodasi pemidanaan bagi korporasi hingga pencabutan hak politik atau duduk
dalam jabatan tertentu bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian pemahaman APH di
Kejagung masih perlu ditingkatkan lagi terkait substansi dan prosedur penanganan perkara Tipikor
yang memenuhi prinsip keadilan.
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II. Terkait progres pelaksanaan aksi oleh K/L/D, berikut adalah ringkasan laporannya:

Di tingkat Pusat, sampai Triwulan VII (B21) Tahun 2020, progres capaian dari 87 K/L yang
Aadd menjadi penanggungjawab aksi, terdapat 23 K/L yang masuk kategori BAIK ; 23 K/L masuk
kategori KURANG ; sementara 41 K/L lainnya masuk kategori CUKUP. Yang patut diapresiasi adalah
3 K/L yang walaupun punya sub-aksi banyak tapi tetap menunjukkan performa BAIK (nilai di atas
80%) dalam pencegahan korupsi, yaitu:

E)

1. Kementerian Pertanian dengan 11 sub aksi : 83,90%
2. Kementerian PUPR dengan 7 sub aksi : 85,90%
3. Kementerian ESDM dengan 7 sub aksi : 80.70%

ﬁ Di tingkat Pemerintah Provinsi, sampai Triwulan VII (B21) tahun 2020, progres capaian dari 34

Aiid Pemprov adalah 3 Pemprov masuk kategori BAIK; 13 Pemprov masuk kategori KURANG; dan
18 Pemprov lainnya mauk kategori CUKUP.

Apresiasi patut diberikan kepada 2 Pemprov yang walaupun memiliki sub-aksi cukup banyak tetapi
tetap menunjukkan performa BAIK (nilai di atas 80%), yaitu:

1.Provinsi Bali dengan 3 sub aksi o 87.5%
2.Provinsi Jawa Barat dengan 2 sub aksi : 83.86%

Di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai Triwulan VII (B21) tahun 2020, progres
capaian dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: 12 Kabupaten/Kota masuk kategori
BAIK; 312 Kabupaten/Kota masuk kategori KURANG; dan 184 Kabupaten/Kota masuk kategori
CUKUP.
Apresiasi diberikan kepada 9 Kabupaten/Kota yang berperforma BAIK (nilai di atas 80%), yaitu:
Kabupaten Banggai, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Pringsewu dengan dengan nilai
83,35%; Kabupaten Karawang dengan nilai 82,31%; Kota Bontang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten
Muko Muko dengan nilai 81,26%; Kota Singkawang dengan nilai 80,85%; Kabupaten Konawe Selatan
dengan dengan nilai 80,22%

E)




LAPORAN PELAKSANAAN STRANAS PK

TRIWULAN VII TAHUN 2020

1. LATAR
BELAKANG

I. GAMBARAN UMUM STRANAS PK

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu
menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah
seperti penataan kebijakan dan regulasi secara terus menerus. Pada tingkat internasional,
Pemerintah juga aktif terlibat dalam berbagai inisiatif global untuk memerangi korupsi.
Salah satunya melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi
(United Nations Convention Against Corruption/ANCAC 2003) melalui Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pem-
berantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menen-
gah Tahun 2012- 2014. Strategi yang terdapat dalam Stranas PPK meliputi strategi-strate-
gi: pencegahan. penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang undangan, kerja
sama internasional dan penyelamatan aset, dan budaya anti korupsi, serta mekanisme
pelaporan yang hanya menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi.

Namun demikian, sinergi dan koordinasi di antara Kementerian, Lembaga, dan Pemerin-
tah Daerah masih menjadi masalah besar yang belum dapat diselesaikan dalam pelaksa-
naan Stranas PPK. Sehingga dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berb-
agai inisiatif pencegahan korupsi, tidak hanya terbatas pada Kementerian, Lembaga, dan
Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan dalam Stranas PPK, melainkan perlu juga
melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang
berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam
pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Untuk menjawab persoalan di atas, Stranas PPK diganti menjadi Strategi Nasional Pence-
gahan Korupsi (Stranas PK) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Stranas
PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi dilaksanakan dengan cara
kolaboratif dan bersinergi bersama Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, KPK, dan
pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil. Upaya sinergitas tersebut
diwujudkan melalui penetapan fokus dan sasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan
pencegahan korupsi sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih
terfokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera.
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2.TUJUAN O Memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh
kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk
mencegah korupsi;

O Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome)
dan dampak (impact ), bukan hanya luaran kegiatan (output ), dengan capaian yang
terukur;

O Meningkatkan sinergi antara program pencegahan Kkorupsi dengan kebijakan
pemerintah pusat, daerah, maupun dengan kebijakan strategis KPK.

3. KELEMBAGAAN

Pelaksanaan Stranas PK dikelola oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK)
yang terdiri dari 5 kementerian/lembaga, yaitu:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri);

3. Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);

4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPANRB);

5. Kantor Staf Presiden (KSP)

Untuk mendukung kelancaran tugas, Timnas PK dibantu oleh Tim Pengarah yang terdiri
dari pejabat eselon I dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Sementara pengelolaan
secara operasional dilakukan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), yang
berkedudukan di KPK, dengan komposisi: 1 (satu) orang Koordinator Harian, 15 (lima
belas) orang Tenaga Ahli, dan 28 (dua puluh delapan) orang Tim Teknis yang mewakili 5
(lima) anggota Timnas PK, serta 4 (empat) orang tenaga administrasi.

4. STRUKTUR
AKSI PK

Di bawah koordinasi Timnas, aksi-aksi pencegahan korupsi saat ini diharapkan menjadi
lebih fokus dan terukur, tidak lagi bersifat generik, sehingga lebih mudah dilakukan moni-
toring dan evaluasi pencapaian. Terdapat 3 Fokus, 11 Aksi, dan 27 sub-Aksi beserta
sejumlah target triwulan yang telah disusun dan dilaksanakan sampai saat ini.
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STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

(STRANAS PK)

FOKUS 1
Perizinan dan Tata

Aksi 1 : Peningkatan Pelayanan dan
Kepatuhan Perizinan dan Penanaman
Modal

£ Penghapusan SKDU-HO

Imr)lementasi Percepatan
Pelaksanaan OSS

Aksi 2 : Perbaikan Tata Kelola Data
dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif,
Kehutanan, dan Perkebunan

zlz Implementasi Kebijakan Stau Peta

Penetapan Kawasan Hutan

Penguatan dan Pemanfaatan Basis
#  Data Beneficial Ownership

Aksi 3 : Utilisasi Nomor Induk
Kependudukan untuk Perbaikan Tata
Kelola Pemberian Bantuan Sosial
dan Subsidi

= Utilisasi NIK untuk
Bantuan Sosial

Aksi 4 : Integrasi dan Sinkronisasi
Data Impor Pangan Strategis

Integrasi dan Sinkronisasi
Data Inpor Pangan
: Strategis

Aksi 5 : Penerapan Manajemen Anti
Suap di Pemerintah dan Sektor
Swasta

Penerapan Manajemen
Anti Suap

: Integrasi Sistem
Perencanaan dan Penganggaran
Berbasis Elektronik

Integrasi Perencanaan dan

Penganggaran Berbasis
Elektronik

: Peningkatan Profesionali-
tas dan Modernisasi Pengadaan
Barang dan Jasa

@ Pembentukan UKPBJ

% Implementasi e-Katalog
=l | Konsolidasi Pengadaan

Sentralisasi Pengadaan

Penyempurnaan Sistem Informasi
Kinerja Penyedia (SIKaP)

: Optimalisasi Penerimaan
Negara dari Penerimaan Pajak dan
Non-Pajak

v Reformasi Pajak dan
\ Penerimaan Bukan Pajak

Optimalisasi dan Perluasan
Konfirmasi Status Wajib Pajak

é Implementasi Rekomendasi Base
Erotion Profit Sharing (BEPS)

g Implementasi National
Data Repository (NDR)

FOKUS 3

Penegakan Hukum dan
Reformasi Birokrasi

Alksi 9 : Penguatan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

»

b Percepatan Pelaksanaan Sistem

Pembangunan Zona Integritas

(OO Penguatan APIP

@ Penataan kelembagaan
(Right Sizing)

@ Percepatan Pembangunan Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik

Alksi 10 : Implementasi Grand
Design Strategi Pengawasan
Keuangan Desa

Implementasi Strategi Pengawasan
Keuangan Desa

Aksi 11 : Perbaikan Tata Kelola
Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradilan Pidana Terpadu
4| &) Berbasis Ternologi Informasi
(SPPT-TI)

Implementasi Surat Perintah
Dimulainya Penyelidikan Online

(SPDP Online)

Penyusunan Pedoman
Penuntutan
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Il. STRATEGI PELAKSANAAN DAN
MONITORING EVALUASI

c Pelaksanaan Target Triwulan

o

Pada tahap perencanaan, Tenaga Ahli Setnas PK melakukan koordinasi dan diskusi
mendalam  bersama  Kementerian/Lembaga/Pemda  (K/L/D) guna menyepakati dan
menetapkan target triwulan, data dukung, dan kuantifikasi capaian sebagai dasar
pelaksanaan  aksi. Target-target yang telah disepakati dan ditetapkan kemudian
ditayangkan melalui aplikasi https://jaga.id/monitoring

Guna  memastikan  pelaksanaan Aksi PK  yang  menjadi  tanggung  jawab
Kementerian/Lembaga/Pemda  berjalan  sesuai  target yang disepakati, Setnas PK
memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan pembahasan dengan unit kerja teknis
pada masing-masing K/L/D sebagai pelaksana aksi. Tempat pelaksanaannya dilakukan di
kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tempat kedudukan Setnas PK atau
dilaksanakan di masing-masing K/L/D.

Mekanisme pendampingan dilakukan melalui rapat koordinasi formal dan non-formal
antara tenaga ahli Setnas PK dan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah sebagai
penanganggung jawab aksi.

Pendampingan yang dilakukan Setnas PK dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan
aksi, termasuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti masalah dan kendala yang dihadapi
oleh unit teknis penanggung jawab aksi.

Pelaksanaan Aksi PK juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan unit kerja KPK lainnya
seperti Litbang, Dikyanmas, PJKAKI, Korwil, dan PINDA.

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Secara umum, kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) dimaksudkan untuk melakukan
deteksi dini apakah Aksi PK telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan target yang disepakati
atau tidak. Jika mengacu pada logic model yang telah menjadi konvensi internasional dalam
pengembangan program aksi maka kegiatan monitoring memiliki ruang lingkup untuk
mengukur capaian pada level proses/aktivitas dan output secara terus-menerus. Sementara
kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengukur hasil dan dampak pada kurun waktu tertentu,
biasanya pada akhir program akan selesai.

‘ Input > Proses > Output >Outcome> Impact >

Monitoring
Evaluasi
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Agar seluruh pelaksanaan aksi PK dapat dimonitor dan dikendalikan maka Setnas PK telah
mengembangkan beberapa instrumen monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien. Berikut
gambaran umum mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

a. Sistem Monitoring

— Sistem aplikasi JAGA dengan tautan https://jaga.id/monitoring dikembangkan untuk
menyederhanakan mekanisme pelaporan yang wajib dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Pun dari sisi Setnas PK menjadi lebih
efisien dalam melakukan monitoring pelaksanaan target dan verifikasi capaian K/L/D pada
tiap triwulan. Selain itu, melalui dashboard dengan tautan https://jaga.id/stranas publik
juga dapat memantau secara reguler laporan kemajuan K/L/D dalam pelaksanaan aksi
pencegahan korupsi.

— Target-target triwulan yang telah ditetapkan wajib dikerjakan dan dilaporkan oleh K/L/D
pada batas waktu pelaporan yang ditentukan Setnas PK sbb:

Periode Batas Akhir Pelaporan Masa Verifikasi
B03 dan B15 12 April tahun berjalan 13 - 27 April
B06 dan B18 5 Juli tahun berjalan 6 - 20 Juli
B09 dan B21 5 Oktober tahun berjalan 6 - 20 Oktober
B12 dan B24 1 Desember tahun berjalan 2 - 16 Desember

— Pelaporan oleh K/L/D yang dilakukan melalui jaga.id/monitoring berisi dua hal utama.
Pertama,  klaim  capaian  berupa  narasi  yang  menggambarkan  progres
pelaksanaan/pemenuhan target K/L/D. Kedua, K/L/D harus dapat membuktikan klaim
capaian dengan mengunggah data dukung yang sesuai. Misalnya, jika target yang harus
dipenuhi adalah penerbitan peraturan menteri maka data atau dokumen yang diunggah
adalah  Peraturan Menteri yang telah disahkan menjadi dokumen negara.

— Ketika melewati batas waktu yang telah ditentukan di atas, pelaporan secara otomatis
ditutup dan dikunci oleh sistem. Pada saat itulah masa verifikasi berlangsung, di mana
Tenaga Ahli Setnas PK yang berjumlah 15 orang melakukan verifikasi terhadap data
dukung dokumen yang disampaikan K/L/D guna memastikan apakah dokumen yang
diunggah sudah sesuai dengan klaim pemenuhan target (capaian). Jika tidak sesuai,
Tenaga Ahli Setnas PK dapat melakukan klarifikasi kepada K/LD atau bisa juga langsung
memberikan  pengurangan  nilai  sesuai  kriteria  penilaian yang  ditetapkan.

— Sistem aplikasi jaga.id/monitoring atau jaga.id/stranas juga dapat mengeluarkan
rekapitulasi data secara kuantitatif jika kita ingin mengetahui persentase (%) capaian per
K/L/D atau capaian per sub-Aksi. Dengan demikian data-data kuantitatif tersebut dapat
memudahkan tim Monev Setnas PK melakukan rekapitulasi laporan kemajuan triwulan
kepada Timnas PK.

— Selain melalui aplikasi jaga.id/monitoring, kegiatan monitoring juga dilakukan dengan
metode kunjungan lapangan (field visit) untuk verifikasi faktual secara langsung mengenai
capaian yang dilaporkan pada aplikasi Jaga. Kunjungan lapangan pada
Kementerian/Lembaga/Pemda dilakukan dengan mendatangi langsung unit-unit teknis
pelaksana aksi dan juga inspektorat; melakukan diskusi dan tanya jawab; dan
memverifikasi secara faktual dokumen data dukung yang sebelumnya sudah dilaporkan
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b. Mekanisme Evaluasi

— Secara umum, program evaluasi Stranas PK dapat melingkupi tiga area berikut: 1) evaluasi
untuk memastikan apakah pola intervensi selama ini sudah tepat; 2) evaluasi atau
pengukuran outcome terhadap setiap sub-aksi; 3) evaluasi dampak dengan penekanan
pada persepsi publik atau pengguna sebagai penerima manfaat.

— Yang paling mungkin dilakukan Stranas PK dalam waktu dekat adalah evaluasi atau
pengukuran outcome terhadap 27 sub-aksi pencegahan korupsi. Tim Monev bersama
Tenaga Ahli Stranas PK lainnya telah menyusun indikator outcome dan metode
pengukuran dengan jadual pengukuran antara Maret-Oktober 2020. Diharapkan hasil dari
pengukuran outcome dapat menggambarkan perubahan sistem dan kebijakan yang
dilahirkan Stranas PK telah berkontribusi terhadap pencegahan korupsi secara sistemik.
Sebagai contoh, untuk sektor perizinan, outcome yang diharapkan yakni proses perizinan
menjadi sederhana, cepat, dan murah. Outcome ini dapat memberi dampak pada
peningkatan investasi yang dalam jangka panjang akan ikut menurunkan tingkat
pengangguran

e Pelibatan Masyarakat Sipil

Pelibatan masyarakat sipil dalam kerangka program pencegahan korupsi pada prinsipnya
bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan
pembangunan, namun juga merupakan upaya kesadaran bersama guna mendukung
pencapaian target-target pencegahan korupsi secara lebih nyata dan berkesinambungan.
Berikut gambaran umum bagaimana Stranas PK melibatkan masyarakat sipil dalam aksi-aksi
pencegahan korupsi:

— Koalisi CSO, akademisi, jurnalis ataupun asosiasi profesi telah dilibatkan secara
langsung memonitor capaian-capaian pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah
melalui sistem monitoring online (jaga/id/monitoring). CSO diberikan akses (password
dan user name) secara online untuk melihat dan memberikan catatan terhadap capaian
pemerintah. CSO juga diharapkan dapat memberikan data pembanding mengenai apa
yang dirasakan masyarakat dalam program pencegahan korupsi ini. Catatan-catatan
yang diberikan CSO akan bermanfaat bagi penilaian capaian yang lebih objektif pada
saat Setnas PK melakukan evaluasi hasil dan dampak.

— Paling sedikit 18 CSO nasional telah terlibat dalam beberapa pertemuan dan koordinasi
guna membahas penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan Aksi PK, di antaranya
Transparansi Internasional Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW),
Kemitraan, Auriga, Publish What You Pay (PWYP), Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (Fitra), Indonesia Budget Center (IBC), Lembaga Independen Peradilan (LelP), Mas-
yarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Center for Study of Governance and
Administrative Reform (CSGAR), Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA),
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam), Indonesia
Procurement Watch (IPW), Indonesia Business Link (IBL), Pusat Telaah dan Informasi
Regional (Pattiro), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Forest Watch Indonesia
(FWI), World Resources Institute (WRI).
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— Selama kurun waktu 2019, berkolaborasi dengan Transparansi Internasional Indonesia
(TII), tim Monev Stranas PK melakukan sosialisasi dan diskusi Stranas PK kepada CSOCSO
lokal di 4 kota (Semarang, Malang, Pekanbaru, Makasar). Lalu dikuti monitoring
capaian Stranas di 3 Provinsi (NTT, Kaltim, dan Riau) hasil kerja sama TII dan UNDP.
Pada periode Semester I 2020, dengan dukungan dari AIPJ, TII dan CSO lokal bersama
tim Monev Stranas akan melakukan monitoring capaian Stranas di 4 Kota (Aceh,
Gorontalo, Pontianak, dan Yogyakarta).

— Stranas PK juga secara mandiri melakukan sosialisasi dan monitoring lapangan di 27
Provinsi di mana LSM, akademisi, dan media dilibatkan secara aktif dalam diskusi publik
aksi pencegahan korupsi selama kurun waktu Maret-Desember 2019.

— Kerja sama dan dukungan juga diberikan oleh pemangku kepentingan lain, seperti
UNDP, USAID, AIPJ2, GIZ, dan World Bank, sebagai mitra pembangunan yang terlibat
aktif membantu dan bekerja sama dengan Stranas PK. UNDP, USAID, dan AIPJ2 aktif
terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemantauan aksi di daerah. UNDP juga aktif bekerja
sama dengan Stranas PK menyiapkan instrumen-instrumen komunikasi publik.
Sementara World Bank menaruh perhatian pada advokasi aksi Perencanaan-
Penganggaran Berbasis Elektronik dan GIZ aktif ikut dalam pendampingan aksi
Penetapan Kawasan Hutan dan Implementasi Kebijakan Satu Peta

c Strategi Komunikasi

— Selain pendampingan kepada K/L/D dan pelibatan masyarakat sipil dalam aksi-aksi
pencegahan korupsi, strategi komunikasi juga dianggap cukup penting karena dapat
memberi ruang bagi Stranas PK memperkenalkan, membangun, dan menciptakan
interaksi antara Stranas PK dan stakeholders lainnya, termasuk pemerintah dan
masyarakat umum.

— Melalui kanal-kanal komunikasi, Stranas PK dapat mengkomunikasikan kepada publik
kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan, output atau capaian apa yang dihasilkan
dan perubahan apa saja yang sudah terjadi yang berkontribusi terhadap upaya
pencegahan korupsi. Berikut beberapa upaya komunikasi yang telah dan akan dilakukan
Stranas PK untuk mencapai tujuannya:

® Optimalisasi forum-forum kehumasan K/L/D

® Publikasi kegiatan-kegiatan Stranas melalui website Stranas PK
(https://stranaspk.kpk.go.id). Sampai saat ini sudah lebih dari 15 artikel yang
ditayangkan di website Stranas. Isunya meliputi kegiatan-kegiatan pendampingan
dan laporan capaian aksi.

® Diseminasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik (surat
kabar, TV, radio). Saat ini sudah tayang di kanal KPK dan media Televisi PT. KAI
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Pada triwulan VII (B21) ini, seluruh sub-aksi diberi target capaian sebesar 87,5
persen. Sebagian besar pelaksanaan sub-aksi dalam kategori BAIK dan CUKUP.
Sebagian lainnya tidak mengalami banyak kemajuan karena beberapa kendala teknis
dan non-teknis yang dihadapi.

Secara agregat, dihitung dari nilai total 27 sub-Aksi, maka nilai capaian Stranas PK
adalah 67,94% (dari target 87,5%) sampai triwulan VII ini yang berarti CUKUP.
Berikut adalah intisari capaian per sub-aksi beserta kendala dan nilai persentase
capaiannya:

NOTE

Nilai persentase yang ditampilkan adalah nilai akumulasi sampai Triwulan VII terhadap Triwulan
VIII, di mana target 100% sampai Triwulan VII adalah 87,5%. Untuk beberapa sub-aksi yang tidak
memiliki target di satu atau lebih triwulan maka nilainya bisa jadi melebihi 87,5%.
Berikut indikator nilai yang digunakan dengan mempertimbangkan perbedaan jumlah triwulan yang

dijalankan:
1. 0-38 = kurang
2. 39-76 = cukup (kuning

3. 77-100 = baik (hijau)

Realisasi Capaian Stranas PK sampai dengan TW VII

100%

Target
87,50%

62,50%

m Realisasi

./67,94%

50%
.As,sz%
l/47,96%

40,96%

37,50%

(1)
12,50% 32,39%

21,29%
10,50%
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FOKUS I

PERIZINAN DAN TATA NIAGA

100%

1. Penghapusan SKDU-HO 4.

(Baik)
LataciBelakang s Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis Penanggung Jawab
Prosedur  perizinan  terlalu Kementerian Dalam Negeri
panjang dan lama

Surat Keterangan Domisili Usaha dan Izin HO (Hinder Ordonantie/ Gangguan) adalah dua jenis izin yang
saat ini masih diterapkan di banyak daerah, sehingga cukup menyulitkan pengusaha UMKM yang hendak
mengurus izin usaha. Oleh karenanya sudah ada ketentuan dari Pemerintah Pusat yang mendorong agar
pemerintah daerah tidak lagi menetapkan kedua jenis izin tersebut sebagai bagian dari persyaratan izin
usaha.

Penghapusan SKDU-HO ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan usaha di daerah sehing-
ga merangsang tumbuhnya investasi oleh UMKM-UMKM lokal, yang otomatis ikut mendorong terbukanya
lapangan kerja di daerah.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal (2018)

® Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di PTSP maupun
0SS, maka satu langkah penyederhanaan perizinan yang dilakukan adalah penghapusan izin gang-
guan (SKDU, HO, dan SITU) sebagai syarat pemberian izin pada seluruh daerah

® Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri
Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan lzin
Gangguan Di Daerah, dan dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
S00/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2017, menegaskan bahwa pedoman penetapan izin gangguan di daerah dicabut atau
dihapus, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menerbitkan izin dan melakukan pungutan

retribusi atas izin gangguan
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Analisis Capaian dan Kendala

e Namun sampai akhir 2018, evaluasi terkait pemetaan terhadap daerah mana yang sudah atau
belum menjalankan kebijakan tersebut belum dilakukan. Sampai Desember 2018 belum tersedia
data tentang daerah mana saja yang masih menjalankan SKDU/HO/SITU

B. Sasaran akhir (2 tahun)
® Seluruh Pemda menghapus SKDU/HO/SITU paling lambat Desember 2020

C. Capaian aktual (Desember 2020)

® Sejak awal 2019, Stranas PK melakukan pendampingan bersama Kemendagri untuk memastikan
bahwa seluruh Pemda harus sudah menjalankan kebijakan untuk tidak mensyaratkan SKDU-HO
dalam penerbitan izin usaha di daerah

® Pemetaan melalui metode survei dilakukan Kemendagri pada pertengahan 2019. Hasilnya, dari
472 Pemda yang disurvei, masih terdapat 76 Pemda mensyaratkan SKDU, HO, dan SITU

e 76 Pemda ini oleh Stranas PK dan Kemendagri dilakukan pendampingan terus-menerus. Sehingga
sampai Desember 2019, tersisa 21 Pemda yang masih mensyaratkan SKDU-HO. Dan pada Maret
2020 tidak ada lagi Pemda yang mensyaratkan SKDU-HO. Dengan demikian pelaksanaan
sub-aksi ini telah tercapai 100%

e Menurut laporan Transparansi Internasional Indonesia (TII) pada November 2020, penghapusan
SKDU-HO ini telah memudahkan pelaku usaha karena tidak lagi terbebani biaya tambahan. Juga
telah memotong jalur birokrasi menjadi lebih pendek sehingga terjadi efisiensi waktu dan biaya
dalam pengurusan izin

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Keberhasilan sub aksi ini tidak terlepas dari ketegasan dan kecepatan pemerintah Pusat dalam hal
ini Kemendagri merespon perubahan tata kelola perizinan yang mudah cepat dan murah

e Sosialisasi dari Korwil/Korsupgah KPK juga ikut membantu meningkatkan kesadaran Pemda
akan pentingnya kebijakan ini
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80,35%

2. Percepatan Pelaksanaan I
Online Single Submission
LA LAl eV ,& Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis
Penanggung Jawab

Jumlah izin di pusat terlalu banyak dan

tumpane tindih 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
pang 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Berdasarkan PP 24/2018 tercatat ada lebih dari 3 Kementeqan Dalam. Negeri
700 izin dari 18 Kementerian/Lembaga 4. Kementerian Pertanian
Banvak di antara berizinan tersebut agn i 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
yax P yang 6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
serupa, tidak terlalu dibutuhkan, dan tumpang (ESDM)
g:glz}ilﬁafrc;lne?:jz di lﬁ:m;niggﬁg bgt:;al':i dflzozfgz 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
. S ’ Pertanahan Nasional (ATR/BPN
kepastian penyelesaian. 8. Kementerian Kesehat(an :
B i . - 9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
uruknya kondisi pelayanan perizinan ini Rakyat (PUPR)
membuat pemerintah berkomitmen untuk 10 Kzrg:n terian Perdacancan
mempercepat integrasi layanan perizinan, baik 11. Kementerian Pendigikagn dan Kebudayaan
di Pusat maupun dacrah agar menjadi lebih 12. Kementerian Komunikasi dan Informatika
sederhana, cepat, dan murah. RUU Cipta Kerja 13. Kementerian Keuanean
mendorong lebih kuat lagi semangat penyeder- 14. Kementerian Hukun% dan Hak Asasi Manusia
hanaan (pengurangan izin) melalui penetapan 15. K terian Perhub
KBLI dan tingkat risiko (risk-based approach) 16' KZEgE tzﬂzg Pzii;isl:tlagan
scbagai  basis ~ dalam  penetapan izin. 17. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

18. Kementerian Agama

Perubahan-perubahan ini diharapkan dapat 19. Kementerian Ketenagkerjaan

menurunkan biaya berusaha dan berdampak 20. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
pada meningkatnya minat pelaku usaha, baik 21. Kementerian Kelautan dan Perikanan

yang datang dari lingkungan domestik maupun 22. Kementerian Perindustrian

lingkungan internasional untuk mengembang- 23. Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten)

kan usaha di Indonesia. Dengan meningkatnya
investasi maka akan mendongkrak pertumbu-
han ekonomi yang berdampak pada terbukanya
kesempatan kerja dan berkurangnya tingkat

pengangguran.
Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal (2018)

® ]dentifikasi atau pemetaan terhadap daftar/jumlah perizinan di Pusat belum dilakukan dengan
baik. Bahkan PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
pun  belum dapat memasukkan seluruh  perizinan  berusaha  melalui  OSS

® Penetapan berbagai izin di Indonesia memiliki basis rasional yang berbeda-beda, karena hanya
berdasarkan tinjauan sektoral. Tidak ada aturan yang mengkompilasi berbagai izin di Indonesia,
sehingga kementerian teknis bisa sangat terbuka untuk membuat izinnya sesuai kepentingan
sektoral
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Analisis Capaian dan Kendala

e Tidak ada standar proses bisnis pelayanan perizinan yang diterapkan di Pusat. Begitu juga peng-
gunaan aplikasi teknologi informasi yang berbeda-beda dan banyak jumlahnya

® Di daerah pun terjadi demikian, proses bisnis dan persyaratan yang dijalankan cukup variatif.
Salah satu penyebabnya karena NSPK pusat yang yang kurang jelas, ditambah lagi dengan
pengawasan yang sangat lemah

e Salah satu penghambat investasi adalah ketidakpastian tata ruang. Saat ini baru terdapat 68 Perda
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau hanya hanya 3,4% dari Perda yang seharusnya ada,
yang menjadi basis pemberian izin lokasi/pemanfaatan ruang. Ketiadaan RDTR ini menyebab-
kan pemberian izin lokasi penuh dengan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan menjadi ruang
untuk praktek korupsi. Tantangan utama dalam penataan ruang disebabkan karena belum adanya
kepastian pemanfaatan ruang yang diatur dalam RDTR

B. Sasaran akhir (2020)

® Teridentifikasinya seluruh izin yang berlaku di Indonesia baik yang terdapat di dalam ataupun di
luar lampiran PP 24/2018

® Terintegrasinya aplikasi perizinan dengan OSS di 25 K/L

e Tersedianya standar proses bisnis perizinan yang seragam berlaku bagi seluruh K/L/D sehingga
mudah diintegrasikan dengan OSS

® Ditetapkannya revisi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor di masing-mas-
ing K/L agar mudah mendapatkan kejelasan seluruh izin yang berlaku di Indonesia

® Tersedia Analisa RBA dan mekanisme Pengawasan, di mana metode RBA ini harus sudah diterap-
kan K/L sebagai basis untuk penetapan sebuah kegiatan usaha apakah cukup penggunaan standar
atau daftar saja atau harus dengan izin

® Ditetapkannya Perda RDTR / RTRW untuk percepatan OSS (kemudahan pemberian izin tanah
lokasi usaha dan/atau kegiatan), dengan rincian: 57 Pemda menetapkan Perda RDTR; 16 Pemda
menetapkan delineasi wilayah; dan 18 Pemda menyelesaikan Perda RTRW

C. Capaian aktual

® Terkait identifikasi daftar jumlah perizinan: Telah diatasi dengan penerapan metode RBA pada
KBLI sebagai mandat dari UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Per 20 November 2020
tercatat dari sekitar 2.400 (KBLI dan Non/Sub KBLI) yang ditetapkan sebagai Risiko Tinggi dan
diperlakukan dengan izin hanya sekitar 700 (30%), 1.300 (48%) berada dalam Risiko Menen-
gah-Tinggi dan Menengah-Rendah sehingga cukup diperlakukan dengan standar. Sementara ada
sekitar 400 (22%) masuk Risiko Rendah yang diperlakukan hanya melalui daftar saja

® Terkait integrasi aplikasi perizinan di Pusat: Pada awal 2019, Stranas PK telah menetapkan 25 K/L
untuk implementasi percepatan integrasi perizinan dengan OSS. Namun sesuai arahan UU Cipta
Kerja berkurang menjadi 23 K/L (minus BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan). Dari 23
K/L tersebut, 18 K/L adalah pengampu izin, sisanya adalah pengelola dan pengarah. Hasilnya,
koneksi aplikasi perizinan di K/L dengan OSS sudah terjadi walaupun sebagian besar masih dalam
bentuk web-form. Belum terjadi koneksi yang ideal yaitu SSO (single sign-on), sehingga proses
penarikan dan pengiriman data masih tergantung pada keaktifan K/L untuk menarik data

e Terkait integrasi aplikasi perizinan di daerah: Proses bisnis di daerah sampai saat ini belum banyak
berubah karena secara resmi masih menggunakan PP 24/2018 sebagai rujukan hukum. Sudah
tersedia aplikasi Sicantik yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo untuk memfasilitasi
penarikan dan pengiriman data ke OSS. Aplikasi ini sedang dalam proses untuk dijadikan aplikasi
umum perizinan. Koneksi ke OSS juga masih dalam dalam bentuk web-form. Jadi proses penari-
kan data dari OSS belum otomatis dan harus dilakukan secara aktif oleh daerah, dalam hal ini
PTSP yang memiliki aksesnya
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Analisis Capaian dan Kendala

e Terkait standar proses bisnis: Probis K/L (NSPK) sampai saat ini belum banyak berubah kecuali
penambahan Hub pada Kementerian/Lembaga. Hub ini yang memiliki akses untuk menarik dan
mengirim data ke OSS

e Terkait analisis RBA: Kegiatan ini masih berproses. Analisa RBA dari K/L sudah masuk tahap
final. Data akan dikonfirmasi dan diperkaya dari catatan Kemenko Perekonomian juga dari Kon-
sultan pada akhir November 2020

e Terkait penetapan RDTR/RTRW: 5 dari 57 daerah sudah menetapkan Perda RDTR; 14 dari 16
daerah telah menetapkan delineasi wilayah; dan 4 dari 18 daerah dalam proses penetapan Perda
RTRW

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Secara umum, aksi ini menghadapi tantangan yang tidak mudah karena awalnya PP 24/2018 dijad-
ikan sebagai basis regulasi namun kemudian terjadi perubahan kebijakan dengan munculnya RUU
Omnibus Law. Sehingga proses dan capaian aksi ini menjadi sangat dinamis dan berubah-ubah,
bergantung pada arah kebijakan yang dilahirkan UU CK. Ketidakpastian arah kebijakan ini turut
memperlambat terjadinya perubahan proses bisnis baik di Pusat dan terutama di Daerah

e Beberapa aktivitas atau target kunci dirancang berdasarkan PP 24/2018, namun seiring munculnya
RUU CK, pun mengalami penyesuaian bahkan menjadi tidak berarti. Sebagai contoh target terkait
NSPK di 2019 yang kemudian menjadi tidak relevan setelah RUU CK digodok. Akhirnya, peruba-
han-perubahan tersebut ikut memengaruhi capaian akhir dari aksi ini

e Hambatan lain adalah bahwa sepanjang tahun 2019, kementerian tidak memiliki data yang tersen-
tralisasi untuk menginventarisasi seluruh izin. K/L juga masih belum sepenuhnya terbuka dalam
memberikan informasi terkait perizinan. Begitu juga dengan upaya penyesuaian probis yang
berjalan lambat karena K/L beralasan mereka terikat dengan UU sektoral. Sementara PP 24/2018
tidak dapat mengeliminir kewenangan K/L di UU sektoral
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58,12%

3. Implementasi Kebijakan I
Satu Peta
(Cukup)
Latar Belakang .& Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis
Penanggung Jawab

Beragam format peta telah menimbulkan
konflik pemanfaatan ruang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Selama ini, berbagai pemangku kepentingan Kementerian Pertanian

menggunakan peta dengan format yang berbe- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
da-beda sehingga menimbulkan konflik, (ESDM)

Nk W=

sengketa tanah, dan pelaksanaan pembangunan 6. Badan Informasi Geospasial

yang tidak sesuai dengan tata ruang. 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Diharapkan aksi ini dapat menyediakan satu 8. Pemprov Riau (beserta 10 Kab/kota)

peta yang mengacu pada satu referensi geospa- 9. Pemprov Kalimantan Timur (beserta 7 kab)

sial, satu standar, satu basis data, dan satu 10. Pemprov Kalimantan Tengah (beserta 14

geoportal pada tingkat ketelitian peta skala kab/kota)

1.500.000 sehingga dapat memberikan kepas- 11. Pemprov Sulawesi Barat (beserta 3 kab)

tian tenurial sebagai referensi dalam perenca- 12. Pemprov Papua (beserta § kab)

naan pembangunan dan pelaksanaan berbagai

kebijakan.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

® Data SK, lampiran peta dan peta digital 13 Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Provinsi Riau,
Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Papua belum terkompilasi dan terintegrasi:

Hak Guna Usaha Kesatuan Hidrologis Gambut

RT/RW, Provinsi, Kab, Kota Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
Penunjukan Kawasan Hutan Izin Usaha Perkebunan Sawit

Penetapan Kawasan Hutan Izin Lokasi Perkebunan Sawit

Pelepasan Kawasan Hutan Izin Usaha Pertambangan

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan . Batas Administrasi Provinsi dan Kabupaten
g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

mo o o
=l =

® Sampai 2018 akhir, belum ada pemetaan terhadap IGT yang berpotensi tumpang tindih, padahal
secara aktual sudah banyak informasi soal terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang

B. Sasaran akhir

® Terkompilasi dan terintegrasinya data SK, lampiran peta dan peta digital 13 Informasi Geospasial
Tematik (IGT) di Provinsi Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Papua
e Terbitnya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih IGT
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Analisis Capaian dan Kendala

C. Capaian aktual

® Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan satu peta, yaitu
(1) kompilasi, (2) integrasi, dan (3) sinkronisasi. Untuk pendampingan Stranas PK selama 2 tahun
ini, targetnya hanya sampai pada tahap kompilasi dan integrasi dan ditambah dengan rekomendasi
Penyelesaian Peta Tumpeng Tindih IGT (PITTI) di Kalimantan Tengah. Berikut adalah progres dari
tahapan kompilasi dan integrasi serta PITTI yang sedang berjalan:

1. Data SK, lampiran peta dan peta digital yang telah terkompilasi
a. Hak Guna Usaha
b. RT, RW, Provinsi, Kab, Kota
c. Penunjukan Kawasan Hutan
d. Penetapan Kawasan Hutan
e. Pelepasan Kawasan Hutan
f. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
h. Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
j. Izin Usaha Perkebunan Sawit di beberapa Pemerintah Daerah (Mamuju, Mahakam Ulu,
Kutai Barat)
k. Izin Lokasi Perkebunan Sawit (Mamuju, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur)
1. Izin Usaha Pertambangan
m. Batas Administrasi Provinsi dan Kabupaten

2. Data SK, lampiran peta dan peta digital yang belum terkompilasi
a. Kesatuan Hidrologis Gambut
b. Kalimantan Timur: Kompilasi ILOK = 95,26%; Kompilasi [UP = 90,71
c. Papua: Kompilasi ILOK = 43,98%; Kompilasi [UP =36,71%
d. Riau: Kompilasi ILOK = 51,8%; Kompilasi [UP = 36,8%
e. Sulawesi Barat: Kompilasi ILOK = 62,5%; Kompilasi IUP = 66,67%

3. Data SK, lampiran peta dan peta digital 13 IGT di Provinsi Kalimantan Tengah telah terintegrasi

4. Data SK, lampiran peta dan peta digital di 4 Provinsi lain yang telah dan/atau proses terintegrasi
a. Hak Guna Usaha
b. RT, RW, Provinsi, Kab, Kota
c. Penunjukan Kawasan Hutan
d. Penetapan Kawasan Hutan
e. Pelepasan Kawasan Hutan
f. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

h. Izin Usaha Perkebunan Sawit di Mamuju

1. Izin Lokasi Perkebunan Sawit di Mamuju

J. Izin Usaha Pertambangan

k. Batas Administrasi Provinsi dan Kabupaten

5. Data SK, lampiran peta dan peta digital yang belum terintegrasi

a. Kesatuan Hidrologis Gambut

b. Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Sawit di 4 Provinsi belum terintegrasi karena proses
kompilasi masih berlangsung

c. Mahakam Ulu, Kutai Barat dan Kutai Timur dalam proses persiapan integrasi - kondisi data
sudah lengkap

d. Paser, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, Keerom, Merauke, Rokan Hulu, Pekanbaru,
Mamuju Tengah - dalam proses persiapan integrasi (dengan catatan di Berita Acara Integrasi,
karena kondisi SHP lengkap tetapi data dukung belum lengkap)

6. Peta indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) telah tersedia tapi masih bersifat umum per pulau/re-
gion bukan per provinsi, kecuali untuk Kalimantan tengah yang telah sampai pada tahap terbitnya
rekomendasi penyelesaian tumpang tindih
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Analisis Capaian dan Kendala

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Proses kompilasi IGT Kesatuan Hidrologis Gambut belum tercapai dikarenakan beberapa faktor:
a. Luasnya lahan gambut
b. Minimnya anggaran
c. Keterbatasan SDM
® Proses kompilasi IGT ILOK dan [IUP Sawit belum  selesai, dikarenakan:
a. Pemda kesulitan mengumpulkan data SK, lampiran peta dan peta digital, terutama untuk izin
yang diterbitkan sebelum 2013 (sebelum terbit Permentan 98/2013) yang mewajibkan adanya
peta digital. Kendalanya adalah bahwa data-data lama banyak yang tidak terdokumentasi; peru-
sahaan tidak menyampaikan data yang diperlukan; ditambah dengan keterbatasan SDM untuk
mendigitasi lampiran peta
b. Di lapangan, banyak terjadi perizinan yang sudah tidak sesuai, di antaranya: IUP lebih luas dari
ILOK, perusahaan tidak operasional, dan tidak adanya titik koordinat
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74,69%

4. Penetapan Kawasan Hutan —l—

(Cukup)

Latar Belakang & Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis Penanggung Jawab

Masih banyak ketidakpastian areal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
kawasan hutan

Ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang dapat menghambat laju investasi, pemban-
gunan infrastruktur dan efektifitas tata kelola hutan itu sendiri, seperti rehabilitasi lahan dan perlindungan
daerah tangkapan air. Pun akan menjadi sumber utama konflik tenurial antar berbagai pihak.

Aksi ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum mengenai fungsi suatu kawasan hutan sehingga terhin-
dar dari konflik tenurial.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi Awal (2018)

® Database kawasan hutan yang terdiri dari: Data SK, lampiran peta dan Berita Acara Tata Batas
(BATB) masih banyak tersebar di seluruh Balai Pengukuhan Kawasan Hutan (BPKH) dan Kantor
Dinas Kehutanan provinsi seluruh Indonesia. Sehingga sulit untuk melakukan risalah karakterisitik
permasalahan tertundanya proses Penetapan kawasan Hutan (PKH). Tidak adanya risalah dan tipolo-
gi permasalahan menyebabkan sulitnya membangun desain percepatan PKH

® Percepatan PKH belum dijadikan prioritas pada RKA  Kemen LHK

e Sampai akhir tahun 2018 yang sudah selesai PKH adalah seluas 88.145.055 juta Ha (70,06%)

e Regulasi yang mengatur PKH yaitu Permen LHK No. 44 tahun 2012 sudah tidak memadai untuk
mengakomodasi terobosan dalam upaya melakukan percepatan PKH

e Sistem informasi dan perizinan di Kemen LHK masih berserakan tersebar di tiap-tiap Ditjen dan
belum menjadi satu sistem informasi yang terintegrasi

B. Sasaran akhir (2020)

® Terkompilasinya database kawasan hutan yang terdiri dari; Data SK, lampiran peta dan Berita
Acara Tata Batas (BATB)

e Risalah database dan desain percepatan PKH

e Revisi Permen No.44/2012 tentang PKH

® Ditetapkannya Kawasan Hutan (100%)

® Terintegrasinya sistem informasi (SI) tiga (3) tema: perizinan, kawasan, dan deforestasi

C. Capaian aktual

® Database kawasan hutan yang tadinya tersebar, saat ini sudah selesai dikompilasi dan diintegrasikan
dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Dinas Kehutanan seluruh Indonesia melalui Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan (Ditjen PKTL). Proses kompilasi dan integrasi telah
dimulai sejak B03 dan selesai pada B09 tahun 2019
® Database kawasan yang belum Penetapan Kawasan Hutan sudah disusun risalah dan opsi-opsi tero-
bosan percepatan ke dalam desain percepatan tata batas dan tata batas virtual yang kemudian ditu-
angkan dalam revisi Permen LHK tentang PKH. Revisi Permen percepatan PKH oleh Ditjen PKTL
sudah  final dan  akan  segera  disinkronisasi dengan @ UU  Cipta  Kerja
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® Terkait penetapan kawasan hutan dari target 100%, tidak tercapai sempurna. Hingga B21, progres
PKH adalah seluas 88.558.465 juta Ha (70,39%). Artinya penambahan PKH kurun waktu B03-B21
baru mencapai seluas 413.410 Ha.

e Sistem informasi (SI) yang seharusnya mengintegrasikan tiga (3) tema: perizinan, kawasan, dan
deforestasi yang tersebar di beberapa Ditjen di KLHK sampai saat ini masih belum terjadi integrasi,
namun sudah tersedia rancangan arsitekturnya

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Percepatan Penetapan Kawasan hutan yang hanya bisa mencapai sedikit kemajuan disebabkan oleh
minimnya anggaran yang dialokasikan, walaupun sudah dibantu oleh KPK melalui penyampaian
rekomendasi untuk memastikan penganggaran PKH di RKAKL. Faktor penghambat lainnya adalah
kebijakan physical distancing di masa pandemi Covid-19 yang berakibat pada penundaan beberapa
kegiatan pengukuran di lapangan

e Begitu juga dengan revisi Permen Percepatan PKH untuk menerobos kendala-kendala percepatan
juga tidak bisa segera diundangkan karena masih menunggu kejelasan dari UU Cipta Kerja
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93,54%

Basis Data Beneficial —P

Owrnership

5. Penguatan dan Pemanfaatan

EELENs LG EL ST & Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis
Penanggung Jawab

Tingginya penyalahgunaan korporasi
untuk Tipikor, TPPU, pendanaan teror-
isme maupun penghindaran pajak

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Kementerian Pertanian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Saat ini, tindak pidana pencucian uang dan
tindak pidana korupsi berkembang semakin
kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi,
dan menggunakan modus yang semakin varia-
tif, dengan memanfaatkan lembaga di luar
sistem keuangan. Salah satu yang sering
disalahgunakan adalah korporasi. Penggunaan
korporasi untuk menyembunyikan aset yang
dihasilkan tindak pidana korupsi dan pencu-
cian uang semakin marak dilakukan oleh
pelaku kejahatan.

Nk -

e

Diharapkan aksi ini dapat membuka jalan bagi
pemanfaatan data BO untuk pencegahan
TPPU, TPPT dan pidana pajak.

Capaian dan Kendala

A. Kondisi Awal (2018)

® Sampai 2018, belum ada basis data BO yang diintegrasikan ke dalam satu sistem database formal
yang isinya memuat data-data BO yang disampaikan oleh korporasi dan K/L terkait

B. Sasaran Akhir

® Tersedianya basis data BO yang dikelola oleh Kemenkumham
® Terbukanya akses publik terhadap basis data BO
® Digunakannya data BO oleh penegak hukum dan untuk tujuan persyaratan perizinan

C. Capaian aktual

® Data BO sudah tersedia dalam sistem database BO melalui https://bo.ahu.go.id. Namun demikian,
sistem database BO ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem aplikasi yang dimiliki K/L
e Berikut adalah jumlah data BO diperbandingkan dengan perusahaan yang terdaftar, di mana masih
terdapat selisth yang cukup besar, yakni 85,45% yang belum mengisi BO:
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Analisis Capaian dan Kendala

Implementasi BO
No Jenis Korporasi Jumlah Mengisi o Belum Isi o
Korporasi BO ? BO ?
1. | PT 1.013.067* | 151.156 | 14,92% 861.507 | 85,08%
2. | Yayasan 262.053 18.083 | 6,90% 243.970 | 93,10%
3. | Perkumpulan 179.983 7.374 | 4,09% 172.609 | 95,91%
4. |CV 423.045 | 122.981 29,07 300.064 | 70,93%
5. | Firma 3.939 844 | 21,42% 3.095 | 78,58%
6. | Persekutuan Perdata 6.869 2.844 | 41,40% 4.025 | 58,60%
7. | Koperasi 227.412 4814 | 3,69% 222.598 | 96,31%
TOTAL | 2.116.368 | 308.091 | 14,55% | 1.807.868 | 85,45%
*terdapat PT tidak aktif sejumlah 850.000 Korporasi, sehingga apabila ditambahkan pada kolom yang telah
mengisi BO, maka persentase akan mengalami peningkatan menjadi 98,82%. dan akan mempengaruhi
perolehan persentase secara keseluruhan menjadi 54,72%

® Untuk  pemanfaatan  data  sudah  dilakukan = pada  beberapa @ K/L  berikut:
a. pemanfaatan data BO oleh PPATK dan Ditjen Pajak
b. pemanfaatan data BO oleh OSS
c. pemanfaatan data BO oleh Kementerian ESDM

e Sementara untuk keterbukaan akses publik sampai saat ini belum terwujud karena masih minimnya
data BO yang terdaftar dalam sistem database. Alasan lainnya adalah bahwa hasil deklarasi korpora-
si belum semuanya terverifikasi sehingga jika dibuka akses untuk publik dikhawatirkan bisa menim-
bulkan polemik

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Salah satu kendala tidak patuhnya korporasi melaporkan BO ke https://bo.ahu.go.id adalah karena
tidak ada mekanisme sanksi yang diatur sehingga korporasi merasa tidak ada kewajiban melak-
sanakan pelaporan data BO

e Sistem database BO di Kemenkumham belum terintegrasi secara baik dengan sistem di K/L. Sebali-
knya sistem di K/L juga belum dirancang untuk menerapkan standar data BO bagi korporasi penggu-
na layanan/izin di K/L
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(0}
6. Utilisasi Nomor Induk 73,43%

Kependudukan (NIK) —l—

untuk Bantuan Sosial (Cukup)

Latar Belakang ,& Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis
Penanggung Jawab

Basis data penerima bantuan sosial belum akurat

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Sosial

Penyaluran bantuan sosial sampai saat ini masih dihadap- Kementerian Pertanian

kan pada permasalahan akurasi basis data warga yang Kementerian Pendidikan
berhak menerima bantuan sosial. Peningkatan akurasi Badan Penyelenggara Jaminan
data penerima bansos sebagai prioritas nasional belum Sosial (BPJS) Kesehatan
didukung dengan tata kelola yang baik mulai dari koordi-
nasi antar K/L, kepastian anggaran, sistem monitoring
dan evaluasi pemutakhiran data. Bantuan Sosial juga
masih dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan
politik berbagai pihak. Akibatnya permasalahan bantuan
sosial yang tidak tepat sasaran masih terus mengemuka.

Nk v =

Aksi ini mendorong pembenahan basis data
dengan pertukaran serta pemadanan data sehing-
ga terbentuk basis data yang handal dan mutakh-
ir sehingga distribusi bansos ke pihak-pihak
yang tidak tepat bisa diminimalisir

Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal (2018)

1. Terkait peningkatan ketepatan akurasi data penerima bantuan sosial:

e Sampai 2018, belum semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperiksa ketepatan
akurasi padan NIK. Dari DTKS yang telah diperiksa, berikut rinciannya:
- Padan NIK = 44%
- Belum dipadankan = 45%
- NIK Kosong = 9%
- NIK tidak valid = 2%

e Data penerima bantuan tidak berasal dari data induknya (DTKS)

e Keaktifan Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran data masih rendah

e Mekanisme pemutakhiran data belum terintegrasi

2. Terkait padan NIK menjadi persyaratan mutlak dalam penyaluran bantuan sosial:
e Pada tahun 2018 -- Padan NIK secara formal sudah menjadi persyaratan mutlak dalam pendaft-
aran/registrasi DTKS namun sayangnya persyaratan mutlak ini belum digunakan dalam penyal-
uran Bansos oleh Himbara (belum tertuang dalam PKS antara Kemensos dan Himbara)

B. Sasaran akhir

1.DTKS padan NIK 100%

2.Data penerima bantuan sosial khususnya Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Pangan
non-Tunai (BPNT); dan Penerima Bantuan iuran BPJS (PBI) mengacu pada DTKS

3.Terlaksananya pemutakhiran DTKS berbasis data transaksi dari administrasi kependudukan

4 Berkurangnya penyaluran bansos ganda (terhadap jenis bansos yang sama) atau penerima fiktif
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C. Capaian aktual

1.Terkait pemadanan DTKS dengan NIK dan akurasi data penerima Bansos:

e Hasil pemadanan DTKS SK Januari 2020 terhadap NIK (Juni 2020) = 82,52% dengan 0,3%
nya sudah terbit akta kematiannya dan 1,3% nya merupakan data ganda yang seharusnya bisa
dihapus

2.Terkait data penerima Bansos mengacu pada DTKS

e Berdasarkan pemadanan data bayar penerima bansos sembako pada bulan Mei 2020 terdapat
6% data tidak berasal dari data induknya (DTKS) dan 30% data NIK nya belum tercatat dengan
benar. Sedangkan pada data bayar November 2020 dimana terdapat penambahan penerima
bantuan ini sebesar 217.691 terdapat pula penambahan 31.485 data yang tidak berasal dari
DTKS. Untuk pencatatan data NIK pada data bayar November 2020 telah dilakukan perbaikan
dari temuan sebelumnya

e Pada Mei 2019 terdapat 41.564.296 penerima PBI yang tidak berasal dari DTKS. Per Oktober,
data PBI JKN yang tidak berasal dari DTKS tersisa 26.356.169.

3.Terkait pemutakhiran data berbasis administrasi kependudukan:

e Kemendagri (Dukcapil) telah membuat dashboard monitoring transaksi kependudukan DTKS
padan NIK yang dapat memberikan informasi tentang: kelahiran, kematian, perkawinan,
perceraian, kepindahan (datang dan pergi), serta anggota inti keluarga DTKS yang belum
terdaftar dalam database Kemensos. Namun data ini belum dimanfaatkan dan dipertukarkan
sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan akurasi DTKS

4.Terkait upaya mengurangi penyaluran Bansos ganda:

e Telah dilakukan kembali sosialisasi petunjuk teknis (Juknis) penyaluran PKH bahwa pendataan
calon penerima program PKH, pemberian kartu dan aktivasi PIN harus menunjukkan e-KTP
atau NIK.

e Secara umum sejak akhir 2019 telah dilakukan upaya untuk memastikan akurasi data apabila
diberlakukan kebijakan penyaluran Bansos berbasis padan DTKS dan NIK, seperti:

- Surat Edaran Sekjen Kemensos kepada Pemda untuk memperbaiki data. Bilamana tidak
diperbaiki sampai periode tertentu, bantuan akan dinonaktifkan

- Surat Edaran dari Dir. Linjamsos untuk memperbaiki data Keluarga Penerima Manfaat dan
mendistribusikan data-data yang harus diperbaiki

- Telah juga dibuat menu khusus di SIKS-NG untuk memungkinkan perbaikan NIK atau nama
saja, tidak perlu seluruh komponen

- Telah dilakukannya verifikasi dan validasi untuk perbaikan data NIK DTKS yang masih
bermasalah oleh Kemensos yang kemudian menunjuk pihak ketiga dengan target perbaikan
sekitar 12 juta di 10 provinsi

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Belum tercapaianya 100% DTKS padan NIK dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait pemutakhi-

ran data di daerah seperti:

- Tidak teralokasikannya anggaran di daerah untuk  pemutakhiran data

- Metode pemutakhiran data yang tidak terintegrasi antara data induk dan data penerima bantuan.
Aktivitas pemutakhiran data dilakukan berbeda-beda oleh pemerintah daerah. Ada yang sekedar
administratif saja memperbaiki NIK, ada juga yang mengikuti Juknis-nya dengan mekanisme
lengkap (kunjungan lapangan)

- Tidak ada mekanisme reward and punishment terkait keaktifan pemutakhiran data

- Kebijakan social distancing dan PSBB juga ikut berpotensi menghambat terjadinya pemutakhi-
ran
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o\ 7. Integrasi dan Sinkronisasi 78,82%

@ Data Impor Pangan 4‘7

Strategis

Lty e planig o Kementerian/ Lembaga/Daerah

Penanggung Jawab

Sasaran Strategis

Izin impor komoditas strategis rawan korupsi karena

tidak transparan 1. Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian
Seringkali kebijakan impor disinyalir tidak tepat waktu dan 2. Kementerian Perindustrian
jumlah sehingga merugikan petani dan peternak lokal. Hal ini 3. Kementerian Perdagangan
dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang selalu melaku- 4. Kementerian Kelautan dan
kan impor besar-besaran jika terjadi kelangkaan komoditas. Perikanan
Padahal biasanya kelangkaan sengaja diciptakan oleh para 5. Kementerian Keuangan
pemburu rente guna mendapatkan keuntungan, salah satunya 6. Kementerian Pertanian
dengan mendorong Pemerintah membuka keran impor. 7. Badan Pusat Statistik

Aksi Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan
Strategis bertujuan agar perumusan kebijakan terkait impor
diambil berdasarkan data yang akurat. Selain itu, sistem /ndo-
nesia National Single Window (INSW) dimanfaatkan untuk
menjaga akuntabilitas dari pelaksanaan impor.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Data-data impor masih terkumpul di masing-masing instansi dan tidak dilakukan konsolidasi serta
analisa dari data-data tersebut

® Lembaga National Single Window (LNSW) yang dibentuk untuk mengelola portal dan menjalankan
sistem Indonesia National Single Window (INSW) tidak memiliki mandat dan kewenangan untuk men-
jadi bagian dalam pengambilan kebijakan sektor impor. Sebagai contoh, LNSW memiliki data
berdasarkan transaksi impor namun tidak memiliki kewenangan untuk membuat platform untuk meng-
umpulkan data tersebut

® Keterbukaan informasi dalam pengambilan kebijakan impor dinilai masih belum transparan. Perbaikan
kebijakan impor oleh masing-masing K/L tidak dilihat sebagai sebuah proses bisnis yang utuh dan
keseluruhan. Sehingga biasanya kebijakan bersifat egosektoral hanya mengatur bisnis proses di suatu
K/L dan terkadang tidak sinkron dengan bisnis proses K/L lain

e Tantangan-tantangan lain dalam penyediaan data yang akurat adalah: adanya kebijakan post-border
yang menggagalkan kebijakan otomasi pemotongan kuota; serta adanya kebijakan pemberian izin atau
rekomendasi dengan periode di luar tahun takwim

B. Sasaran akhir

e Tersedianya dashboard untuk menampung satu data impor yang disepakati oleh semua K/L teknis dan
data tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Data-data meliputi kebutuhan,
rekomendasi, ijin, dan realisasi

e Menguatnya peran LNSW, diantaranya LNSW dapat melakukan koordinasi untuk pengembangan plat-
form yang menyajikan data-data untuk analisa kebijakan impor serta dapat memberikan pertimbangan
terkait perbaikan kebijakan bisnis proses impor

o Ada perbaikan pengambilan kebijakan khususnya untuk pengawasan realisasi komoditas post-border
dan penerapan pemberian rekomendasi dan izin
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C. Capaian aktual

® Dashboard data impor 10 komoditas pangan strategis telah terbentuk dan memuat:

a. Data realisasi berdasarkan transaksi yang dicatat dari dokumen kepabeanan dan secara berkala
di rekonsiliasi dengan data di Bea Cukai

b. Data  perizinan impor yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Perdagangan

¢. Data rekomendasi impor yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perin-
dustrian

d. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dievaluasi dengan melakukan crosscheck dengan
data yang ada di masing-masing Kementerian. Untuk beberapa komoditas masih terdapat data
yang tidak sama antara data di dashboard karena cut off waktu yang berbeda

® Di dalam sistem dashboard tersebut sudah ada fitur untuk menampilkan data-data yang diperlukan
untuk pengambilan keputusan seperti:

- Data kebutuhan konsumsi

- Data proyeksi produksi

- Data ketersediaan

- Data hasil Rakortas penentuan kuota impor

*walaupun fitur tersebut sudah ada namun untuk beberapa komoditas tidak terisikan datanya
® Beberapa penguatan terkait fungsi dan peran LNSW dapat digambarkan sebagai berikut:

- LNSW telah melakukan koordinasi untuk menegaskan proses bisnis impor per komoditas sebagai
dasar pembangunan dashboard namun sangat bergantung pada data yang dialirkan oleh K/L lain
- LNSW saat ini telah dilibatkan untuk perbaikan tata kelola impor khususnya untuk memper-
siapkan sistem Single Sub Mission (SSM) perizinan impor dimana 10 komoditas yang selama ini
diawasi melalui  Stranas PK akan menjadi piloting dalam pelaksanaannya
- LNSW juga dilibatkan atau dimintakan pandangannya dalam penyusunan RPP terkait kebijakan
impor dalam rangka mandat UU Cipta Kerja
- Pada masa pandemi Covid-19, LNSW dipercaya untuk menyediakan neraca komoditas alat
kesehatan
® Dashboard data impor yang telah tayang dapat memberi ruang pada keterbukaan informasi.
Namun sayangnya dashboard tersebut belum digunakan oleh K/L pengambil kebijakan karena
belum sesuai dengan spesifikasi data yang dibutuhkan oleh K/L
e Terkait kebijakan post-border yang menggagalkan otomasi pemotongan kuota, saat ini Kemendag
telah mengeluarkan Permendag 51/2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor
Setelah Melalui Kawasan Pabeaan (Post Border) yang secara umum mengatur importir serta men-
gatur kewenangan menteri untuk melakukan pemeriksaan. Terkhusus untuk 10 Komoditas pangan
strategis diatur lebih rinci untuk teknis pemeriksaan dokumen post border importir oleh lintas
kementerian sebagai dasar untuk memungkinkan kembali otomasi pemotongan kuota untuk 10
komoditas pangan strategis

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Terkait dashboard, walaupun sudah tayang masih terdapat beberapa kelemahan yang memen-
garuhi kualitas data, di antaranya:
- Masih kurangnya komitmen K/L dalam pengiriman data, khususnya data untuk perhitungan
kebutuhan impor
- Belum adanya prosedur resmi pengaliran data dan penggunaan dashboard
- Masih adanya perbedaan persepsi metode perhitungan data untuk menentukan kebutuhan impor
dan belum ditentukan wali data penyedia data secara pasti
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8. Penerapan Manajemen
Anti Suap

Latar Belakang .& Kementerian/ Lembaga/Daerah

Sasaran Strategis Penanggung Jawab
Kasus penyuapan oleh pihak swasta masih marak 1. Kementerian Badan Usaha Milik
terjadi )

Negara

Dari seluruh k k . di  oleh KPK dari 2. Kementerian Dalam Negeri
ari seluruh kasus korupsi yang ditangani ole ari 3. Satuan Kerja Khusus Pelaksana

tahun 2004 s/d 2018 mepurut jenis tindak pidana korupsi, Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
sebesar 64% atau peringkat teratas merupakan kasus Gas Bumi (SKK Migas)
penyuapan, dan berdasarkan jenis profesi/ jabatan yaitu 4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dari sektor swasta sebanyak 238 orang, berada di pering-
kat kedua setelah anggota dewan.

Pelaksanaan aksi ini diharapkan dapat meminimalisir
potensi dan tindakan penyuapan yang dilakukan sektor
swasta.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

ISO 37001 tentang Manejemen Anti Suap, merupakan inisiatif global yang terbit pada tahun 2016.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada saat bersamaan mengembangkan sebuah kerangka
manejemen anti suap (setara dengan ISO 37001) yakni Panduan Cegah Korupsi atau Panduan Cek.
Pemerintah Indonesia melalui Badan Standardisasi Nasional dalam pelaksanaan Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 (Inpres 10/2016) telah mengadopsi ISO 37001 menjadi SNI
ISO 37001, namun belum ada desain implementasi yang terpadu.

B. Sasaran akhir

Meluasnya penerapan manajemen anti suap melalui penerapan SNI ISO 37001 maupun panduan anti
suap lainnya yang setara dengan SNI ISO 37001 melalui OJK, Kementerian BUMN, SKK Migas dan
Kementerian Dalam Negeri (BUMD). Oleh karenanya diharapkan ada kebijakan yang dikeluarkan
Pusat untuk penerapan SMAP di BUMN dan BUMD, begitu juga dengan mekanisme monitoring
penerapan SMAP.

C. Capaian aktual

® Kementerian BUMN melalui Surat Edaran Menteri BUMN maupun Surat Edaran Sekjen Kemente-
rian BUMN telah mengarahkan seluruh BUMN untuk menerapkan SNI ISO 37001. Dari 114
BUMN, sudah 44 BUMN tersertifikasi SNI ISO 37001

e Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sosialisasi ke 10 provinsi untuk mendorong adanya
penerapan SMAP di BUMD tingkat Provinsi. Dari 10 provinsi, hanya 6 provinsi yang responsif
terhadap inisiatif ini (Bali, Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara dan DKI
Jakarta)
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Analisis Capaian dan Kendala

® SKK Migas telah melakukan sosialisasi dan pemetaan di seluruh KKKS sehingga diketahui
jumlah KKKS yang telah menerapkan SMAP di internal KKKS. Dari total 95 KKKS yang dipan-
tau, fokus perhatian SKK Migas diarahkan pada 35 KKKS yang telah berproduksi dan mendapat-
kan keuntungan finansial dari hasil produksi Migas

e OJK telah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh Industri Jasa Keuangan untuk
mendorong penerapan SMAP. Pada tahun 2020, OJK telah melakukan penandatangan komitment
bersama dengan semua asosiasi di bidang industri jasa keuangan. Selain itu, OJK telah melakukan
pendampingan intensif kepada 25 perusahaan jasa keuangan agar menjadi percontohan sehingga
pada tahun 2021-2022 yang akan datang, dapat dibuatkan kebijakan untuk perluasan penerapan
SMAP bagai seluruh Industri Jasa Keuangan

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Komitmen Pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN, SKK Migas, dan OJK cukup tinggi sehingga
penerapan SMAP di Lembaga/perusahaan BUMN, Kontraktor, dan Industri Jasa Keuangan (IJK)
berjalan cukup baik. Walaupun di tahun 2019, OJK dinilai lambat melaksanakan penerapan SMAP
pada [JK

e Jumlah Industri Jasa Keuangan yang sangat banyak, meski tidak dianggap sebagai kendala oleh
OJK dalam kerangka mendorong penerapan SMAP di industri jasa keuangan, tetap saja perlu
dikawal dengan terpadu dan terarah. Pengawalan Aksi Manejemen Anti Suap oleh OJK di Bagian
Kehumasan OJK perlu diperkuat dengan unit lain yang memiliki kewenangan langsung pada
pengaturan dan pengendalian manejemen di 3 sektor Industri Jasa Keuangan (Pasar Modal,
Perbankan dan Industri Keuangan non-Bank)

® Khusus berkaitan dengan Perusahaan Jasa Keuangan yang berstatus BUMN maka koordinasi dan
sinergi kerja dengan Kementerian BUMN perlu diperkuat. Sedangkan untuk IJK yang berbentuk
Perbankan di Daerah, ke depan OJK akan berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk
lebih fokus pada pengawalan penerapan SMAP di Bank-Bank milik Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi

e Sampai saat ini, respon Daerah terhadap penerapan SMAP di BUMND masih rendah. Menurut
Kementerian Dalam Negeri, hal ini disebabkan karena Kemendagri (Direktorat BUMD/BM-
D/BLUD) tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengawasi BUMD. Selain itu, faktor
kepemilikan saham juga disebutkan sebagai kendala oleh Kemendagri tidak dapat mengarahkan
penerapan manejemen anti suap bagi BUMD. Di sisi lain, BUMD cenderung mengabaikan arahan
kebijakan dari Pemerintah Daerah dengan alasan BUMD bukan bagian dari pemerintahan daerah.
Padahal sesungguhnya tujuan utama pembentukan BUMD adalah untuk membantu pemerintah
daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.
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FOKUS II

KEUANGAN NEGARA

9. Integrasi Perencanaan dan
Penganggaran Berbasis
Elektronik

70,67%

—l—

Latar Belakang &
Sasaran Strategis

Perencanaan dan penganggaran adalah fase rawan korupsi

Masalah utama sistem perencanaan dan penganggaran nasional
saat ini adalah tidak terintegrasi dan juga kurang sinerginya
sistem perencanaan dan penganggaran baik di pusat, di daerah
maupun pusat dengan daerah. Seringkali terjadi apa yang diren-
canakan beda dengan yang dianggarkan. Pengalokasian angga-
ran juga tidak mencerminkan prioritas yang ditetapkan. Akibatn-
ya terjadi inefesiensi, inefektivitas dan tingginya risiko korupsi
dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Implementasi aksi ini diharapkan dapat menciptakan: 1) proses

(Cukup)

Kementerian/ Lembaga/Daerah

Penanggung Jawab

—

. Kementerian Dalam Negeri
. Kementerian Keuangan
. Kementerian/Badan

Perencanaan dan Pembangunan
Nasional (Bappenas)

. Kementerian Komunikasi dan

Informatika

. Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

. Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi (BPPT)

perencanaan dan penggangaran yang transparan, partisipatif, dan
akuntabel; 2) dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berkualitas; 3) program dan belanja pemerintah menjadi efesien
dan efektif.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Beragam aplikasi perencanaan dan penganggaran yg digunakan baik oleh Pusat maupun Daerah
masih belum terstandar, tidak terhubung, dan tidak terintegrasi sehingga mengakibatkan terjadinya
inefisiensi. Aplikasi-aplikasi yang digunakan K/L/D tersebut juga tidak bisa menghasilkan data
keuangan (cashflow) yg diperlukan dalam pengambilan keputusan di pusat dan di daerah

e Di tingkat Pusat, aplikasi KRISNA secara khusus digunakan sebagai aplikasi perencanaan dan
aplikasi SAKTI secara khusus digunakan sebagai aplikasi penganggaran. Namun sayangnya, sampai
tahun 2018, kedua aplikasi ini berjalan sendiri-sendiri, tidak terhubung dan tidak terintegrasi antar
keduanya. Akibatnya perencanaan dan penganggaran di level pusat belum terjalin keterpaduan

e Di tingkat Daerah, lebih banyak lagi aplikasi perencanaan dan penganggaran yang digunakan. Ada
yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh Pemda itu sendiri; ada juga yang mengadopsi aplikasi
yang direkomendasi Pusat seperti SIPD dan SIMDA. Terkadang 1 Pemda menggunakan beberapa
aplikasi sekaligus dalam sistem perencanaan dan penganggarannya
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Analisis Capaian dan Kendala

B. Sasaran akhir

e Ditetapkannya satu Aplikasi Umum perencanaan dan pengangaran yg memuat soal standar data, stan-
dar proses bisnis, standar teknologi, dan standar keamanan. Sehingga akan memudahkan terjadinya
integrasi perencanaan penganggaran secara horisontal di tingkat Pusat dan tingkat Daerah serta secara
vertikal antara Pusat dan Daerah

e Terintegrasinya aplikasi KRISNA dan SAKTI yang digunakan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran di tingkat Pusat (K/L)

e Ditetapkannya satu aplikasi khusus perencanaan dan penganggaran di tingkat Daerah yang memenuhi
standar data, standar probis, standar teknologi, dan standar keamanan pada aplikasi umum

C. Capaian aktual

e Sampai akhir 2020, penetapan Aplikasi Umum masih belum bisa tercapai karena belum dapat
memenuhi minimal dua dari empat standar, yaitu standar data dan standar proses bisnis. Bagan Akun
Standar (BAS) sebagai standar data masih terus diharmonisasikan antara BAS Pusat dan Daerah. Pun
proses bisnis Pusat-Daerah belum terhubung (terstandar)

e Terkait integrasi aplikasi perencanaan penganggaran di tingkat Pusat, saat ini aplikasi KRISNA dengan
SAKTI masih terus berproses. Banyak tahapan sudah dilewati, di antaranya metadata pusat sudah
terstandar dan Probis sudah terhubung. Begitu juga dari hasil asesmen, tingkat kematangan aplikasi
KRISNA dan SAKTI dinilai cukup tinggi

e Terkait penetapan aplikasi khusus perencanaan penganggaran Daerah, sampai saat ini masih pada
tahap menindaklanjuti hasil asesmen yang sudah dilakukan BPPT pada beberapa waktu lalu. Hasil
asesmen menunjukan setidak-tidaknya ada 11 aplikasi yang masih digunakan K/L/D dengan tingkat
kematangan yang beragam, tidak saling terhubung dan terintegrasi. Secara spesifik, Hasil assessment
menunjukan aplikasi yang digunakan Daerah seperti SIPD, SIMDA, SIMRAL, dan SIRA tidak terinte-
grasi dan memiliki tingkat kematangan yang beragam. Aplikasi SIPD masih perlu pengembangan
untuk mendongkrak tingkat kematangannya dan kemungkinan belum siap digunakan sampai akhir
tahun karena masih menunggu penyelesaian modul penatausahaan

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Penetapan Aplikasi Umum perencanaan dan penganggaran belum dapat dilakukan karena beberapa
kendala berikut:

- Badan Akun Standar sebagai standar data perencanaan penganggaran masih dalam proses penyem-
purnaan. Keterlambatan ini karena masih terdapat perbedaan cara pandang Kemenkeu dan
Kemendagri dalam penyusunan RPP Badan Akun Standar

- Proses bisnis belum terstandar karena di tingkat Daerah, terjadi perubahan regulasi: di mana
Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah masih dalam proses revisi
agar sesuai dengan PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Akibatnya probis di level
pusat-daerah pun belum bisa terintegrasi

- Padahal 2 syarat utama agar Aplikasi Umum bisa ditetapkan adalah jika minimal standar data
(BAS) dan standar proses bisnis telah tersedia

® Terkait keterlambatan integrasi aplikasi di tingkat Pusat antara KRISNA dan SAKTI terutama disebab-
kan oleh kesiapan teknologi yang masih terus dikembangkan

e Sementara integrasi aplikasi perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah berjalan lamban karena
beberapa hal berikut:

- Aplikasi yang digunakan Pemda masih beragam, ada yang menggunakan SIMDA, ada yang pakai
SIPD dan SIMRAL. Bahkan ada Pemda yg menggunakan 3 aplikasi dalam layanan perencanaan
dan penganggarannya. Selain aplikasi dari Pusat tersebut, ada juga yang menggunakan aplikasi
buatan sendiri seperti Kota Bandung yang menggunakan SIRA. Hal ini menyulitkan proses integra-
si karena menambah waktu menjadi panjang untuk melakukan asesmen terlebih dahulu

- Perubahan-perubahan regulasi oleh Pusat ikut memengaruhi proses bisnis di Daerah. Misalnya,
lahirnya PP 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mengakibatkan perubahan proses bisnis
perencanaan dan penganggaran daerah, yang tadinya mengacu pada Permendagri 13/2006. Belum
lagi dengan perubahan regulasi tentang Badan Akun Standar (RPP BAS) yang saat ini masih terus
digodok
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10. Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang dan
Jasa (UKPBJ)

54,77%

—li

(Cukup)

Latar Belakang ,& Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis Penanggung Jawab
Keleml.)agaan pengadaan barang dan jasa 1. Kementerian Dalam Negeri
belum independen 2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Korupsi pada pengadaan barang dan jasa merupa- Jasa P emepntah (LKPP)
kan yang tertinggi di Indonesia. Salah satu penye- 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur
babnya karena lembaga atau unit pengadaan Negara dan Reformasi Birokrasi
barang dan jasa belum independen dan belum 4. Kementerian Perhubungan
didukung oleh sumber daya manusia yang kom- Kementerian Pendidikan dan
peten. Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan 5. Kebudayaan
kelompok kerja (Pokja) yang merupakan unit 6. Kementerian Riset dan Teknologi
organisasi yang  berfungsi  melaksanakan 7. Kementerian Pertanian
pengadaan barang dan jasa masih bersifat ad-hoc 8. K i A
(tiap tahun berganti dan umumnya hanya berfung- ' ementer}an gama
si untuk melaksanakan tender pengadaan), belum 9. Kementerian Hukum dan HAM
ada pola karir dan program pengembangan kom- 10. Kementerian Kesehatan
petensi yang jelas bagi penyelenggara pengadaan, 11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
serta Pokja ULP masih menjadi bawahan dari han Rakyat (PUPR)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga 12. Kementerian Keuangan
rentan diintervensi. Selain itu, umumnya LPSE 13. Kementerian Pertahanan
masih terpisah dari ULP. 14. Kepolisian Republik Indonesia
Aksi ini dirancang untuk mendorong penguatan 15.34 Pemerintah Provinsi
pada kelembagaan penyelenggara pengadaan 16. 508 Pemerintah Kabupaten/ Kota
barang dan jasa pada sistem dan sumber daya

manusia, sehingga UKPBJ menjadi lebih profe-
sional, independen, terhindar dari intervensi
pihak manapun, dan dapat menjadi pusat keung-
gulan (center of excellence) pengadaan.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Scbagian besar Pemda belum memiliki unit pengadaan yang struktural dan mandiri. Dengan kata
lain, Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan masih bersifat ad-hoc, di
mana sumber daya manusianya tersebar di unit-unit teknis dan sebagian besarnya bukan pejabat
fungsional yang memiliki kompetensi yang sesuai. Sehingga pada akhirnya terbit Permendagri
112/2018 tentang pembentukan UKPBJ di Pemda pada bulan Desember 2018

e Di tingkat Pusat, kondisinya lebih kompleks karena belum ada regulasi yang mengatur tentang
pedoman pembentukan UKPBJ struktural dan mandiri untuk Kementerian/Lembaga sehingga seba-
gian K/L enggan membentuk UKPBJ mandiri dengan alasan tidak ada dasar hukumnya, walaupun
beberapa  K/L  atas  inisiatif  sendiri  telah ~ membentuk = UKPBJ  struktural

e Belum ada Kementerian/Lembaga/Daerah yang unit pengadaannya telah mampu mencapai tingkat

kematangan level 3 (pro-aktif)
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Analisis Capaian dan Kendala

B. Sasaran akhir

® Terbentuknya UKPBJ struktural dan mandiri pada seluruh Pemerintah Daerah (Pemprov dan
Pemkab/Pemkot)

® Terbentuknya UKPBJ struktural dan mandiri di tingkat Pusat (piloting pada 12 K/L terpilih): LKPP,
Kemenhub, Kemendikbud, Kemenristek, Kementan, Kemenag, Kemenkumham, Kemenkes,
KemenPUPR, Kemenkeu, Kemenhan, Polri

e Tercapai minimal 100 K/L/D yang memiliki tingkat kematangan UKPBJ level 3 (12 K/L; 34
Pemprov; 54 Pemkab/Pemkot

C. Capaian aktual

® Pembentukan UKBJ struktural di tingkat Pemda berjalan cukup baik. Sampai akhir tahun 2020,
sudah terbentuk UKPBJ struktural pada 476 Pemda (34 Pemprov. dan 442 kab/kota)

® Sementara pada tingkat Pusat, walaupun masih tidak tersedianya regulasi, sudah terdapat 8 K/L (dari
12 K/L yang menjadi target) yang membentuk UKPBJ struktural dan mandiri

e Untuk capaian tingkat kematangan UKBJ level 3 di 100 K/L/D piloting, sampai saat ini sudah terca-
pai di 4 K/L (Kemenkeu, Kemenkumham, Kemendikbud, dan LKPP); 11 Pemprov; dan 18 Pemk-
ab/Pemkot

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Terbitnya Permendagri 112/2018 berkontribusi sangat besar untuk percepatan pembentukan UKPBJ
struktural dan mandiri di tingkat Pemda. Namun demikian, dalam pengisian jabatan fungsional (JF
PPBJ) pada UKPBJ masih terkendala dengan rendahnya minat PNS untuk mengisi posisi tersebut,
dikarenakan PNS berpendapat dengan risiko pekerjaan yang tinggi, remunerasi yang diterima di
sebagian daerah belum seimbang (tantangan yang sama berlaku juga di tingkat pusat atau K/L);
alasan lainnya adalah bahwa tidak banyak PNS yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang
cukup di bidang pengadaan sehingga sering gagal uji kompetensi untuk pengisian jabatan

e Capaian terkait tingkat kematangan level 3 cukup rendah karena dipengaruhi kondisi pandemi
Covid-19 yang menyebabkan realokasi anggaran baik di K/L maupun Pemda untuk lebih difokuskan
untuk penanganan Covid-19. Selain itu, dari sisi LKPP sebagai instansi pendamping teknis,
pendampingan tatap muka, terutama verifikasi terhadap pemenuhan variabel kematangan, tidak
dapat dilakukan karena adanya kebijakan physical distancing
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79,25%

11. Implementasi e-Katalog 4.7
Latar Belakang & Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis

Penanggung Jawab

Kualitas, harga, dan spesifikasi barang dan
jasa tidak transparan 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah (LKPP)

Walaupun sudah mulai diinisiasi sejak 2015, masih 2. Kementerian Perhubungan

sedikit K/L/D yang melaksanakan e-katalog untuk 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
pengadaan barang dan jasa. Oleh karenanya diper- 4 K 0 P .

lukan percepatan untuk meminimalisir praktik ’ ementer%an ertanian

korupsi di dalamnya. Seperti diketahui, pengadaan 5. Kementerian Kesehatan

barang dan jasa dengan sistem konvensional telah 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan
menimbulkan banyak pemborosan anggaran dan Perumahan Rakyat (PUPR)

kecurangan atau penipuan karena proses 7. 34 Pemerintah Provinsi

pengadaan yang berjalan lama dan rumit. Pun
harga dan spesifikasi barang/jasa yang dirilis tidak
transparan dan tidak standar.

Dengan demikian aksi implementasi e-katalog
diharapkan dapat menciptakan pengadaan barang
dan jasa pemerintah yang transparan dan efisien
secara waktu dan biaya. Pun dapat menurunkan
angka korupsi di sektor pengadaan karena minim-
nya pertemuan antara penyedia dan pengguna
barang/jasa melalui sistem katalog elektronik

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Mekanisme pengadaan barang dan jasa, khususnya oleh daerah belum ada yang menggunakan
mekanisme katalog elektronik lokal.
e Di tingkat pusat juga belum ada penggunaan katalog elektronik  sektoral

B. Sasaran akhir

e Seluruh 34 Provinsi telah menggunakan katalog elektronik lokal dalam pelaksanaan belanja di
daerah

e 5 Kementerian (KemenPUPR, Kementan, Kemenhub, Kemenkes, dan Kemendikbud) telah melaku-
kan belanja dengan menggunakan katalog elektronik sektoral

C. Capaian aktual

e Sampai November 2020, dari 34 provinsi, sudah 21 provinsi dinyatakan layak menjadi pengelola
katalog lokal baik melalui SK Penetapan oleh Kepala LKPP dan/atau penandatanganan MoU dan
PKS dengan LKPP. Dari 21 provinsi tersebut, baru 6 provinsi yang sudah belanja menggunakan
katalog lokal, yakni DKI Jakarta, Riau, NTB, Gorontalo, Aceh dan Jawa Barat)

e 5 K/L prioritas (KemenPUPR, Kemenhub, Kementan, Kemendikbud, dan Kemenkes) yang ditarget-
kan menayangkan produk pada e-katalog dan memberikan pelayanan e-purchasing telah berhasil
melakukannya sejak periode B12. Namun pada Desember 2019, Kemenkes menarik diri implemen-
tasi  e-katalog sektoral bidang kesehatan dan mengembalikannya pada LKPP
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Analisis Capaian dan Kendala

Beberapa produk sektoral yang telah tayang dan dibelanjakan secara elektronik sejak tahun 2019
antara lain: obat-obatan, alat kesehatan (Kemenkes); bus, bantalan kereta api (Kemenhub); bibit
tanaman, alat mesin pertanian (Kementan); alat peraga pendidikan dan buku pengayaan untuk dana
bantuan operasional sekolah (BOS) di Kemendikbud. Secara khusus, Kemendikbud telah melakukan
inovasi pemanfaatan marketplace dan pelibatan UMKM untuk pengadaan melalui aplikasi SIPLah
(Sistim Informasi Pengadaan di Sekolah)

Saat ini sedang dilakukan evaluasi untuk penambahan produk e-katalog bagi ke lima kementerian di
atas. Begitu juga evaluasi untuk penambahan kementerian baru untuk pelaksanaan e-katalog
Hingga kini sudah ada beberapa provinsi menggunakan market place untuk pengadaan barang dan
jasa pemerintah. Misalnya: DKI Jakarta melalui e-order, Jawa Barat dengan MBIz Market. Bersa-
maan dengan itu pula, di tingkat Pusat misalnya LKPP mengembangkan Bela Pengadaan, atau
Kementerian Pendidikan mengembangan SIPLah (sistim Informasi Pengadaan di Sekolah)

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

Dari 34 provinsi yang menjadi target, masih tersisa 11 provinsi yang belum ditetapkan menjadi

pengelola katalog elektronik lokal. Hal ini terjadi karena:

- Terdapat beberapa provinsi yang tidak dijadikan target oleh LKPP pada tahun 2019-2020 dengan
alasan kelembagaan UKPBJ di provinsi-provinsi ini masih belum dapat memenuhi semua
prasyarat pra katalog yang disyaratkan oleh LKPP

- Beberapa provinsi mengalami keterlambatan dalam proses asesmen atau penilaian kesiapan men-
jadi pengelola e-katalog lokal, selama Pandemi Covid-19

Secara khusus pembentukan katalog lokal ini harus benar-benar disinergikan dengan katalog nasion-

al maupun katalog sektoral karena itu butuh pengaturan yang lebih baik oleh LKPP terutama melalui

penetapan berbagai pedoman dan standar
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12. Konsolidasi Pengadaan

Latar Belakang &

Sasaran Strategis
Banyak inefisiensi dalam proses pengadaan
barang dan jasa

83,59%

4.7

Kementerian/ Lembaga/Daerah
Penanggung Jawab

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah (LKPP)
Konsolidasi pengadaan barang dan jasa adalah 2. Kementerian Perhubungan
strategi pengadaan barang dan jasa yang meng- 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
gabungkan beberapa paket Pengadaan Barang 4. Kementerian Pertanian
dan Jasa sejenis. Selama ini, praktik yang lazim ' .
dilakukan instansi pemerintah di pusat maupun 3. Kementeqan Kesehatan
daerah adalah memecah/memisahkan paket 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
barang dan jasa padahal jenisnya sama. Modus han Rakyat (PUPR)
ini dilakukan dengan beberapa alasan, di antara- 7. Pemprov DKI Jakarta
nya agar tidak terjadi tender terbuka. Alasan 8. Pemprov Jawa Barat
lainnya, semakin banyak paket maka semakin 9. Pemprov Jawa Tengah
banyak honor yang diterima penyelenggara 10. Pemprov Jawa Timur
pengadaan. 11. Pemprov Sumatera Utara

Aksi ini diharapkan dapat meningkatkan value
for money atau penghematan anggaran dalam
proses pengadaan barang dan jasa. Dengan
demikian penghematan anggaran ini dapat digu-
nakan untuk tujuan pengembangan sumber daya
penyelenggaran pengadaan yang profesional
ataupun redistribusi untuk pembangunan infras-
truktur lainnya.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Pelaku/pengelola pengadaan belum terlalu memahami metode pelaksanaan konsolidasi pengadaan
e Belum ada upaya mendorong strategi pengadaan melalui metode konsolidasi paket pengadaan,
terutama untuk penerapan di daerah

B. Sasaran akhir

e Terlaksananya konsolidasi pengadaan di 5 Kementerian/Lembaga piloting
e Terlaksananya konsolidasi pengadaan di 5 Pemerintah Provinsi piloting

C. Capaian aktual

e Konsolidasi pengadaan telah dilakukan di 5 K/L prioritas (Kemenkes, Kementan, KemenPUPR,
Kemenhub, Kemendikbud). Berikut rincian  paket/item yang dikonsolidasi:
1. KemenPUPR:
- Long segment preservasi jalan;
- Jembatan gantung;
- Pembangunan pasar, dan sekolah
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Analisis Capaian dan Kendala

2. Kemenkes:
A. Wilayah Joglosemar

- Bahan makanan kering, Chemical Linen, plastik sampah (RSUP Dr Sardjito),

- Gas LPG, pengelolaan limbah B3, suku cadang, barang rumah tangga (RSUP
Dr. Karyadi),

- Bahan makanan pasien berupa enternal dan enternal cair pasien, gas medis (RSUP
Dr. Soeradji),

- Alat tulis kantor dan bahan komputer (RSJ Soerojo)

B. Wilayah Jabotabek
- Gas medis (RSCM)
- LPG, Makanan kering, plastik sampah, bahan makanan basah, barang rumah tangga
(RSAB)
- Alat tulis kantor (RSF)
- Makanan kering (RSPG)
- Pengelolaan limbah B3 (RSKD)
- Chemical linen (RS Persahabatan)
- Obat jiwa non katalog (RSMM)
- Tisu, masker, tutup kepala, glove latex non steril (RSJP)
- Sharp container, urine bag (RSKD)

C. Wilayah Bandung
- Gas medis, Pengelolaan limbah B3 (RSHS)

D. Pusat
- Stent jantung (RSJPHK)
- Implant orthopedi (RSOP)
3. Kementan
- Ayam/itik
- Pakan ternak
- Disinfektan dan vitamin (Obat-obatan)
- Bantuan herbisida dan pupuk hayati

4. Kemenhub
- Bantalan beton dengan alat penambat elastis
- Bus BRT

5. Kemendikbud
- Buku non-teks
- Peralatan pendidikan
- Jasa konsultansi asesmen pegawai untuk seluruh dinas kabupaten/kota
- Pengadaan paket data untuk pembalajaran online selama masa pandemi

® Di tingkat daerah, pelaksanaan paket konsolidasi pengadaan telah berlangsung sejak periode 2019,
khusus untuk piloting di 5 provinsi (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa
Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sumatera Utara). Hasil monitoring menunjukkan, 4
provinsi telah melaksanakan kontrak paket konsolidasi; hanya Provinsi Sumut progresnya belum
signifikan

1. Provinsi Jawa Timur
- Pengadaan meubelair SMA negeri dan swasta se-Jawa Timur
- Pengadaan mebel SMK negeri dan swasta
- Tender konsolidasi itemize cleaning service
- Pengadaan kain seragam SMA negeri dan swasta (tender gagal)
- Belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam SMK negeri dan swasta (tender gagal)
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2.

3.

Provinsi Jawa Tengah

- Jasa lainnya (Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional)

- Pekerjaan konstruksi (Pembangunan ruang kelas baru, gedung perpustakaan, dan
pembuatan jamban untuk SMKN)

- Pengadaan konsolidasi CAP jembatan

- Pengadaan konsolidasi bahan material jembatan

- Pengadaan konsolidasi bahan/material epoxy grouting

- Pengadaan konsolidasi bahan/material jalan marka

- Rehab dan penambahan panggung terbuka, penambahan ruang transit dan pantry

- Pengadaan ambulance (Konsolidasi 3 RSJD)

Provinsi Jawa Barat

- Pengadaan komputer
- Rehabilitasi jalan

- Perbaikan badan jalan
- Peningkatan jalan

4. Provinsi DKI Jakarta

5.

- Penyediaan makanan dan minuman bagi warga binaan panti Sosial (tender itemized
paket) 22 Panti
- Rehab total sekolah (6 wilayah administrasi)

Provinsi Sumatera Utara

- Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas
- Pengadaan dan pemasangan deliniator

- Pengadaan dan pemasangan paku jalan

- Pengadaan dan pemasangan marka jalan

- Pengadaan dan pemasangan guard rail

- Pakaian dinas harian

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan LKPP sebagai pengambil kebijakan di bidang
pengadaan barang dan jasa adalah:

Perlu ada pedoman teknis konsolidasi dari LKPP untuk memandu K/L/D dalam implementasi
konsolidasi

Perlu ada pendampingan konsolidasi pada 5 K/L dan 5 Pemprov secara lebih intensif, terutama
di tengah kondisi Covid-19. Harus ada pembaharuan strategi dan metode pendampingan yang
dilakukan =~ LKPP agar ada  percepatan  perluasan  konsolidasi di  K/L/D
Kurangnya pedoman, pendampingan dan sosialisasi tersebut berakibat pada banyaknya PA,
KPA, dan PPK yang belum terinformasi soal manfaat dan pentingnya konsolidasi pengadaan
dilakukan. Akibat ketidaktahuan itu, PA/KPA/PPK menganggap konsolidasi pengadaan malah
merumitkan pekerjaan mereka

Kendala lainnya terkait Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3, yang belum
sepenuhnya dapat mendukung pelaksanaan pemilihan penyedia. Sistem tersebut hanya dapat
memproses pemilihan secara terkonsolidasi bila Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
dengan PA/KPA-nya sama. Sebaliknya bila PA//KPA-nya berbeda maka tidak dapat diproses
oleh Sistem SPSE LKPP RI Versi 4.3
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81,63%

13. Penyempurnaan Sistem

Informasi Kinerja 4.7

Penyedia (SIKaP)

Latar Belakang &
Sasaran Strategis

Database vendor (penyedia) belum dikelola dengan baik

SIKaP atau Vendor Management System (VMS) adalah aplikasi di Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang
digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia
Barang/Jasa.

Proses bisnis pengadaan, khususnya terkait proses seleksi penyedia dianggap rumit dan memakan waktu
panjang. Padahal penyedia yang gualified seharusnya tidak perlu lagi agresif mencari proyek dan mengikuti
proses administrasi-kualifikasi yang birokratis, melainkan akan terundang secara otomatis sesuai kriteria
penyedia yang dibutuhkan sebuah proyek pengadaan.

Aksi ini diharapkan dapat menyederhanakan proses ]
bisnis seleksi penyedia sehingga hanya penyedia Kementerian/ Lembaga/Daerah
yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat kualifi- Penanggung Jawab

kasi dan kinerja yang berhak mengikuti tender.
Dengan demikian, proses pemilihan penyedia men-
jadi lebih cepat dan efisien.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah (LKPP)

e Proses pemilihan penyedia masih menggunakan pola lama yang memakan waktu lama dan tidak
efisien. Daftar kinerja penyedia belum banyak dimanfaatkan untuk men-screening penyedia mana
yang memiliki kualifikasi dan mana yang tidak

e Bahkan ketika sudah dimanfaatkan pun, sistem penilaian vendor/penyedia tetap bersifat administratif
(kualifikasi), bukan berbasis kinerja

B. Sasaran akhir

e Tersedianya database vendor yang qualified, sehingga proses pemilihan penyedia menjadi lebih
cepat dan efisien, termasuk untuk kebutuhan tender cepat

® Diterapkannya SIKaP dalam proses pengadaan di K/L/D, di mana PPK mengupdate kinerja vendor
berdasarkan hasil penilaian setelah penyampaian BAST (Berita Acara Serah Terima) Laporan Pelak-
sanaan Kegiatan

C. Capaian aktual

e Sebanyak 150 K/L/D telah menerapkan dan memanfaatkan aplikasi SIKaP untuk pelaksanaan tender
cepat, di antaranya adalah:

- Kementerian/Lembaga: BKKBN, BPPT, Kemendes, Kemenkumham, KemenPUPR, Kemendag,
Bappenas, Kementan, Setneg, KPU, LAN, LKPP, Ombudsman, ANRI, Bekraf, BIG, BKN,
BKPM, Kemenag, Kemen ATR/BPN, Kemendagri, KemenESDM, BPOM

- Pemprov: Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DIY, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Riau, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara
Barat, Papua, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sumat-
era Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara
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® Terkait penilaian kinerja vendor, LKPP sedang menyiapkan Peraturan Lembaga (Perlem) tentang
penilaian kinerja vendor. Draf Perlem ini disusun dengan melibatkan PPK Pemda dan sudah mulai
disimulasikan dalam aplikasi SIKaP

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat
e Tantangan terbesar untuk mewujudkan sistem manajemen vendor yang berbasis kinerja justru
datang dari pihak PPK, di mana PPK belum memiliki komitmen tinggi untuk meng-input atau
menyediakan data riil kinerja penyedia ke dalam SIKaP. Bisa jadi karena PPK merasa mendapat
beban kerja tambahan
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14. Sentralisasi Pengadaan 4.

Latar Belakang ,& Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis Penanggung Jawab
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah (LKPP)

Cost-inefficiency dalam pengadaan yang bersi-
fat kompleks dan strategis

Pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks adalah pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus,
dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan
barang/jasa. Sehingga jika kapasitas penyelenggara pengadaan tidak mumpuni maka akan terjadi cost-ineffi-
ciency yang begitu tinggi.

Aksi ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi biaya pada proses pengadaan yang besar, kompleks, dan
strategis.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal
e Belum ada kajian terkait pengadaan pada paket pekerjaan kompleks, besar dan/atau strategis
B. Sasaran akhir

e Tersedianya rekomendasi mengenai model sentralisasi pengadaan terhadap paket pekerjaan yang
bersifat kompleks, besar, dan strategis

C. Capaian aktual

e Kajian telah dilakukan oleh konsultan independen dan telah melahirkan rekomendasi model atau
mekanisme sentralisasi pengadaan sebagai berikut:

- Alternatif I, sentralisasi oleh satu unit Badan Layanan Umum Pengadaan Nasional yang dikelola
berbeda dengan UKPBJ, di luar organisasi LKPP dilengkapi tenaga ahli yang profesional dengan
penghargaan sebagaimana nilai penghargaan pasar

- Alternatif II, penanganan oleh beberapa unit pengadaan pada tingkat nasional di bawah Kemente-
rian sektoral atau Lembaga (tidak termasuk LKPP) yang memiliki potensi untuk dikembangkan
untuk menangani proses pengadaan paket besar, kompleks dan/atau strategis sesuai sektornya

- Alternatif III, ditangani oleh UKPBJ yang unggul di beberapa provinsi/kabupaten atau kota

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

e Walaupun sudah ada kajian dan rekomendasinya, namun implementasi atau uji coba (piloting)
sentralisasi pengadaan masih terkendala tidak adanya payung hukum
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0
15. Reformasi Pajak dan 84,69%

f Penerimaan Negera Bukan 4.7
A

Pajak (PNBP)

Latar Belakang .& Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis Penanggung Jawab

Realisasi Penerimaan negara selalu di bawah Kementerian Keuangan
target

Beberapa masalah terkait penerimaan sektor perpajakan di antaranya adalah masih banyaknya celah peratur-
an perpajakan telah dimanfaatkan oleh sumber daya manusia petugas pajak untuk melakukan praktek
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan Wajib Pajak yang tidak jujur. Belum lagi dengan Wajib Pajak,
termasuk Pengusaha Kena Pajak yang tidak taat dalam penyampaian SPT. Akibatnya hasil pungutan pajak
sebagai sumber penerimaan negara menjadi tidak maksimal.

Aksi ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan tata kelola perpajakan menjadi transparan dan akuntabel
sehingga menghasilkan realisasi penerimaan negara yang mendekati proyeksi potensi.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Konsep atau metode perhitungan potensi penerimaan di Indonesia masih samar, termasuk belum
maksimalnya perhitungan potensi penerimaan pajak menggunakan data mikro sosial ekonomi

e Kementerian Keuangan belum menetapkan Standar Data dan Format Data yang berlaku bagi seluruh
ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pemerintah Daerah). Akibatnya meskipun sudah 67 ILAP
menyampaikan data ke Dirjen Pajak, belum semua data tersebut dapat digunakan dengan baik untuk
perhitungan potensi penerimaan

® Matching rate NIK dan NPWP juga masih rendah karena belum ada database perpajakan yang solid

B. Sasaran akhir

e Terbitnya Peraturan Presiden tentang Integrasi Data Keuangan dan terimplementasi mekanisme
integrasi data  keuangan di  Provinsi Jawa  Barat sebagai lokus uji  coba

e Digunakannya data mikro sosial ekonomi, melalui pendekatan sektoral untuk perhitungan potensi
penerimaan pajak. Misalnya sektor perikanan yang dianggap sudah lebih siap datanya

e Terbentuknya database perpajakan berdasarkan NIK dan NPWP agar matching rate NIK dan NPWP
menjadi makin tinggi

e Meningkatnya pemanfaatan sistem administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terintegrasi,
khusus untuk PNBP SDA

® Terlaksananya pengawasan kepatuhan internal pada unit vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor
Pelayanan Pajak) berkoordinasi dengan Itjen Kemenkeu

C. Capaian aktual

e RPerpres Integrasi Data Keuangan (IDK), saat ini telah diubah judulnya menjadi RPerpres Pencantu-
man NIK dan/NPWP dalam pelayanan publik. Perubahan judul ini dimaksudkan agar tidak berben-
turan dengan Perpres Satu Data maupun Perpres SPBE. Proses pembahasan rancangan Peraturan
Presiden telah selesai di tingkat Rapat Panitia Antar Kementerian tinggal menunggu proses penga-
juan ke Sekretaris Negara untuk proses penandatanganan oleh Presiden
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Meski RPerpes ini belum ditetapkan, proses join analisis potensi pajak antara pemerintah pusat
dan daerah terus berlangsung. Hingga Agustus 2020, sudah ada kesepakatan (MoU dan PKS)
antara Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan 78 kabupaten/kota di beber-
apa provinsi. Target untuk Provinsi Jawa Barat (dalam Aksi PK 2019-2020) ditargetkan seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terlibat dalam inisiatif ini melalui MoU dan PKS dengan
DJP dan DJPK. Sampai November 2020, baru 15 kabupaten/kota di Jawa Barat yang menandatan-
gani MoU dan PKS dengan DJP dan DJPK untuk proses integrasi data
Terkait database perpajakan, pada awal tahun 2019, tingkat matching rate NIK-NPWP sebesar
65,902 % atau sebesar 25.513.534 dari total 36.714.406 jumlah data yang dipadankan dengan
Dukcapil. Di akhir tahun 2020, data ini meningkat menjadi 77,633 % atau sebesar 30.095.284 dari
38.714.406 data yang dipadankan dengan Dukcapil

Terkait pemanfaatan sistem administrasi PNBP yang terintegrasi, berdasarkan data pada Direk-
torat PNBP dinyatakan bahwa Realisasi PNBP Minerba tahun 2017-2019 mengalami peningkatan
pada tahun 2018 menjadi 49.627,35 M dari sebelumnya sebesar 40.619,41 M pada tahun 2017,
namun kembali menurun di tahun 2019 menjadi 44.883,48 M. Peningkatan penerimaan yang
tinggi pada tahun 2018 ini terjadi karena HBA (Harga Batu Bara Acuan) pada tahun 2018 lebih
tinggi dari tahun 2017 dan 2019 yakni sebesar 98,96 USD/ton. Sementara di tahun 2017 hanya
85,92 USD/Ton dan hanya 77,89 USD/Ton pada tahun 2019. Meski demikian, volume produksi
batubara di Indonesia terus bergerak naik dari tahun 2017-2019 yaitu dari 461,36 Juta ton di tahun
2017, meningkat menjadi 557,77 juta ton di tahun 2018 dan menjadi 616,16 juta ton di tahun 2019
Terkait peningkatan pengawasan kepatuhan internal, saat ini, sistem pengawasan pegawai pajak
telah diintegrasikan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Itjen Kemenkeu melalui aplikasi Pro
UKI (Unit Kepatuhan Internal). Aplikasi Pro UKI ini telah terinstalkan di semua Unit Eselon I di
lingkup Kementerian Keuangan maupun ke seluruh Kanwil Pajak di seluruh Indonesia

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

Penerbitan Perpres mengalami keterlambatan karena dalam penyusunan draf/rancangan Perpres
masih belum tercapai kesepahaman dan kesepakatan yang bulat antara Dirjen Pajak dan Dirjen
Dukcapil. Hal penting yang masih dibahas adalah terkait kewenangan Dirjen Dukcapil mengenai
pemanfaatan Data Kependudukan yang sejatinya telah diatur dalam UU Adminduk dengan kebu-
tuhan khusus Dirjen Pajak untuk peningkatan penelusuran potensi pajak terutama pada wajib
pajak individu

Beberapa kendala terkait penerimaan pajak adalah karena (menurut Pushaka Kemenkeu),
perhitungan potensi penerimaan pajak tidak hanya menggunakan asumsi mikro tapi juga makro.
Baik Ditjen Pajak maupun Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mempunyai metode perhitungan mas-
ing-masing yang sah dan selalu dipakai dalam pembahasan dengan DPR dalam perhtungan
perkiraan penerimaan pajak

Tantangan lainnya adalah bagaimana meningkatkan validitas data NPWP. Karena tingkat validitas
data NPWP Wajib Bayar PNBP sektor Sumber Daya Alam dan Mineral Batubara (SDA Minerba)
menjadi salah satu penentu terhadap penilaian besaran PNBP di sektor SDA Minerba. Selain itu,
validitas data NPWP Wajib Bayar juga bermanfaat untuk proses bisnis pengawasan Minerba
dalam kaitannya dengan aspek perpajakan serta kepabeanan dan cukai. Dengan data yang valid
dan akuntabel, pengawasan dari sektor hulu sampai ke hilir dapat dilakukan secara terintegrasi
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83,06%

16. Optimalisasi dan Perluasan
Konfirmasi Status Wajib
Pajak (KSWP)

Latar Belakang &
Sasaran Strategis

Gap antara jumlah wajib pajak SPT dan realisasi tahunan masih tinggi

4.7

Masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dengan
realisasi SPT Tahunan. Jumlah WP terdaftar wajib SPT pada tahun 2018 sebesar 17.653.046 WP namun
realisasi SPT hanya mencapi 8.502.289. Selanjutnya pada tahun 2019 (Maret 2019) dari jumlah WP yang
wajib SPT sebanyak 18.334.683 hanya terealisasi 9.608.539. Data ini akan menimbulkan pertanyaan
apakah selisih atau sisa yang tidak terealisasi setiap tahun telah membayar pajak atau hanya tidak menyetor
tanda bukti potong pajak melalui mekanisme SPT tahunan.

Oleh karenanya aksi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak terutama oleh wajib

pajak badan/perusahaan.
Kementerian/ Lembaga/Daerah
Penanggung Jawab
1. Kementerian Dalam Negeri 16. Kementerian Agama
2. Kementerian Keuangan 17. Kementerian Komunikasi dan
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Informatika
Kehutanan (LHK) 18. Kementerian ketenagakerjaan
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya 19. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
Mineral (ESDM) 20. Kepolisian Republik Indonesia
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan 21. Badan Kepegawaian Negara
(KKP) 22. Kementerian hukum dan Hak Asasi
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Manusia
(BKPM) 23. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
7. Kementerian Perdagangan 24. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan
8. Kementerian Perindustrian Riset dan Inovasi
9. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 25. Kementerian Pendidikan dan Kebu-
Menengah dayaan
10. Kementerian Agraria dan Tata 26. Kementerian Pariwisata
Ruang.Badan Pertanahan Nasional 27. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
11. Kementerian Kesehatan (BNSP)
12. Kementerian Pertanian 28. Lembaga Kebijakan Pengadaan
13. Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah (LKPP)
Perumahan Rakyat
14. Kementerian Perhubungan
15. Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM)
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Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Selama ini Wajib Pajak baik itu Pribadi maupun Badan dalam hal mengurus layanan publik, termasuk
perizinan di instansi pemerintah tidak diharuskan ada pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakannya.
Akibatnya pemerintah kesulitan untuk mendapatkan informasi apakah sebuah Badan sudah memiliki
NPWP dan sudah membayar kewajiban pajaknya melalui laporan SPT tahunan

® Masih sedikit instansi pemerintah, dalam hal ini ini Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dalam
penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk layanan publiknya. Sampai awal 2019, baru
ada 11 K/L yang terlibat, yaitu: Kementerian Perindustrian, Kementerian KUKM, Kementerian Kese-
hatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, Kementerian ESDM,
Kementerian Dalam Negeri, Kemenkeu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKPM

B. Sasaran akhir

e Kewajiban wajib pajak dalam perpajakan telah diperiksa dan dijadikan syarat untuk pengurusan
layanan/izin  oleh instansi pemerintah  pemberi layanan melalui sistem KSWP
e Bertambahnya instansi Pemerintah Pusat yang menerapkan KSWP untuk layanan publiknya

C. Capaian aktual

e Dari yang tadinya hanya 11 instansi Pusat (K/L) yang menerapkan KSWP pada layanan publiknya,
saat ini (akhir 2020), telah meningkat menjadi 27 K/L yang mewajibkan user-nya mencantumkan
NPWP dan dokumen SPT tahunan setiap kali mengurus layanan/izin. Melalui sistem KSWP, seluruh
Badan atau perusahaan yang mengurus layanan/izin di 27 K/L tersebut telah diperiksa status Wajib
Pajaknya, terutama terkait validitas NPWP dan SPT tahunan.

e Hasil pemeriksaan status Wajib Pajak (WP) sampai akhir 2020 adalah sebagai berikut: Dari 1.284.436
WP yang mengajukan permohonan layanan di 27 K/L terdapat 399.427 (31%) tidak valid dan 885.009
(69%) valid (saat dilakukan KSWP)

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Kehadiran dan pendampingan yang dilakukan Stranas PK telah diakui membawa dampak percepatan
dan perluasan pelaksanaan KSWP di instansi Pusat, dibandingkan jika hanya dilakukan oleh Kemente-
rian Keuangan saja. Apalagi program KSWP ini melibatkan instansi Pusat dari berbagai sektor

e Dari target 28 K/L hanya tercapai 27 K/L yang menerapkan KSWP. 1 K/L yaitu Kemenristek/Dikti
tidak jadi diterapkan KSWP dikarenakan Kemenristek/Dikti mengalami perubahan nomenklatur yang
berakibat pada pindahnya sebagian urusan/layanannya ke Kemendikbud

e Beberapa kendala lainnya bersifat minor terkait persoalan teknologi informasi (TI). Namun persoalan
ini terus diperbaiki secara terus-menerus. Misalnya proses integrasi sistem di K/L dengan sistem
aplikasi KSWP di Ditjen Pajak (DJP). Kendala ini dialami oleh beberapa K/L yang baru terlibat dalam
KSWP. Pun, K/L yang telah lama terlibat KSWP masih menemukan banyak gangguan dan kendala
yang berkaitan dengan teknis TI
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100%

17. Implementasi Rekomendasi

Base Erosion Profit Sharing —l

(BEPS) (Baik)

Latar Belakang &
Sasaran Strategis

Penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional kerap terjadi

Implementasi Base Erosion Profit Sharing (BEPS) dapat merugikan dan menjadi ancaman bagi negara-nega-
ra yang menerapkan tarif pajak normal/tinggi dalam sistem perpajakannya, serta dapat mendorong terciptan-
ya unfairness di dalam perekonomian global.

Banyak perusahaan multinasional (MNCs) dengan sengaja menghindari kewajiban pajaknya dengan cara
mengalihkan keuntungan perusahaan ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah atau tarif
pajaknya nol. Praktek seperti ini mengakibatkan pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan pajak yang
substansial akibat tergerusnya basis penerimaan pajak.

Oleh karenanya, aksi ini diharapkan akan mem-

persempit ketimpangan (GAP) aturan perpajakan Kementerian/ Lembaga/Daerah
antar negara, upaya yang dilakukan melalui Penanggung Jawab
kajian gap analysis antara rekomendasi BEPS

dengan ketentuan perpajakan domestik dan Kementerian Keuangan
bagaimana mengimplementasikan rekomendasi

BEPS terhadap penyusunan dan penyesuaian
ketentuan perpajakan

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Terdapat kesenjangan pengaturan perpajakan antar negara, sehingga OECD atau Organisation for
Economic Co-oporation and Develompent menginisiasi 15 rencana aksi yang dikenal dengan Base
Erosion Profit Sharing (BEPS)

B. Sasaran akhir

e Mempersempit jurang kesenjangan ketentuan domestik perpajakan sesuai target aksi BEPS yang
telah ditetapkan oleh negara-negara OECD

e Terlaksananya rekomendasi Aksi BEPS, minimal pada Aksi 3, Aksi 5, Aksi 6, Aksi 7, Aksi 13, dan
Aksi 15

C. Capaian aktual

e Indonesia telah mengimplementasikan rekomendasi BEPS action 5, 3, 6, 7, 13 dan 15 (target Stranas
PK) ke dalam ketentuan domestik/peraturan perpajakan

® UU PPh Indonesia telah mengakomodasi aksi 1 BEPS dengan memasukkan pengaturan terkait digi-
tal economy

e Indonesia telah memiliki ketentuan CFC Rule yang tercantum dalam PMK 253/PMK.03/2008 dan
Per DJP Nomor: PER — 59/PJ/2010 (BEPS Aksi 2 dan 3)

e Sementara untuk implementasi Aksi 4 BEPS, saat ini sedang disusun ketentuan mengenai 7hin Capi-
talization (DER/Debt to Equity Ratio)
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Analisis Capaian dan Kendala

® Untuk Aksi 5 BEPS, Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) telah mensepakati bahwa atas prefer-
ential regime yang ada di Indonesia maka Indonenesia dinilai tidak berada dalam ruang lingkup rejim
yang menjadi fokus pekerjaan FHTP atau out of scope

® Terkait Aksi 6 BEPS, Kebijakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia terkini
telah mengadopsi prinsip anti-treaty abuse (BEPS Aksi 6)

e Indonesia telah memiliki ketentuan mengenai Transfer Pricing, Transfer Pricing Documentataion,
Advance Pricing Agreement, Mutual Agreement Procedure dan Pertukaran Informasi (BEPS Aksi 8§,
9,10, 12, 13 dan 14)

e Indonesia telah menandatangai Convention on Mutual Assistance in Tax Matter yang bersifat multi-
lateral (BEPS Aksi 15)

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Seluruh rekomendasi aksi tercapai karena sudah menjadi komitmen internasional yang harus
dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Kemenkeu melalui Ditjen Pajak (Direktorat Perpajakan Inter-
nasional) selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar negeri dalam pelaksanaan aksi BEPS
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18. Implementasi National
Data Repository (NDR)

Latar Belakang ,& Kementerian/ Lembaga/Daerah

Sasaran Strategis Penanggung Jawab
Penghitungan potensi penerimaan negara dari 1
Migas belum jelas '

Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral

2. (ESDM)

Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas
Bumi (SKK Migas)

Salah satu komponen yang selalu digunakan dalam
penyusunan asumsi dasar ekonomi makro dalam
kerangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Negara (APBN) adalah inforrmasi/data tentang
lifting minyak dan gas (Migas).

Permasalahnya, hingga kini belum ada sebuah metodologi yang dapat menjamin kepastian hasil perhitungan
tentang volume mulai proses ekplorasi, distribusi hingga penjualan karena selalu ada pengurangan volume
(secara alamiah) dari tahap awal hingga tahap penjualan. Ketidakpastian (uncertainty) mengenai total
volume yang dinyatakan ke publik ini harus dijamin kewajarannya melalui mekanisme yang disepakati oleh
semua pihak.

Oleh karenanya, melalui pendekatan Quantity Asssurance (QA), aksi ini diharapkan dapat memberi jaminan
tentang kewajaran pengungkapan data ketersediaan data cadangan minyak dan gas pada semua tahap alur

industri hulu migas. Dengan demikian, penggunaan data migas untuk asumsi makro ekonomi dalam APBN,
benar-benar menggunakan data yang telah terverifikasi dan tervalidasi.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Belum ada acuan kebijakan dari Kementerian ESDM mengenai penggunaan metode Quantity Assur-
ance untuk mengukur ketersediaan data cadangan minyak dan gas untuk proses produksi maupun
penetapan asumsi dasar tentang /ifting minyak dan gas. Walaupun demikian, beberapa Kontraktor
Migas (KKKS) seperti Pertamina EP yang menjadi lokus kajian Litbang KPK di tahun 2016 menco-
ba menerapkan metode Quantity Assurance (QA)

B. Sasaran akhir

e Menguatnya komitmen tentang pembentukan National Data Repository (NDR) melalui Revisi Pera-
turan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaat Data yang Diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Ekspolitasi Minyak dan Gas
Bumi

e Semua KKKS memahami substansi dan urgensi penerapan QA

® Beberapa KKKS menjadi lokus ujicoba penerapan QA

C. Capaian aktual

e Komitmen pemerintah dalam pembentukan NDR telah tercapai dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas
Bumi dan Keputusan Menteri ESM Nomor 6 K/03/MEM/2020 tentang Pengelolaan National Data
Repository Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pelaksanaan Tugas Walidata pada Kement-

erian Energi dan Sumber Daya Mineral
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Analisis Capaian dan Kendala

Penerapan kebijakan Quantity Assurance telah diperluas untuk seluruh KKKS, melalui Surat Deputi
Operasi SKK Migas No. 0140/SKKMF0000/2020/S1 tanggal 22 Agustus 2020 perihal Formulir Para
Penilaian Jaminan Kuantitas yang ditujukan kepada seluruh KKKS. Dengan demikian, KKKS harus
menyampaikan laporan penerapan kebijakan QA dengan melengkapi format isian Form 1 Pra
Penilaian Sistem Jaminan Kuantitas sesuai laporan produksi//ifting dalam PTK Manajemen Produksi
062 revisi-1 tahun 2018 untuk dapat ditindaklanjuti oleh KKKS sebagai bahan evaluasi Maturity
Level 1 - Quantity Assurance, dan menyampaikan lampiran sesuai checklist Maturity Level 1 (M1)
Target awal akan diimplementasi untuk 10 KKKS, namun sesuai dengan kesepakatan hasil rapat
antara tim Stranas PK, Ditjen Migas dan SKK Migas serta PEP dan PHE, maka target pelaksanaan
tingkat maturitas audit QA kemudian disesuaikan menjadi hanya sampai tingkat M2-Uji Persyaratan
(tanpa M3-Uji Proses) untuk menyesuaikan dengan kebijakan PSBB akibat pandemi Covid-19. Oleh
karenanya, uji coba hanya akan dilakukan di 5 field dari grup PEP (3 field) dan PHE (2 field)
Uji Coba Implementasi Quantity Assurance (“QA”) di PT. Pertamina Exploration and Production
(PEP) dilakukan untuk 3 lapangan, (mencakup Maturity Level 1 dan 2) vyaitu:

(1) Lapangan Sangatta

(2) Lapangan Prabumulih

(3) Lapangan Jatibarang
Uji Coba Implementasi Quantity Assurance (“QA”) di Pertamina Hulu Energi (PHE) dilakukan
untuk 2 lapangan, (Maturity Level 1 dan 2) yaitu:

(1) PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (“PHE WMO”)

(2) PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang (“PHE JM”)
Meski uji coba maturity level 2 baru dilaksanakan di 5 field, namun seluruh KKKS telah menerapkan
maturity level 1. Ke depan dengan penetapan SNI QA maka seluruh KKKS harus menerapkan QA
secara mandatory. Melalui pendampingan kolaboratif oleh Stranas PK maka ditargetkan pada tahun
2022 yang akan datang, seluruh KKKS sudah dapat mencapai maturity Level 3

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

Walaupun sudah ada komitmen pengelolaan NDR yang terlihat dari diterbitkannya dua kebijakan,
masih ada kelemahan teknis terkait pengolahan data Migas. Pusdatin Kementerian ESDM masih
membutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengolahan data migas. Melalui pendamp-
ingan khusus oleh Narasumber QA-NDR, arahan kebijakan tentang kerjasama ini diperkuat dengan
analisis resiko kerjasama yang mencakup : ruang lingkup kerjasama, pendanaan pengolahan,
pengembalian investasi, layanan/teknologi produk turunan wajib comply ke Permen 7/2019 (PPDM
3.9); penyimpanan data via cloud dan virtual data room serta produk turunan (hasil reprosesing,
interpretasi dan integrasi).

Hingga kini, kerangka kebijakan ini belum diimplementasikan menunggu penetapan oleh Menteri
ESDM setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, KESDM diminta untuk
berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk penyiapan cloud system di lingkungan ESDM. Di akhir
tahun 2020 ini, Kementerian ESDM akan menetapkan Keputusan Menteri tentang Penerapan QA
sambal menunggu pengajuan Standar Nasional Indonesia (SNI) QA yang telah dijadwalkan akan
mulai diproses pada Feburari 2021
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19. Percepatan Pelaksanaan
Sistem Merit
(Cukup)
b [Belnl g ,& Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis Penanggung Jawab
Manajemen ASN belum berdasarkan sistem merit 1. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Selama ini, mulai dari hilir ke hulu atau mulai dari penerimaan, Reformasi Birokrasi
mutasi hingga kenaikan jabatan, masih sering dilakukan dengan 2. Badan Kepegawaian Negara
cara yang tertutup. Praktik jual beli jabatan dan ASN yang tidak 3. Komisi Aparatur Sipil Negara
netral telah menjadi gambaran semua jenjang manajemen kepega- 4. 83 kementerian/Lembaga
waian. Begitu juga dengan penempatan jabatan yang tidak sesuai lainnya

dengan kualifikasi dan kompetensi. Dan ini ada hubungannya
dengan permasalahan manajemen data kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja ASN yang belum dikelola secara terintegrasi.

Oleh karenanya, aksi ini diharapkan dapat berkontribusi pada dua aspek, pertama terciptanya manajemen
satu data ASN; kedua, terciptanya manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan
kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang seseorang.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Kewajiban bagi K/L/D menerapkan manajemen ASN berbasis sistem merit telah dicantumkan
dalam UU Aparatur Sipil Negara No 5 Tahun 2014. Namun demikian, sampai awal tahun 2018,
pelaksanaan sistem merit pada 8 aspek manajemen ASN belum maksimal dan bahkan tidak ada
instrumen pengawasan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan 8 aspek
manajemen ASN berdasarkan sistem merit (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja). Baru pada tahun
2019 KASN meluncurkan sistem pengawasan penerapan sistem merit dengan memanfaatkan
teknologi informasi, yang disebut Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit
(SIPINTER). Sistem ini digunakan sebagai instrumen untuk menilai tingkat penerapan sistem merit
di instansi pemerintah

® Seleksi dan promosi jabatan secara terbuka telah dilakukan pada jabatan pimpinan tinggi (JPT),
namun luasan geografis dan jumlah K/L/D yang begitu banyak tidak diimbangi dengan kapasitas
KASN melakukan pengawasan dan pengendalian. Mekanisme pengawasan belum menggunakan
instrumen teknologi informasi sehingga menyulitkan KASN dalam pemantauan proses seleksi.
Baru pada tahun 2017, KASN meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi
(SIJAPTI). Namun demikian, sosialisasi pengunaan aplikasi masih belum maksimal sehingga
implementasinya belum dapat menjangkau banyak instansi pemerintah
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Analisis Capaian dan Kendala

® Banyak ASN yang terlibat korupsi dan divonis (inkrah) bersalah masih tetap menikmati status dan
fasilitas sebagai ASN, bahkan ada yang diberikan jabatan-jabatan penting di instansi pemerintah.
Baru pada 2018 akhir, diterbitkan SKB 3 Menteri terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) kepada ASN terpidana kasus korupsi, namun tetap masih terkendala dalam sosialisasi dan
implementasinya

® Manajemen data kepegawaian tidak memiliki standar data dan standar proses bisnis yang berlaku
secara nasional. Masing-masing instansi pemerintah mengembangkan aplikasi kepegawaian
(SIMPEG) secara sendiri-sendiri. Selain itu, data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tidak
terkonsolidasi dengan baik ke dalam sistem manajemen kepegawaian tersebut. Hal ini menjadi
salah satu sumbatan utama dalam upaya konsolidasi dan integrasi data ASN secara nasional

B. Sasaran akhir

® Terlaksananya penilaian mandiri penerapan sistem merit di kementerian, LPNK, provinsi, dan
kabupaten/kota melalui aplikasi SIPINTER
e Tersedianya indeks penilaian sistem merit yang berisi informasi penilaian berdasarkan tingkatan
BAIK dengan sasaran berikut:
- Kementerian 90%
- LPNK 65%
- Provinsi 37%
- Kabupaten/Kota 10%
® Digunakannya aplikasi SIJAPTI oleh KLD dalam setiap pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan
Tinggi sehingga KASN dapat memonitor proses dan tahapan pelaksanaan seleksinya
e Ditindaklanjutinya SKB 3 Menteri tentang PTDH oleh KLD yang masih memiliki ASN terpidana
e Terkonsolidasi dan terintegrasinya manajemen data kepegawaian ASN secara nasional

C. Capaian aktual

® KASN telah membangun mekanisme pengawasan dan penilaian penerapan sistem merit dengan
metode self-assesment (penilaian mandiri) penerapan sistem merit melalui aplikasi SIPINTER.
Penilaian mandiri sistem merit sampai akhir tahun 2020 telah terverifikasi dilaksanakan di 151
instansi, dengan rincian: 26 Kementerian, 19 LPNK, 18 Provinsi dan 89 Kabupaten/ Kota.
Hasilnya, yang masuk kategori Baik sebagai berikut:

- Kementerian: 52%

- LNPK: 50%

- Provinsi: 26%

- Kabupaten/Kota: 4%

e Terkait pengunaan SIJAPTI untuk memudahkan KASN melakukan monitoring proses seleksi JPT,
sampai akhir 2020, SIJAPTI sudah digunakan oleh 68 Kementerian, 26 Lembaga, 43 Provinsi dan
335 Kab/Kota

e Terkait pelaksanaan SKB 3 Menteri tentang PTDH, walaupun sampai 2019 masih ada 181 ASN
terpidana inkrah yang yang belum dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Namun
sampai akhir 2020, sudah seluruh instansi menerapkan PTDH kepada ASN yang diputus inkrah

e Untuk penilaian kompetensi dalam rangka penguatan ftalent pool, berikut hasil yang dapat
dilaporkan:

- Penilaian kompetensi untuk talent pool telah dilakukan pada 19 instansi pemerintah
- Berdasarkan hasil monitoring mengenai kesesuaian penempatan peserta penilaian kompetensi
(talent pool) :

a) Dari 34 orang yang mendapat promosi, 21 orang sesuai rekomendasi hasil penilaian kompe-
tensi dan 13 orang tidak sesuai rekomendasi

b) Dari 80 orang yang di rotasi dari jabatannya, 35 orang sesuai rekomendasi dan 45 orang
tidak sesuai rekomendasi
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Analisis Capaian dan Kendala

¢) Dari 203 orang yang masih dalam jabatannya, 94 orang sesuai rekomendasi dan 109 orang
tidak sesuai rekomendasi

d) Dari 8 orang yang beralih jabatan dari struktural ke jabatan fungsional terdiri dari 3 orang
sesuai rekomendasi dan 5 orang

e) Sementara untuk rekomendasi pengembangan dan pelatihan, dari 325 pegawai yang disa-
rankan melakukan pengembangan kompetensi, terdapat 184 pegawai yang sudah dikem-
bangkan dan 141 pegawai yang belum dikembangkan

® Terkait manajemen data kepegawaian yang terkonsolidasi dan terintegrasi dapat dilaporkan
sebagai berikut:

- BKN telah melakukan pemetaan kesiapan integrasi SIMPEG dari seluruh KLD. Survei pemeta-
an SIMPEG dilakukan melalui link https://sscndashboard.bkn.go.id/kuesioner/

- Sampai akhir 2020, pelaksanaan survei sudah mencapai 95%, dan sudah dilakukan pemetaan
kesiapan secara nasional dan ditindak lanjuti dengan melakukan pendampingan integrasi secara
bertahap. Dari hasil survei tersebut, terdapat 68% instansi pusat yang melaporkan kesiapannya
dan instansi daerah sebanyak 45%

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Pada tahun 2019, setelah satu tahun SKB diterbitkan, pelaksanaannya belum berjalan 100%
karena belum semua PPK punya komitment dan mau memberhentikan PNS Tipikor yang telah
berkekuatan hukum tetap. PPK terindikasi memiliki konfik kepenetingan atau mendapat tekanan
politik. Namun demikian, PPK yang tidak memberhentikan PNS Tipikor yang sudah berkekuatan
hukum tetap dapat dikenakan sanksi oleh Kemendagri. Sehingga pada akhir 2020, SKB sudah
dijalankan 100%
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87,75%

20. Pembangunan
Zona Integritas I

Latar Belakang &
Sasaran Strategis

Penegakan integritas belum menjadi budaya instansi pemerintah

Selama ini pelaksanaan reformasi birokrasi dirasakan masih berjalan lambat. Terbukti kualitas pelayanan
publik masih dipertanyakan banyak pihak, di mana ASN dianggap belum berintegritas dan berkinerja baik
yang mengakibatkan birokrasi berjalan lambat dan berbelit-belit. Begitu juga dengan masih banyaknya
pelanggaran administrasi dan pidana yang ditemukan terjadi di instansi-instansi pemerintah.

Oleh karenanya aksi pembangunan zona -

integritas ini dimaksudkan untuk men- Kementerian/ Lembaga/Daerah
ciptakan perubahan secara cepat (quick Penanggung Jawab

wins) pada aspek-aspek; penataan tatal- . _

aksana, penataan sistem manajemen L. Kementeqan Dalam Negeri

SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
dan penguatan pengawasan. Dengan Reformasi Birokrasi

perubahan-perubahan cepat itu diharap- 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

kan akan meningkatkan kualitas 4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
pelayanan publik yang bersih, murah, (BP2MI/BNP2TKI)

dan transparan yang bias dirasakan mas- 5. Dinas Pendidikan di 12 Pemerintah Provinsi
yarakat secara cepat. 6. Dinas Pendidikan di 22 Pemerintah Kabupaten/Kota

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Kawasan pelabuhan dan bandar udara yang merupakan sentra pertukaran dan mobilisasi logistik
dan orang dianggap rawan akan praktik korupsi. Sebagai pintu gerbang (gateway) suatu negara atau
daerah, kawasan ini dianggap belum menerapkan tata kelola pelayanan yang bersih dan berintegri-
tas. Program Zona Integritas (ZI) yang sudah diterapkan di banyak unit layanan pemerintah ternya-
ta belum diadopsi oleh wunit-unit layanan di kawasan pelabuhan dan bandara

e Walaupun sudah ada pembangunan Zona Integritas di Kementerian/Lembaga, namun unit yang
dibangun masih berdasarkan usulan dari K/L tersebut. Sementara unit-unit layanan yang dianggap
sangat rawan korupsi dan berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat belum
dicanangkan pembangunan ZI, seperti Disdukcapil, Badan Pertanahan, RSUD, PTSP, Imigrasi,
Balai Karantina, BNP2TKI/BP2MI, Dinas Pendidikan. Hal yang sama terjadi pada unit-unit
penegakan hukum

B. Sasaran akhir

e Terbangunnya ZI pada 6 bandara dan 6 pelabuhan dengan integrasi proses bisnis antar unit layanan
di kawasan. Keenam pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Priuk; Pelabuhan Laut: Tanjung
Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Soekarno Hatta (Makassar), Sekupang (Batam), Tanjung Mas
(Semarang); dan untuk Kawasan Bandar Udara: Soekarno Hatta (Jakarta), Juanda (Surabaya),
Kuala Namu (Medan), Hasanuddin (Makassar), Hang Nadim (Batam), Ngurah Rai (Bali)

® Terbangunnya ZI pada unit-unit layanan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan mas-
yarakat, seperti Disdukcapil, rumah sakit, dinas pendidikan, dll.
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Analisis Capaian dan Kendala

® Terbangunnya ZI di unit-unit penegakan hukum dengan piloting pada beberapa unit di Pengadilan
Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, dan Lapas

C. Capaian aktual

e 8 unit intervensi di kawasan pelabuhan dan bandara sudah melakukan pembangunan ZI, namun
tidak semua unit berhasil mendapatkan predikat WBK. Unit yang diintervensi adalah Imigrasi,
Bea Cukai, Balai Karantina Ikan, Balai Karantina Tumbuhan, Otoritas Bandara, Otoritas Pelabu-
han, Syahbandar dan BMKG.

e Pengawasan pembangunan ZI dilakukan oleh KemenPANRB. Unit yang dibangun pada 6 bandara
dan 6 pelabuhan, berdasarkan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) yang
mendapatkan predikat WBK dan WBBM adalah sebagai berikut:
- Imigrasi: 3 WBK

Bea Cukai: 9 WBK

Balai Karantina Ikan: 1 WBBM

Balai Karantina Tumbuhan: 6 WBK

Otoritas Bandara: 2 WBK

Otoritas Pelabuhan: 4 WBK, 1 WBBM

Syahbandar: 2 WBK
- BMKG: 1 WBK

® [dentifikasi proses bisnis dalam rangka integrasi telah dilakukan, namun SOP integrasi belum
berhasil di tetapkan. Salah satu konsep integrasi yang didorong adalah integrasi pelayanan keluar
masuk kapal melalui aplikasi Inaportnet dengan aplikasi lainnya yang ada di kawasan pelabuhan

e Tahun 2019, pembangunan ZI telah dilakukan pada unit-unit layanan PTSP, RSUD, Disdukcapil,
dan Kantor Pertanahan di 12 Kota (Medan, Padang, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat,
Jakarta Timur, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak,
Makassar dan Manado) dengan hasil penilaian yang mendapatkan predikat WBK sebagai
berikut:

- PTSP: 4 WBK
- RSUD: 4 WBK
- Disdukcapil: 2 WBK
- Kantor Pertanahan: 9 WBK
e Tahun 2020 pembangunan ZI telah dilakukan pada:
- BNP2TKI yang meliputi 14 wilayah terbangun 100%
- 14 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dimonitor oleh Kemendikbud terbangun 100%
- Dinas Pendidikan pada 34 wilayah intervensi baru akan dilakukan di periode B24

® Pembangunan ZI di APH dilaksanakan pada tahun 2019 di 12 Kota intervensi dan dimonitor
pelaksanaannya oleh KemenPANRB dengan hasil penilaian yang mendapat predikat WBK
sebagai berikut :

Lapas: 1

Polres: 2

Kejaksaan Negeri: 6

Pengadilan Negeri: 2

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

e Pembangunan kawasan berintegritas di pelabuhan dan bandara memiliki dua syarat. Pertama
setiap unit di kawasan harus berhasil mendapatkan WBK/WBBM, kedua terjadi integrasi proses
bisnis. Sayangnya dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di wilayah intervensi, hanya
sedikit yang mendapat predikat WBK. itupun belum terjadi integrasi proses bisnis antar unit
layanannya

e Kendala utama tidak tercapainya dua persyaratan ini dikarenakan lemahnya koordinasi dan daya
dorong leading sector yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan ZI. Ego-sek-
toral di K/L Pusat juga menyebabkan integrasi SOP di masing-masing unit di Kawasan pelabuhan
dan bandara menjadi sulit terlaksana
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78,59%

21. Penguatan Aparat

Pengawasan Intern 4.7

Pemerintah (APIP)

Latar Belakang &
Sasaran Strategis

Independensi dan kinerja APIP masih lemah

Pertanyaan terhadap kinerja dan independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus menge-
muka sampai saat ini, padahal upaya penguatan fungsi dan peran APIP telah didorong oleh berbagai pihak
sejak lama dan mulai mendapat momentum perubahan pada saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.
60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Namun upaya penguatan peran dan fungsi APIP masih
terus dihantui tantangan sistemik berupa kualitas dan
kuantitas SDM, kelembagaan dan kewenangan, serta
anggaran, walaupun beberapa kerangka regulasi telah

Kementerian/ Lembaga/Daerah
Penanggung Jawab

coba mengatasi masalah tersebut. 1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Aksi ini bertujuan untuk memperkuat APIP dari 4 Negara dan Reformasi Birokrasi
aspek, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, tata 3. Badan Pengawas Keuangan dan
kelola, dan anggaran. Dengan demikian, penguatan ini Pembangunan
diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan indepen- 4. Badan Kepegawaian Negara

densi APIP dalam melakukan kerja-kerja pengawasan.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Jumlah SDM APIP saat ini belum memadai. Analisis kebutuhan yang dilakukan oleh tiga institusi
pembina APTP memperlihatkan masih ada kesejangan yang cukup lebar. Berikut adalah gap jumlah
seharusnya diperbandingkan jumlah saat ini.

- Jumlah auditor sebanyak 13.420 orang, sementara kebutuhannya mencapai 46.560 orang

- Jumlah audiwan saat ini 123 orang, sementara jumlah kebutuhannya mencapai 264 orang,

- Jumlah P2UPD saat ini 2.701 orang, Sementara jumlah angka yang dibutuhkan masih dalam
perhitungan

e Anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat belum memadai sehingga pelaksanaan fungsi penga-
wasan di Pemda menjadi tidak maksimal pemerintah daerah. Pun dari sisi komitmen alokasi angga-
ran, secara legalistic, belum ada dasar hukum bagi Pemda untuk mengalokasikan anggaran APBD
dalam jumlah tertentu wuntuk pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah

e Pengawasan yang dilakukan APIP — terutama di daerah — dinilai masih kurang efektif karena inde-
pendensi, kompetensi dan integritasnya dinilai kurang memadai. Kurangnya indepedensi itu dilihat
dari posisi SDM APIP yang secara struktural lemah karena berada di bawah kendali kepala daerah
dan sekretarisnya. Dalam keadaan demikian tidak mungkin SDM APIP melakukan pengawasan
secara profesional dan obyektif

B. Sasaran akhir

e Tersedianya hasil pemetaan SDM APIP (kuantitas dan kompetensi), termasuk hasil pemetaan kebu-
tuhan Audiwan, Auditor dan P2UPD secara nasional dengan menggunakan perhitungan per jenjang
jabatan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang yang telah disepakati dan telah dikirimkan ke
KemenPANRB
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Analisis Capaian dan Kendala

® Terevisinya permendagri no. 16/2007 tentang Evaluasi APBD yakni dalam hal Pemda tidak men-
galokasikan anggaran APIP sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD maka No. Registernya
tidak dikeluarkan

e Ditetapkan dan diimplementasikannya Permendagri tentang standar penganggaran pengawasan
inspektorat daerah

e Terbitnya Permendagri tentang pola pertanggungjawaban/laporan

C. Capaian aktual

e Terkait pemenuhan jumlah SDM APIP, hasil penting yang telah dicapai adalah bahwa pemetaan
kesenjangan jumlah SDM APIP yang ada dengan jumlah yang dibutuhkan sudah diketahui.
Namun untuk mengisi kesenjangan jumlah tersebut perlu dukungan anggaran yang memadai.
Hasil lainnya adalah adanya kesepakatan mengenai pembagian fungsi auditor, audiwan dan
P2UPD. JF audiawan sekarang bersifat tertutup hanya untuk lingkungan BKN. Dalam konteks
three lines of defence, fungsi audiawan dalam sistem BKN ada di /ine kedua, yakni menjalankan
fungsi kepatuhan. Sementara P2UPD yang tadinya merasa ada di /ine ketiga sebagai auditor, kini
telah  disepakati oleh BPKP dan Kemendagri fungsinya di [line kedua

e Terkait pemenuhan anggaran, telah diterbitkan Pemendagri No 33 tahun 2019 tentang penyusunan
APBD tahun 2020. Dalam Permendagri tersebut diantaranya diatur:

- Untuk pemerintah provinsi dengan APBD kurang dari 4 trilyun wajib mengalokasikan dana
untuk inspektorat 0,90 %

- Untuk Pemprov dengan nilai APBD 4-10 trilyun wajib mengalokasikan dana untuk inspek-
torat 0,60%,

- Untuk Pemprov dengan nilai APBD di atas 10 trilyun wajib mengalokasikan dana untuk
inspektorat 0,30 %.

- Untuk Pemkab/Pemkot dengan nilai APBD kurang dari 1 trilyun wajib mengalokasikan 1 %,

- Untuk Pemkab/Pemkot dengan nilai APBD 1-2 trilyun wajib mengalokasikan 0,75 %

- Untuk Pemkab/Pemkot dengang nilai APBD diatas 2 trilyun wajib mengalokasikan 0,50 %

e Terkait penataan pola kelembagaan APIP yang lebih independen, telah diterbitkan PP No 72 tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perubahan
penting dengan revisi PP tersebut adalah:

- Penambahan fungsi Inspektorat Daerah untuk mencegah korupsi dan pengawasan Reformasi
Birokrasi,

- Penambahan kewenangan bagi APIP dapat melakukan pengawasan berindikasi kerugian
daerah tanpa harus menunggu persetujuan Kepala Daerah, 3

- Pola pelaporan disampaikan secara berjenjang. Artinya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
APIP Daerah tidak berhenti di LHP tapi ada supervisi dari Mendagri untuk Pemerintah
Provinsi dan Gubernur untuk pemerintah kabupaten/kota

- Penambahan satu Esselon 11 yang membawahi unit Investigasi

- Pelaksanaan supervisi hasil pengawasan Inspektorat Daerah oleh Mendagri bekerjasama
dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- Pengangkatan dan mutasi Inspektur Daerah termasuk pembentukan Pansel dilakukan setelah
konsultasi kepada Mendagri

- SK pengangkatan tenaga APIP di Kabupaten dilakukan oleh Gubernur sedangkan tenaga APIP
di Provinsi SK-nya dari Kemendagri

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

e Beberapa kemajuan signifikan telah berhasil dicapai karena adanya komitmen kuat dan kerja sama
yang baik antara Kemendagri dan BPKP. Komitmen itu ditandai dengan dijadikannya isu pengua-
tan APIP sebagai program prioritas yang harus diselesaikan sesuai target yang ditetapkan bersama
Stranas PK

e Sementara implementasi terkait pemenuhan jumlah APIP masih terkendala dengan kemampuan
fiskal APBN
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87,50%

22. Penataan Kelembagaan
(Right Sizing) I

Latar Belakang & Kementerian/ Lembaga/Daerah

Penanggung Jawab

Sasaran Strategis

Masih terjadi tumpang tindih kewenangan yang mengakibat-

kan pada inefisiensi dan inefektifitas organisasi pemerintah 1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Pendayagu-

Beberapa permasalahan terkait tata kelembagaan pemerintah yang naan Aparatur Negara dan
membuat organisasi pemerintah menjadi tidak efektif dan efisien Reformasi Birokrasi

adalah: a) fungsi yang sama dikelola oleh banyak unit/instansi (dup-
likasi fungsi); b) sebaliknya fungsi berbeda tetapi dimasukan dalam
satu kelompok unit kerja; ¢) ketidaksesuaian antara mandat/tujuan
organisasi dan struktur yang dibangun serta kinerja yang dihasilkan;
d) struktur yang tidak adaptif terhadap perubahan/kebutuhan zaman.

Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara
proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi
pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi tumpang
tindih pelaksanaan tugas dan wewenang antar-unit dalam satu instansi ataupun lintas instansi pemerintah.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Ada dua kondisi awal yang menjadi titik berangkat aksi ini yaitu,
- Belum tertatanya perangkat kelembagaan dan organisasi di Pusat yang sesuai dengan kebutuhan
dan tantangan yang dihadapi Kabinet Kerja II
- Belum adanya kerangka kelembagaan (peraturan dan organisasi) yang memayungi penataan
organisasi/kelembagaan di Pusat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo

B. Sasaran akhir

e Terbitnya kerangka aturan yang jelas dan ajeg (Perpres dan Permen) terkait penataan organi-
sasi/kelembagaan di pusat, diantaranya tentang daftar inventarisasi 46 urusan Pusat, dan struktur
organisasi Kementerian

® Terlaksananya evaluasi perangkat daerah berdasarkan PerMendagri No 99/2018 tentang Pembinaan
dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov dan Pemkab/Pemkot

C. Capaian aktual

e Penataan kelembagaan di Pusat:

- KemenPANRB melalui Deputi Kelembagaan telah menyusun daftar inventarisasi 46 urusan
pemerintah pusat yang tersebar di 34 K/L untuk ditata kelembagaannya, termasuk keterkaitan
antar 46 urusan Pemerintah oleh Kementerian Sekreatriat Negara, Kementerian Keuangan dan
Kementerian PPN/Bappenas

- Rekomendasi tentang arsitektur kelembagaan pemerintah telah tersedia. Rekomendasi ini
disusun oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana,
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Dokumen ini menjadi Pedoman bagi Kemen-
PANRB dalam mengembangkan kelembagaan lembaga/organisasi pemerintah

- Telah diterbitkan Perpres No 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan dan Perpres No. 85
tahun 2020 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
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Analisis Capaian dan Kendala

- Telah diterbitkan: 1) Surat Persetujuan Menteri PANRB No B/678/M.KT.01/2020 tanggal 18
Juni 2020 tentang Persetujuan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordina-
tor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2) Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi; dan 3) Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebuayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kemente-
rian Pendidikan dan Kebudayaan

e Penataan kelembagaan di Daerah:

- Terdapat tiga Pemerintah Provinsi (Lampung, NTB dan Riau) telah melakukan evaluasi
perangkat daerah berdasarkan PerMendagri No. 99/2018 tentang Pembinaan dan Pengenda-
lian Penataan Perangkat Daerah

- Terdapat 28 daerah (22 Provinsi dan 6 kabupaten) telah melakukan penataan perangkat daerah
berdasarkan PerMendagri No. 99/2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah

- Terdapat 198 daerah provinsi/kab/kota yang telah melakukan Penggantian Pejabat berdasar-
kan Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah berdasarkan PerMendagri No. 99/2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah,

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

e Beberapa kemajuan berhasil dicapai karena adanya komitmen kuat dan kerja sama yang di lingkup
Kemendagri dan juga adanya kerja sama yang baik dengan Daerah
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o
23. Percepatan Pembangunan 80,98%

Sistem Pemerintah Berbasis 4‘7

Elektronik (SPBE) (Baik)

Latar Belakang .& Kementerian/ Lembaga/Daerah

Sasaran Strategis Penanggung Jawab
Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen
pemerintah belum dilakukan secara terpadu

1. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi

Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah baik di pusat Birokrasi

maupun daerah telah memanfaatkan teknologi informasi 2. Kementerian/Badan Perencanan
(TT) dalam menjalankan tata kelola dan sistem pemerintah- Pembangunan Nasional

an. Namun, penggunaan TI tersebut cenderung parsial dan 3. Kementerian Komunikasi dan
berbasis ego-sektoral. Di dalam sistem perencanaan dan Informatika

penganggaran terdapat beragam sistem aplikasi yang digu- 4. Badan Siber dan Sandi Negara

nakan, begitu juga dengan keragaman sistem aplikasi di
manajemen kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan
pelayanan publik.

9]

. Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi

Penerapan TI yang tidak terstandar dan tidak terpadu ini justru mengakibatkan inefisiensi dan pemborosan
dalam manajemen pemerintahan.

Dengan demikian, aksi ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan sistem pemerintahan berbasis
elektronik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang cepat, responsif, dan transparan. Juga akan mem-
permudah  pemerintah  merumuskan kebijakan yang cepat dan tepat Dberbasis data.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk efektifitas dan efisiensi
program maka sistem manajemen pemerintah pun mencoba mengadopsi praktik-praktik manaje-
men yang telah menggunakan aplikasi teknologi informasi. Namun sayangnya, penggunaan
apalikasi ini tidak diikuti dengan panduan terstandar dan terpadu dari pemerintah Pusat. Akibatnya
setiap instansi pemerintah menerapkan beragam aplikasi dengan standarnya masing-masing

e Pada aspek manajemen kepegawaian ada beragam aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian) yang dikembangkan masing-masing instansi, namun tidak terstandar data, proses
bisnis, teknologi, dan keamanannya. Begitu juga untuk manajemen keuangan dan anggaran, ada
KRISNA, SAKTI, SIMDA, SIPD, SIMRAL dsb. Di isu kearsipan dan pengaduan masyarakat juga
demikian. Keberagaman dan kesemrawutan pengunaan aplikasi tersebut telah berdampak pada
lama dan sulitnya pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat yang berbasis data ril

B. Sasaran akhir

e Ditetapkan dan diimplementasikannya 3 Aplikasi Umum tentang Kepegawaian (Simpegnas), Kear-
sipan (e-arsip), dan Pengaduan publik (SP4AN-LAPOR) yang memenuhi standar data, standar
probis, standar teknologi, dan standar keamanan dan terintegrasi

® Dibangunnya rancangan arsitektur SPBE
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Analisis Capaian dan Kendala

C. Capaian aktual

® Penetapan aplikasi sistem informasi manajemen kepagawaian nasional (Simpegnas) masih dalam
tahap pembangunan. Rencananya baru akan ditetapkan pada Desember 2020.

e Aplikasi e-arsip telah ditetapkan oleh KemenPANRB pada 26 oktober 2020 dan telah di gunakan di
lebih dari 25 K/L/D

® SP4N LAPOR telah ditetapkan oleh KemenPANRB pada 26 oktober 2020 dan telah di gunakan di
lebih dari 200 K/L/D

o Arsitektur SPBE telah disusun yang terdiri dari Arsitektur Referensi dan Arsitektur Domain dan
telah dimasukkan ke dalam rancangan Peraturan Presiden. Sayangnya sampai akhir 2020, RPerpres
tersebut belum ditetapkan menjadi Perpres

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

® Dibandingkan dengan aplikasi manajemen kearsipan dan pengaduan publik yang sudah ditetapkan
pada Oktober 2020, aplikasi manajemen kepegawaian termasuk yang lambat kemajuannya karena
tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Kendala lain yang dialami dalam pembangunan aplikasi ini
adalah karena ada pergantian tenaga teknis pendukung di Kemenkominfo
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0
24. Implementasi Strategi 86,11%

Pengawasan Keuangan 4.7

Desa

Latar Belakang .& Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis Penanggung Jawab

Penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa kerap

—

. Kementerian Dalam Negeri

terjadi 2. Badan Pengawasan Keuangan
Walaupun sukses memperbaiki kuantitas dan kualitas infras- Pemer 1ntah (BPKP)

truktur, menggerakan perekonomian dan meningkatkan 3. Kementerlap Desa, Pembangupan .
kesejahteraan masyarakat desa, penyalahgunaan dana desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

kerap terjadi, baik dilakukan oleh aparat desa maupun bersa-
ma-sama dengan aparat pemerintah lainnya. Penyalahgu-
naan dana desa disebabkan oleh banyak faktor diantaranya:
integritas kepala desa dan aparatnya yang masih rendah; tata
kelola keuangan desa yang belum transparan; kemampuan
mengelola keuangan juga belum baik; dan pengawasan
keuangan (internal/eksternal) yang belum optimal.

Aksi ini dirancang untuk membangun strategi
nasional pengawasan keuangan desa sehingga
diharapkan  dapat  berkontribusi  pada
perbaikan tata kelola penggunaan dana desa
dan peningkatan integritas aparat desa.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Kondisi carut-marut pengelolaan keuangan desa oleh aparat desa tidak didukung oleh kapasitas dan
daya jangkau APIP dalam mengawasi penggunaan keuangan desa. Itu karena jumlah tenaga APIP tidak
mencukupi dan pengawasan dilakukan secara manual untuk sekitar 75 ribu desa

® Belum adanya sistem pengawasan keuangan desa berbasis teknologi informasi dan terintegrasi yang
dapat memudahkan kerja-kerja pengawasan. Begitu juga dengan regulasi di tingkat Pusat sebagai
payung hukum pelaksanaan pengawasan belum tersedia

B. Sasaran akhir

e Tersedianya fool/instrumen pengawasan keuangan desa berbasis teknologi nformasi yang bisa men-
cakup semua desa (aplikasi Siswaskuedes), serta terjadinya transformasi pengawasan keuangan desa
dari manual ke digital

e Tersedianya aturan/pedoman yang jelas dan ajeg yang menjadi pegangan APIP di daerah untuk meng-
gunakan aplikasi Siswaskeudes dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa di seluruh Indonesia

C. Capaian aktual

e BPKP sudah menyelesaikan pembuatan dan merilis instrumen aplikasi Siswaskeudes. Bahkan Aplikasi
ini sudah melalui asesmen BPPT dan dianggap sukses diujicobakan di 20 pemerintah kabupaten/kota

e Kemendagri akan segera menerbitkan regulasi tentang pengawasan keuangan desa yang menjadi
payung hukum implementasi aplikasi Siswaskeudes. Saat ini naskah Rapemendagri sudah di sam-
paikan ke Kemenhumham)

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

e Aplikasi Siswaskeudes yang sudah ada dan sudah pernah disosialisasikan dan uji coba tersebut untuk
sementara ini belum berjalan efektif karena belum ada payung hukumnya. Oleh karenanya proses
untuk mendorong ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan revisi peraturan di atasnya
seperti Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Beberapa kemajuan siginfikan telah berhasil dicapai karena adanya komitmen kuat dan kerja sama
yang baik antara Kemendagri dan BPKP. Komitmen itu ditandai dengan seringnya kedua pihak

berkoordinasi dengan Stranas PK
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0)
25. Sistem Peradilan Pidana 79,93%

Terpadu Berbasis Teknologi 4.7

Informasi (SPPT-TI) (Baik)

Latar Belakang & Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis Penanggung Jawab
Penanganan perkara berjalan lambat dan tidak trans- 1. Kementerian Koordinator Bidang
paran Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Komunikasi dan
Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap Informatika
masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Dari sisi 3. Badan Siber dan Sandi Negara
proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat 4. Kementerian Hukum dan Hak
penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait Asasi Manusia
pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum. 5. Kepolisian Republik Indonesia
Tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum 6. Kejaksaan Agung
tertangani dengan baik. Kehadiran teknologi informasi 7. Mahkamah Agung

belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses
penanganan perkara yang cepat dan transparan.

Oleh karenanya aksi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem informasi penanganan perkara terpadu
berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh instansi penegakan hukum. Sehingga harapannya
proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan adil.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Walaupun sudah diinisiasi sejak 2016 untuk mendorong pelaksanaan integrasi database penanga-
nan perkara melalui tukar-menukar data antar instansi penegak hukum di Indonesia, namun progres
pelaksanaanya masih  lambat. Berikut gambaran kondisi sampai akhir 2018:
- Dashboard SPPT-TI baru mulai dikembangkan

Kepatuhan input data dari Satker APH baru mencapai 10%

Belum ada baseline mutu data

Pusat Pertukaran Data (Puskarda) baru menerima data versi ringkas (19 Dokumen)

Satker piloting yang menggunakan EMP, CMS SIPP dan SDP baru berjalan di 15 kab/kota di 5

provinsi

B. Sasaran akhir

e Meningkatnya kepatuhan input data menjadi 80%

® Bertambahnya Satker piloting yang menggunakan EMP, CMS, SIPP dan SDP sebagai aplikasi
client yang datanya dikirimkan ke Puskarda menjadi 213 kab/kota dari 34 provinsi

® Meningkatnya mutu data yang dipertukarkan di Pusat Pertukaran Data (Puskarda)

® Dikembangkannya pusat pertukaran data untuk menerima data versi 2019 (48 dokumen)

® Meningkatnya tata kelola aplikasi dan keamanan terkait SPPT-TI

® Dikembangkannya fitur pelacakan perkara

C. Capaian aktual

e Jumah data yang dikirimkan oleh Satker ke Puskarda terjadi penurunan dari tahun 2019 namun
presentase (%) data berkualitas (sesuai jenis dokumen, detail data dan terverifikasi) tahun per
November 2020 mengalami kenaikan. Sampai akhir 2020, kepatuhan input data baru mencapai
48-65%
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Analisis Capaian dan Kendala

® Pusat Pertukaran Data (Puskarda) sudah dikembangkan dan sudah bisa menerima data versi 2019
(48 Dokumen), namun datanya masih ada yang kosong. Masih terdapat perbedaan jumlah doku-
men terbit dengan yang dikirimkan ke Puskarda pada bulan yang sama, artinya ada ketidak-berim-
bangan jumlah antara satu dokumen dengan dokumen lainnya dan belum sesuai dengan pedoman
pertukaran data.

® Data di Satker tingkat pertama wilayah hukum kab/kota piloting sudah dikirimkan ke Puskarda
untuk dipertukarkan, namun total (jumlah) Satkernya masih ada yang tidak sesuai dari target

e Pengukuran tata kelola SPPT-TI telah dilakukan dan menghasilkan bakuan keamanan SPPT-TI
tahun 2019

® Pedoman pertukaran data versi 2019 (48 Dokumen) juga sudah selesai disusun

® Uji fungsi fitur pelacakan perkara telah dilakukan. Hasil uji coba menunjukan fitur tersebut dapat
melihat keterkaitan satu dokumen dengan dokumen lainnya di semua tahapan penanganan perkara

D. Analisis faktor pendukung dan faktor penghambat

® Beberapa kendala yang ditemui di lapangan sehingga menghambat kemajuan SPPT-TI adalah
sebagai berikut:

- Masih terdapat aplikasi di APH (EMP, CMS, SIPP, SDP) yang belum memiliki fitur untuk
menerima data balikan (yang dikirimkan APH lain). Sehingga aplikasi belum memiliki
kemampuan memanfaatkan data sesuai bisnis proses penanganan perkara. Ada juga akibat
human error (kemampuan SDM) mengoperasionalkan aplikasi. Juga kendala teknis lain soal
pengembangan aplikasi di masing-masing APH

- Walaupun SDM di APH tahu mengenai kewajiban input data ke dalam aplikasi tetapi sering
terjadi salah input (misalnya nama lengkap, nama penyidik/jaksa/hakim tidak ada, kelebihan
spasi dll) atau data kosong. Kesaahan input tersebut menyalahi buku pedoman, akibatnya data
tidak terverifikasi oleh Puskarda. Selain itu berdasarkan monitoring independent oleh
Ombudsman menyatakan bahwa APH merasa kekurangan SDM

- Kendala lain biasanya terkait dengan jaringan dan bandwidth di tingkat Satker di daerah
bermasalah atau end point mati sehingga data mental kembali (bounce) ke aplikasi client
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26. Implementasi Surat 87,25%

Perintah Dimulainya
Penyidikan Online I

(SPDP Online)

Latar Belakang & Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis Penanggung Jawab

1. Kepolisian Republik Indonesia

Pendataan penanganan perkara pidana korupsi tidak 2. Kejaksaan Agung

sinkron dan transparan

Secara umum, pendataan penanganan perkara pidana antar aparat penegak hukum di Indonesia tidak sinkron
dan dianggap masih belum transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat
penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak
hukum. Tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum tertangani dengan baik. Kehadiran teknolo-
gi informasi belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan
transparan.

Oleh karenanya aksi ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi pendataan penanganan perkara pidana korup-

si serta koordinasi dan supervisi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang melibatkan seluruh instansi
penegakan hukum. Sehingga harapannya proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan adil.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Walaupun pembangunan sistem SPDP Online telah dilakukan sejak tahun 2017, namun masih ditemu-
kan banyak kekekurangan yang perlu diperbaiki, termasuk dalam hal tingkat kepatuhan input data

® Input data baru dilakukan oleh Polda, sementara Kejaksaan belum melakukan input data

e Akun login baru dimiliki Satker Kepolisian. Sementara Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi belum
memiliki akun login ke SPDP-Online

e Data kasus Tipikor yang di input ke SPDP-Online tidak sesuai dengan data riil

B. Kondisi awal

e Seluruh Satker di Kepolisian dan di Kejaksaan telah memiliki akun login ke SPDP-Online
e Seluruh Satker di Kepolisian dan Kejaksaan telah melakukan input data ke dalam SPDP-Online
e Data kasus Tipikor yang di input ke SPDP-Online sudah sesuai dengan data riil

C. Capaian aktual

e Satker Kejaksaan Tinggi telah memiliki akun login

® Secara sistem SPDP-Online sudah bisa menerima data dari Polres maupun Kejaksaan Negeri, namun
input data saat ini baru sampai di level Kejati dan Polda. Agar Satker (Polres dan Kejari) bisa mengin-
put sendiri maka dibutuhkan akun yang didaftarkan menggunakan akun email Lembaga

® Jumlah dan jenis kasus yang ditangani APH dibandingkan dengan data kasus yang masuk ke SPDP
Online masih ada gap. Banyak perkara yang SPDP-nya belum sesuai dengan data riil dalam data input
di SPDP-Online. Dari observasi tim Korsup penindakan KPK ditemukan masih ada kasus yang ditan-
gani APH lain tidak di input ke dalam sistem SPDP online. Malah kasus tersebut baru diketahui
setelah ada pemberitaan media

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

e Banyak target dari aksi ini yang tidak tercapai. Ada beberapa kendala yang mempengaruhi, seperti
tingkat kepatuhan input data yang masih rendah karena Satker menganggap beban kerja mereka sema-
kin berat karena harus melakukan dua kali input, pertama ke aplikasi administrasi penanganan perkara
(EMP / CMS) dan kedua ke dalam SPDP-Online selain itu komitmen dari Lembaga APH juga masih
perlu diperkuat lagi agar terjadi percepatan pencapaian target
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27. Penetapan Pedoman
Penuntutan I

Latar Belakang .& Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sasaran Strategis Penanggung Jawab

Masih ada disparitas penuntutan perkara korupsi I. Kejaksaaan Agung

2. Komisi Pemberantasan Korupsi

Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap (KPK)

masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Salah
satunya adalah putusan terkait tindak pidana korupsi (Tip-
ikor). Ketidaksetaraan (tuntutan) hukuman antara kejahatan
yang serupa (similar offences) dalam kondisi atau situasi
serupa (comparable circumstances) ini sesungguhnya dapat
menimbulkan masalah ketidakadilan.

Oleh karenanya aksi ini bertujuan untuk mensinergikan pedoman penuntutan Tipikor dengan pedoman
pemidanaan Tipikor sehingga diharapkan hasil penuntutan dapat memberi rasa keadilan yang setara.

Analisis Capaian dan Kendala

A. Kondisi awal

e Pedoman penuntutan Tipikor yang ada, yaitu Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. SE-003/A/-
JA/02/2010 masih menimbulkan tafsir yang berbeda-beda terkait angka besaran tuntutan, terutama
soal  parameter penilaian yang  dijadikan  rujukan  tuntutan oleh  penuntut

e Dalam implementasi SEJA 003, sering terjadi disparitas penuntutan baik oleh internal Kejaksaan
agung maupun antara antara Kejagung dan KPK untuk kasus dengan pelaku dan kerugian negara
yang mirip

B. Sasaran akhir

e Revisi substansi atas SEJA No. SE-003/A/JA/02/2010 tentang pedoman tuntutan pidana perkara
Tindak Pidana Korupsi dengan memperhatikan kesesuaian substansi pedoman pemidanaan di MA,
serta masukan masyarakat sipil mengenai pembaharuan ruang lingkup, tuntutan dan eksekusi
Tipikor

e Berkurangnya  disparitas  penuntutan  Tipikor  yang  disusun  jaksa  penuntut

C. Capaian aktual

e Revisi telah dilakukan pada tahun 2019. Kejaksaan telah merevisi SEJA 003 menjadi Pedoman No.
1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

® Secara substansi pada pedoman No. 1 /2019, jumlah tuntutan pidana telah menyesuaikan pada
persentase uang hasil korupsi yang dinikmati oleh pelaku, serta persentase berapa banyak pengem-
balian/penyelamatan kerugian keuangan negara. Misalnya untuk Tipikor dengan kerugian nega-
ra/perekonomian negara 750 juta-1 miliar, pelaku hanya menikmati 25% dan mengembalikan
sebanyak 75%-100% dari jumlah tersebut, maka tuntutan pidana penjaranya adalah 4 tahun (paling
singkat) dan 5 tahun paling lama. Konsep tersebut sama dengan konsep yang diusung pada
pedoman penuntutan tim penindakan KPK.
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Analisis Capaian dan Kendala

® Untuk subyek korporasi, tuntutan pidana mengusung konsep yang sama dengan perorangan, mem-
perhatikan jumlah kerugian keuangan negara, persentase yang dinikmati, serta presentase
pengembalian kerugian keuangan negara. Akan menentukan jumlah pidana dendanya. Misalnya
untuk kerugian keuangan negara atau perekonomian negara berkisar 15 miliar-50 miliar, dengan
persentase memperkaya korporasi dari kerugian tersebut sebanyak 0-25%, dan mengembalikan
75-100% atas kerugian negaranya, maka pidana dendanya paling sedikit 400jt-450;t

e Substansi baru lainnya adalah: Terdapat pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu misalnya
terkait jabatan, pekerjaan, fasilitas perbankan dan jasa profesi, serta pencabutan hak untuk memi-
lih dan atau dipilih dalam pemilu

e Terkait dengan sasaran berkurangnya disparitas penuntutan masih belum dapat digambarkan capa-
iannya karena perlu kajian khusus terhadap kasus-kasus Tipikor yang telah jatuh putusan inkrah

D. Analisis faktor pendukung dan penghambat

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan substansi pedoman ini di antaranya adalah:

- Kewenangan menentukan isi atau substansi pedoman penuntutan sepenuhnya ada pada Kejak-
saan, usulan masyarakat sipil maupun hal lain hanya bersifat rekomendasi. Dan memang ada
beberapa poin usulan masyarakat sipil yang belum diakomodasi misalnya terkait dengan
Bagian Perbuatan Terdakwa, di mana ada rincian peran terdakwa dalam perkara seperti apa,
mulai dari ringan, sedang, sampai berat

- Proses penyusunan pedoman tidak terbuka

- Terdapat timeline penyusunan pedoman penuntutan di KPK, Kejaksaan dan pemidanaan di
MA yang berbeda-beda
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IV. CAPAIAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Implementasi dan keberhasilan aksi juga sangat
bergantung pada komitmen Kementerian/Lembaga
(K/L) sebagai penanggung jawab aksi. Berikut ring-
kasan capaian K/L/D sampai Triwulan VII (B21)
Tahun 2020:

Di tingkat Pusat, sampai Triwulan VII (B21) Tahun
2020, progres capaian dari 87 K/L yang menjadi
penanggungjawab aksi, terdapat 23 K/L yang
masuk kategori BAIK ; 23 K/L masuk kategori
KURANG ; sementara 41 K/L lainnya masuk kate-
gori CUKUP

Di tingkat Pemerintah Provinsi, sampai Triwulan
VII (B21) tahun 2020, progres capaian dari 34 Pem-
prov adalah 3 Pemprov masuk kategori BAIK; 13
Pemprov masuk kategori KURANG; dan 18 Pem-

prov lainnya mauk kategori CUKUP

Di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai
Triwulan VII (B21) tahun 2020, progres capaian
dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: 12
Kabupaten/Kota masuk kategori BAIK; 312 Kabu-
paten/Kota masuk kategori KURANG; dan 184
Kabupaten/Kota masuk kategori CUKUP
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NILAI KEMENTERIAN/LEMBAGA NILAI
REALISASI KEPATUHAN
Baik 100,0% Arsip Nasional Republik Indonesia 100,0% Baik
Baik 100,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 100,0% Baik
Baik 98,2% Badan Informasi Geospasial 98,2% Baik
Baik 100,0% Percepatan Online Single Submission (OSS) 100,0% Baik
Baik 100,0% Implementasi Kebijakan Satu Peta 100,0% Baik
Baik 87,5% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 87,5% Baik
Kurang 0,0% Badan Keamanan Laut 0,0% Kurang
Kurang 0,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 0,0% Kurang
Baik 84,1% Badan Kepegawaian Negara 53,9% Cukup
Baik 85,7% Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 50,0% Cukup
Baik 82,5% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 67,2% Cukup
Cukup 75,0% Penguatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 62,5% Cukup
Baik 81,3% Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 81,3% Baik
Baik 81,3% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 81,3% Baik
Baik 87,5% Badan Koordinasi Penanaman Modal 82,8% Baik
Baik 87,5% Percepatan Online Single Submission (OSS) 81,3% Baik
Baik 87,5% Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 84,4% Baik
Baik 100,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 100,0% Baik
Baik 81,3% Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 31,3% Kurang
Cukup 62,5% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 37,5% Kurang
Baik 100,0% Pembangunan Zona Integritas (ZI) 25,0% Kurang
Cukup 56,3% Badan Narkotika Nasional 18,8% Kurang
Cukup 56,3% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 18,8% Kurang
Baik 87,5% Badan Nasional Penanggulangan Bencana 70,8% Cukup
Baik 87,5% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 70,8% Cukup
Kurang 0,0% Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 0,0% Kurang
Kurang 0,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 0,0% Kurang
Baik 87,5% Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 87,5% Baik
Baik 87,5% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 87,5% Baik
Baik 85,7% Badan Nasional Sertifikasi Profesi 39,3% Cukup
Baik 85,7% Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 39,3% Cukup
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Baik
Baik
Baik
Kurang
Kurang
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang
Baik
Baik

Baik

NILAI

KEMENTERIAN/LEMBAGA

REALISASI

91,7%
87,5%
100,0%
0,0%
0,0%
95,9%
87,5%
100,0%
87,5%
83,4%
85,7%
100,0%
46,4%
46,4%
78,6%
85,7%
50,0%
93,8%
100,0%
83,3%
95,8%
72,9%
100,0%
50,0%
75,0%
25,0%
25,0%
100,0%
100,0%

100,0%

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Badan Pemeriksa Keuangan
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Percepatan Online Single Submission (OSS)
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Percepatan Online Single Submission (OSS)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Penguatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Pengawasan Keuangan Desa
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Percepatan Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Percepatan Online Single Submission (OSS)

Utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Bantuan Sosial

NILAI
KEPATUHAN

91,7%
87,5%
100,0%
0,0%
0,0%
23,6%
70,8%
0,0%
64,1%
58,3%
53,6%
100,0%
13,1%
13,1%
35,7%
42,9%
50,0%
57,5%
50,0%
66,7%
58,3%
43,7%
25,0%
50,0%
40,0%
25,0%
25,0%
93,7%
91,7%

87,5%

Baik
Baik
Baik
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Kurang
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang
Baik
Baik

Baik
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NILAI KEMENTERIAN/LEMBAGA NILAI
REALISASI KEPATUHAN
Cukup 63,6% Badan Pusat Statistik 54,2% Cukup
Baik 100,0% Percepatan Online Single Submission (OSS) 75,0% Cukup
Cukup 62,5% Integrasi data Impor Pangan Strategis (INSW) 53,1% Cukup
Cukup 75,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 75,0% Cukup
Baik 78,1% Badan Siber dan Sandi Negara 58,1% Cukup
Baik 100,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 100,0% Baik
Cukup 58,3% Percepatan Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 58,3% Cukup
Cukup 74,2%  Implementasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) 49,2% Cukup
Cukup 75,0% Badan Standardisasi Nasional 57,3% Cukup
Baik 78,6% Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 60,7% Cukup
Cukup 75,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 58,3% Cukup
Cukup 68,8% Badan Tenaga Nuklir Nasional 31,3% Kurang
Cukup 68,8% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 31,3% Kurang
Baik 83,4% BPJS Ketenagakerjaan 50,0% Cukup
Baik 83,4% Percepatan Online Single Submission (OSS) 50,0% Cukup
Baik 87,5% Dewan Ketahanan Nasional 87,5% Baik
Baik 87,5% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 87,5% Baik
Kurang 0,0% Dewan Perwakilan Daerah 0,0% Kurang
Kurang 0,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 0,0% Kurang
Kurang 31,3% Dewan Perwakilan Rakyat 0,0% Kurang
Kurang 31,3% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 0,0% Kurang
Cukup 76,1% Kejaksaan Agung 54,1% Cukup
Cukup 43.8% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 37,5% Kurang
Baik 100,0% Pembangunan Zona Integritas (ZI) 48,3% Cukup
Cukup 73,2% Implementasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) 57,7% Cukup
Baik 79,0% Penetapan Pedoman Penuntutan 53,5% Cukup
Baik 99,5% Implementasi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online 73,.9% Cukup
Cukup 52,1% Kementerian Agama 40,5% Cukup
Cukup 66,7% Percepatan Online Single Submission (OSS) 45,8% Cukup
Kurang 20,0% Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 20,0% Kurang

Cukup 57,2% Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 35,7% Kurang
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Kurang
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Cukup
Baik

Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Cukup

Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Cukup
Baik
Baik
Baik

Baik

NILAI
REALISASI

0,0%
100,0%
85,6%
85,7%
97.4%
95,0%
87,5%
87,5%
100,0%
73,1%
78,9%
64,3%
87,5%
81,8%
100,0%
100,0%
100,0%
87,5%
75,5%
71,9%
100,0%
81,3%
100,0%
100,0%
90,0%
100,0%
75,0%
97,9%
100,0%
100,0%

87,5%

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
Percepatan Online Single Submission (OSS)
Implementasi Kebijakan Satu Peta
Penguatan dan Pemanfaatan Data Beneficial Ownership (BO)
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (MAS)
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Kementerian Dalam Negeri
Penghapusan SKDU-HO
Percepatan Online Single Submission (OSS)
Implementasi Kebijakan Satu Peta
Utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Bantuan Sosial
Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (MAS)

Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Penguatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Penataan Kelembagaan (Right Sizing)

Pengawasan Keuangan Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Pengawasan Keuangan Desa

NILAI
KEPATUHAN

0,0%
86,3%
66,8%
80,7%
70,8%
75,0%
71,9%
87,5%
68,8%
47,7%
60,1%
35,7%
87,5%
67,6%
83,3%
87,5%
90,0%
74,4%
49,5%
57,1%
100,0%
60,0%
95,8%
100,0%
72,5%
77,5%
66,7%
94,5%
100,0%
95,8%

75,0%

Kurang
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Kurang
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Baik

Baik

Baik
Baik

Baik

Cukup
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Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik

Baik

NILAI

KEMENTERIAN/LEMBAGA

REALISASI

87,0%
85,7%
87,5%
100,0%
87,5%
100,0%
90,0%
100,0%
81,9%
100,0%
91,7%
100,0%
76,2%
93,8%
100,0%
80,7%
85,2%
83,4%
82,2%
87,5%
75,0%
100,0%
82,4%
83,4%
70,0%
100,0%
85,7%
87,5%
87,5%

100,0%

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Percepatan Online Single Submission (OSS)
Implementasi Kebijakan Satu Peta
Penguatan dan Pemanfaatan Data Beneficial Ownership (BO)
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Implementasi National Data Repository (NDR)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Percepatan Online Single Submission (OSS)

Penguatan dan Pemanfaatan Data Beneficial Ownership (BO)
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Pembangunan Zona Integritas (ZI)

NILAI
KEPATUHAN

80,7%
83,4%
84,4%
75,0%
87,5%
833%
90,0%
100,0%
65,8%
100,0%
69,7%
50,0%
493%
93,8%

97,.9%

Implementasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) 75,0%

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Percepatan Online Single Submission (OSS)

Integrasi data Impor Pangan Strategis (INSW)
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Kementerian Kesehatan
Percepatan Online Single Submission (OSS)
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Implementasi E-Katalog
Konsolidasi Pengadaan
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Pembangunan Zona Integritas (ZI)

75,9%
79.2%
67,9%
75,0%
75,0%
100,0%
77,6%
83,4%
45.0%
100,0%
73,8%
87,5%
87,5%

96,3%

Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Baik

Baik
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Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Kurang
Kurang
Baik
Baik
Cukup

Cukup

Cukup

NILAI

KEMENTERIAN/LEMBAGA

REALISASI

85,2%
83,4%
85,7%
81,3%
100,0%
82,9%
75,0%
100,0%
87,5%
57,5%
100,0%
84,7%
100,0%
85,2%
100,0%
100,0%
84,2%
85,7%
72,2%
85,7%
100,0%
82,2%
75,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
51,9%
59,4%

75,0%

Kementerian Ketenagakerjaan
Percepatan Online Single Submission (OSS)
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Kementerian Keuangan
Percepatan Online Single Submission (OSS)
Penguatan dan Pemanfaatan Data Beneficial Ownership (BO)
Integrasi data Impor Pangan Strategis (INSW)

Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Reformasi Pajak dan PNBP
Implementasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Percepatan Online Single Submission (OSS)

Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Percepatan Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

NILAI
KEPATUHAN

78,4%
72,9%
78,6%
81,3%
100,0%
70,6%
56,3%
75,0%
84,4%
26,0%
100,0%
73,7%
97,2%
70,3%
100,0%
81,3%
40,0%
51,8%
16,7%
12,5%
100,0%

37,5%

Implementasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) 75,0%

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Percepatan Online Single Submission (OSS)

Implementasi Kebijakan Satu Peta

0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
47,1%
46,9%

75,0%

Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Kurang
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang
Baik
Kurang
Cukup
Kurang
Kurang
Baik
Baik
Cukup
Cukup

Cukup
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NILAI KEMENTERIAN/LEMBAGA NILAI
REALISASI KEPATUHAN
Cukup 45,0% Integrasi data Impor Pangan Strategis (INSW) 42,2% Cukup
Cukup 50,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 50,0% Cukup
Cukup 71,5% Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 70,9% Cukup
Cukup 50,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 50,0% Cukup
Baik 83,4%  Implementasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)  82,0% Baik
Baik 81,3% Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 74,0% Cukup
Baik 80,0% Percepatan Online Single Submission (OSS) 65,8% Cukup
Cukup 75,0% Penguatan dan Pemanfaatan Data Beneficial Ownership (BO) 58,3% Cukup
Baik 87.5% Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 87,5% Baik
Baik 100,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 100,0% Baik
Baik 79,2% Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 71,6% Cukup
Baik 81,0% Percepatan Online Single Submission (OSS) 71,4% Cukup
Cukup 73,3% Implementasi Kebijakan Satu Peta 60,0% Cukup
Baik 87,5% Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 78,4% Baik
Baik 100,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 100,0% Baik
Baik 100,0% Pembangunan Zona Integritas (ZI) 96,3% Baik
Cukup 74,7% Penetapan Kawasan Hutan (PKH) 68,2% Cukup
Kurang 0,0% Kementerian Luar Negeri 0,0% Kurang
Kurang 0,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 0,0% Kurang
Baik 81,3%  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 61,2% Cukup
Baik 83,4% Percepatan Online Single Submission (OSS) 81,3% Baik
Cukup 71,5% Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 32,1% Kurang
Baik 100,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 100,0% Baik
Baik 87,5% Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 85,9% Baik
Baik 85,7% Percepatan Online Single Submission (OSS) 78,6% Baik
Baik 100,0% Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 100,0% Baik
Baik 100,0% Implementasi E-Katalog 100,0% Baik
Baik 85, 7% Konsolidasi Pengadaan 85,7% Baik
Baik 85,7% Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 85,7% Baik
Baik 100,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 100,0% Baik
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Baik
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup

Baik

NILAI
REALISASI

100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
100,0%
83,1%
62,5%
75,0%
82,2%
100,0%
75,0%
87,5%
84,4%
85,7%
83,4%
50,0%
100,0%
100,0%
85,7%
85,7%
100,0%
100,0%
86,2%
85,7%
80,6%
87,5%
87,5%
79,8%
75,0%

100,0%

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Penguatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Penataan Kelembagaan (Right Sizing)
Percepatan Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Percepatan Online Single Submission (OSS)

Utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Bantuan Sosial
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Implementasi E-Katalog
Konsolidasi Pengadaan
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Kementerian Perdagangan
Percepatan Online Single Submission (OSS)

Integrasi data Impor Pangan Strategis (INSW)
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas

Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

NILAI
KEPATUHAN

100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
100,0%
67,0%
50,0%
75,0%
62,5%
86,1%
37,5%
81,3%
61,3%
56,6%
41,7%
50,0%
80,0%
75,0%
52,7%
39,3%
100,0%
71,4%
69,1%
66,1%
77,8%
68,8%
87,5%
47,3%
43,8%

87,5%

Baik
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Kurang
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup

Baik
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NILAIL KEMENTERIAN/LEMBAGA NILAI
REALISASI KEPATUHAN
Cukup 66,7% Percepatan Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 66,7% Cukup
Baik 84,6% Kementerian Perhubungan 79,4% Baik
Baik 80,6% Percepatan Online Single Submission (OSS) 63,9% Cukup
Baik 100,0% Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 100,0% Baik
Baik 100,0% Implementasi E-Katalog 100,0% Baik
Cukup 75,0% Konsolidasi Pengadaan 65,5% Cukup
Baik 85,7% Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 82,2% Baik
Baik 100,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 100,0% Baik
Baik 100,0% Pembangunan Zona Integritas (ZI) 95,0% Baik
Baik 81,7% Kementerian Perindustrian 74,9% Cukup
Cukup 76,4% Percepatan Online Single Submission (OSS) 63,9% Cukup
Baik 78,6% Integrasi data Impor Pangan Strategis (INSW) 78,6% Baik
Baik 85,0% Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 77.2% Baik
Baik 87,5% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 75,0% Cukup
Kurang 0,0% Kementerian Pertahanan 0,0% Kurang
Kurang 0,0% Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 0,0% Kurang
Kurang 0,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 0,0% Kurang
Baik 87,0% Kementerian Pertanian 83,9% Baik
Baik 83,4% Percepatan Online Single Submission (OSS) 80,6% Baik
Baik 97,0% Implementasi Kebijakan Satu Peta 97,0% Baik
Baik 97,0% Penguatan dan Pemanfaatan Data Beneficial Ownership (BO) 75,0% Cukup
Cukup 75,0% Utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Bantuan Sosial 62,5% Cukup
Baik 85,7% Integrasi data Impor Pangan Strategis (INSW) 85,7% Baik
Baik 100,0% Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 100,0% Baik
Baik 100,0% Implementasi E-Katalog 100,0% Baik
Baik 85,7% Konsolidasi Pengadaan 85,7% Baik
Baik 85,7% Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 85,7% Baik
Baik 100,0% Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 100,0% Baik

Baik 100,0% Pembangunan Zona Integritas (ZI) 100,0% Baik
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Cukup
Baik
Cukup
Baik
Baik
Kurang
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Baik

Baik

NILAI
REALISASI

74,1%
87,5%
40,0%
100,0%
81,3%
0,0%
100,0%
100,0%
78,7%
68,9%
93,8%
100,0%
79,7%
83,4%
60,0%
82,2%
100,0%

100,0%

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN
Percepatan Online Single Submission (OSS)
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Sentralisasi Pengadaan
Kementerian Sekretariat Negara
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Kementerian Sosial

Utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Bantuan Sosial

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia
Percepatan Online Single Submission (OSS)
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Pembangunan Zona Integritas (ZI)

NILAI
KEPATUHAN

67,0%
87,5%
30,0%
87,5%
81,3%
0,0%
100,0%
100,0%
68,8%
60,6%
93,8%
75,0%
63,7%
39,6%
30,0%
78,6%
100,0%

80,0%

77,6% Implementasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) 56,4%

87,5%
80,4%
80,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

100,0%

Implementasi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online

Komisi Aparatur Sipil Negara

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Komisi Pemilihan Umum

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Komisi Yudisial

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

84,7%
48,1%
48,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

100,0%

Cukup
Baik
Kurang
Baik
Baik
Kurang
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Kurang
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Baik

Baik
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Kurang
Kurang
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang
Baik
Baik
Baik

Baik

NILAI
REALISASI

25,0%
25,0%
100,0%
100,0%
80,3%
87,5%
81,5%
81,7%
71,5%
95,0%
93,8%
80,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
83,4%
50,0%
100,0%
77,4%

62,5%

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Lembaga Administrasi Negara

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Implementasi E-Katalog

Perbaikan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)

Konsolidasi Pengadaan

Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Sentralisasi Pengadaan
Lembaga Ketahanan Nasional

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Mahkamah Agung

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

NILAI
KEPATUHAN

25,0%
25,0%
100,0%
100,0%
59,7%
75,0%
69,0%
49,7%
50,0%
45,0%
93,8%
70,0%
18,8%
18,8%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
55,1%

62,5%

78,7%  Implementasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) 56,4%

62,5%
62,5%

0,0%

0,0%
87,5%
87,5%
85,7%

85,7%

Mahkamah Konstitusi
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Ombudsman
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Otoritas Jasa Keuangan

Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (MAS)

62,5%
62,5%
0,0%

0,0%

87,5%
87,5%
41,1%

41,1%

Kurang
Kurang
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang
Baik
Baik
Cukup

Cukup




LAPORAN PELAKSANAAN STRANAS PK
TRIWULAN VII TAHUN 2020

Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Kurang
Baik
Baik

Baik

NILAI
REALISASI

75,0%
75,0%
100,0%
100,0%
100,0%
83,3%
79.2%
0,0%
100,0%
100,0%

100,0%

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Perpustakaan Nasional
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Penguatan dan Pemanfaatan Data Beneficial Ownership (BO)
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (MAS)
Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Implementasi National Data Repository (NDR)

Sekretariat Kabinet

Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

NILAI
KEPATUHAN

75,0%
75,0%
100,0%
100,0%
100,0%
67,2%
59.4%
0,0%
100,0%
100,0%

100,0%

Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Kurang
Baik
Baik

Baik
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GRAFIK CAPAIAN PEMERINTAH PROVINSI

NILAI
KEPATUHAN (%)

87,50%

L

|
57,30%
63,02% |

54,69%

74,48%

45,32%

48,44%

83,86%

|
|
|
—

71,01%

—

69,80%

39,58%

58,86%

33,77%

44,85%

|
60,04%
|

56,77%

78,13

5547%

28,13%

12,50%

30,48%

26,57%

69,27%

24,58%

28,13%

59,95%

M

37,55%

35,94%

3,65% I

46,88%

TR T

2032%

S.D TRIWULAN Vi1 2020

PEMERINTAH PROVINSI

Pemerintah Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Banten
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta
Provinsi DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pemerintah Provinsi Jambi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pemerintah Provinsi Lampung
Pemerintah Provinsi Maluku
Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemerintah Provinsi Papua
Pemerintah Provinsi Papua Barat
Pemerintah Provinsi Riau
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

NILAI
REALISASI (%)

I
BN

)

I

7

7
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NILAI
KEPATUHAN (%)

12,51%

53,66%

30,56%

PEMERINTAH PROVINSI

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

NILAI
REALISASI (%)
54,70%
70,84%
67,71%
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GRAFIK CAPAIAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
S.D TRIWULAN Vi1 2020

NILAI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA NILAI
KEPATUHAN (%) REALISASI (%)
27,08% Pemerintah Provinsi Bali ‘ 62,51% ‘
0% Pemerintah Provinsi Banten ‘ 0% ‘
12,67% Pemerintah Provinsi Bengkulu ‘ 45,84% ‘
0% Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta ’ 16,67% ‘
16,67% Provinsi DKI Jakarta ’ 16,67% ‘
16,67% Pemerintah Provinsi Gorontalo ’ 16,67% ‘
0% Pemerintah Provinsi Jambi ’ 12,5% ‘
0% Pemerintah Provinsi Jawa Barat ’ 16,67% ‘
0% Provinsi Jawa Tengah ’ 16,67% ‘
25, Provinsi Jawa Timur ‘ 25% ‘
29,17% Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ’ 62,51% ‘
12,5% Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ’ 54,17% ‘
4,17% Provinsi Kalimantan Tengah ‘ 45,84% ‘
16,67% Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ’ 16,67% ‘
8,33% Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ’ 8,33% ‘
|

75,01% Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ’ 75,01%

21,88% Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ’ 46,88% ‘
44,44% Pemerintah Provinsi Lampung ’ 67,36% ‘
43,76% Pemerintah Provinsi Maluku ’ 52,09% ‘
83,35% Pemerintah Provinsi Maluku Utara ’ 83,35% ‘

12,5% Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ’ 29,17% ‘

8,33% Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ’ 25% ‘
51,05% Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ’ 71,88% ‘
45,84% Pemerintah Provinsi Papua ‘ 66,68% ‘
52,78% Pemerintah Provinsi Papua Barat ’ 69,45% ‘
52,78% Pemerintah Provinsi Riau ’ 69,45% ‘
23,75% Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ’ 64,59% ‘
29,17% Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ’ 56,26% ‘
41,67% Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ’ 41,67% ‘
14,59% Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ‘ 70,85% ‘

33,33% Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ’ 41,67% ‘




LAPORAN PELAKSANAAN STRANAS PK

TRIWULAN VII TAHUN 2020

NILAI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA NILAI

KEPATUHAN (%) REALISASI (%)
54,17% Pemerintah Kabupaten Bantul ‘ 58,34% ‘
11,11% Pemerintah Kabupaten Banyuasin ‘ 11,11% ‘
26,04% Pemerintah Kabupaten Banyumas ‘ 76,05% ‘
66,67% Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ’ 66,67% ‘
43,76% Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ‘ 60,43% ‘
19,44% Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ’ 61,52% ‘
50% Pemerintah Kabupaten Barito Timur ’ 72,63% ‘
43,45% Pemerintah Kabupaten Barito Utara ’ 57,55% ‘
75,01% Pemerintah Kabupaten Barru ’ 75,01% ‘
67,72% Pemerintah Kabupaten Batang ‘ 79,06% ‘
41,67% Pemerintah Kabupaten Batanghari ’ 58,34% ‘
40,28% Pemerintah Kabupaten Batu Bara ’ 41,67% ‘
41,66% Pemerintah Kabupaten Bekasi ‘ 50% ‘
53,14% Pemerintah Kabupaten Belitung ’ 61,47% ‘
37,51% Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ’ 37,51% ‘
33,34% Pemerintah Kabupaten Belu ’ 33,34% ‘
9,72% Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ’ 18,06% ‘
36,26% Pemerintah Kabupaten Bengkalis ’ 58,75% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Bengkayang ’ 33,34% ‘
46,88% Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ’ 69,8% ‘
19,79% Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ’ 55,22% ‘
50% Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ‘ 77,09% ‘
53,51% Pemerintah Kabupaten Berau ’ 71,67% ‘
8,33% Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ‘ 16,67% ‘
5,56% Pemerintah Kabupaten Bima ’ 22,23% ‘
41,11% Pemerintah Kabupaten Bintan ’ 62,5% ‘
8,33% Pemerintah Kabupaten Bireuen ’ 25% ‘
77,1% Pemerintah Kabupaten Blitar ’ 77,1% ‘
43,75% Pemerintah Kabupaten Blora ’ 52,08% ‘
25% Pemerintah Kabupaten Boalemo ‘ 66,67% ‘
46,86% Pemerintah Kabupaten Bogor ’ 68,41% ‘

58,14% Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ’ 61,47% ‘
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NILAI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA NILAI
KEPATUHAN (%) REALISASI (%)

30,91% Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ‘ 55,92% ‘

0% Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ‘ 16,67%

2,08% Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ‘ 35,42%

0% Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ’ 16,67%

|

|

|

57,3% Pemerintah Kabupaten Bombana ‘ 67,72% ‘
77,09% Pemerintah Kabupaten Bondowoso ’ 77,09% ‘
25% Pemerintah Kabupaten Bone ’ 25% ‘
25%, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ’ 25% ‘
11,83% Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ’ 17,79% ‘
54,18% Pemerintah Kabupaten Boyolali ‘ 83,35% ‘
27,09% Pemerintah Kabupaten Brebes ’ 43,76% ‘
60,41% Pemerintah Kabupaten Buleleng ’ 77,09% ‘
25,01% Pemerintah Kabupaten Bulukumba ‘ 58,35% ‘
27,78% Pemerintah Kabupaten Bulungan ’ 27,78% ‘
41,67% Pemerintah Kabupaten Bungo ’ 66,67% ‘
58,34% Pemerintah Kabupaten Buol ’ 75,01% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Buru ’ 22,92% ‘
1,04% Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ’ 42,17% ‘
25% Pemerintah Kabupaten Buton ’ 25% ‘
27,78% Pemerintah Kabupaten Buton Selatan ’ 31,95% ‘
36,12% Pemerintah Kabupaten Buton Tengah ’ 61,13% ‘
16,67% Pemerintah Kabupaten Buton Utara ‘ 33,34% ‘
41,67% Pemerintah Kabupaten Ciamis ’ 64,6% ‘
66,67% Pemerintah Kabupaten Cianjur ‘ 83,35% ‘
60,08% Pemerintah Kabupaten Cilacap ’ 65,63% ‘
71,88% Pemerintah Kabupaten Cirebon ’ 80,22% ‘
0,17% Pemerintah Kabupaten Dairi ’ 16,67% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Deiyai ’ 0% ‘
38,05% Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ’ 48.14% ‘
75,01% Pemerintah Kabupaten Demak ‘ 79,18% ‘
8,33% Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ’ 58,34% ‘

0% Pemerintah Kabupaten Dogiyai ’ 16,67% ‘
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NILAI
KEPATUHAN (%)

16,67%
18,34%
8,33%
0%
37,51%
8,33%
7,11%
52,08%
11,46%
58,34%
16,67%
25%
27,09%
48,61%
43,76%
33,34%
46,42%
0%
11,11%
5,56%
0%

0%
83,35%
35,42%
20,84%
48,96%
53,11%
48,28%
39,58%
4,17%
0%

16,5%

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Kabupaten Dompu
Pemerintah Kabupaten Donggala
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Pemerintah Kabupaten Ende
Pemerintah Kabupaten Enrekang
Pemerintah Kabupaten Fak Fak
Pemerintah Kabupaten Flores Timur
Pemerintah Kabupaten Garut
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
Pemerintah Kabupaten Gianyar
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
Pemerintah Kabupaten Gowa
Pemerintah Kabupaten Gresik
Pemerintah Kabupaten Grobogan
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
Pemerintah Kabupaten Indramayu
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
Pemerintah Kabupaten Jayapura

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

NILAI
REALISASI (%)

| 16,67%

| 33,34%

| 3334%

| 16,67%

| 45,84%

| 37,51%

| 40,28%

| 77,09%

| 19,79%

| 75,01%

| 16,67%

| 4167%

| 47,93%

| 73,62%

| 60,43%

| 83,35%

| 65,88%

| 4,17%

L 125%

| 2223%

| 0%

‘ 16,67%

| 83,35%

| 75,01%

| 54,18%

’ 65,63%

| 67,44%

| 64/1%

’ 72,92%

| 16,67%

| 4,76%

] 16,5%
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NILAI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA NILAI

KEPATUHAN (%) REALISASI (%)
40,63% Pemerintah Kabupaten Jember ‘ 61,47% ‘
41,67% Pemerintah Kabupaten Jembrana ‘ 62,51% ‘
46,88% Pemerintah Kabupaten Jeneponto ‘ 55,22% ‘
26,73% Pemerintah Kabupaten Jepara ’ 71,19% ‘
66,68% Pemerintah Kabupaten Jombang ‘ 79,18% ‘
25,75% Pemerintah Kabupaten Kaimana ’ 33,33% ‘
41,3% Pemerintah Kabupaten Kampar ’ 64,46% ‘
9,52% Pemerintah Kabupaten Kapuas ’ 39,69% ‘
54,17% Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ’ 66,68% ‘
19,8% Pemerintah Kabupaten Karanganyar ‘ 44,8% ‘
25%, Pemerintah Kabupaten Karangasem ’ 50% ‘
82,31% Pemerintah Kabupaten Karawang ’ 82.31% ‘
45,84% Pemerintah Kabupaten Karimun ‘ 81,26% ‘
11,11% Pemerintah Kabupaten Karo ’ 29,17% ‘
42,86% Pemerintah Kabupaten Katingan ’ 51,6% ‘
28,13% Pemerintah Kabupaten Kaur ’ 57,3% ‘
75,01% Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ’ 75,01% ‘
37,5% Pemerintah Kabupaten Kebumen ’ 70,84% ‘
29.17% Pemerintah Kabupaten Kediri ’ 33,34% ‘
22,86% Pemerintah Kabupaten Keerom ’ 32,32% ‘
12,5% Pemerintah Kabupaten Kendal ’ 29,17% ‘
29,17% Pemerintah Kabupaten Kepahiang ‘ 62,15% ‘
45,48% Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ’ 45,48% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ‘ 4,17% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ’ 0% ‘
29,17% Pemerintah Kabupaten Kepulanan Meranti ’ 63,9% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ’ 0% ‘
45,84% Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ’ 54,17% ‘

16,67% Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Barat ’ 16,67% ‘

8.33% Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula ‘ 12,5% ‘

8,33% Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ’ 25% ‘

16,67% Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ’ 16,67% ‘
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NILAI
KEPATUHAN (%)

10,71%
41,67%
19,44%
25%
62,5%
60,43%
27,78%
33,34%
27,78%
44,45%
80,22%
41,67%
59,83%
39,28%
70,48%
34,53%
35,42%
37,51%
30,04%
81,26%
50%
52,94%
66,95%
44,54%
20,83%
58,34%
19,8%
16,67%
23,21%
71,19%
62,51%

47,23%

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
Pemerintah Kabupaten Kerinci
Pemerintah Kabupaten Ketapang
Pemerintah Kabupaten Klaten
Pemerintah Kabupaten Klungkung
Pemerintah Kabupaten Kolaka
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
Pemerintah Kabupaten Konawe
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
Pemerintah Kabupaten Kotabaru
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Pemerintah Kabupaten Kudus
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Pemerintah Kabupaten Kupang
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Pemerintah Kabupaten Lahat
Pemerintah Kabupaten Lamandau
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

NILAI
REALISASI (%)

| 10,71%

| 41,67%

\ 61,12%

| 58,34%

| 83,35%

| 60,43%

| 69.46%

| 41,67%

| 36,11%

\ 44,45%

| 80,22%

| 41,67%

| 59,83%

| 79,78%

| 78,29%

| 55,07%

| 52,09%

| 45,84%

| 34,38%

| 81,26%

| 60,43%

‘ 61,27%

! 75,17%

| 73,12%

| 37,5%

’ 75,01%

| 44,8%

| 29,17%

’ 32,83%

| 71,19%

| 79,18%

] 63,9%
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NILAI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA NILAI
KEPATUHAN (%) REALISASI (%)

16,67% Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ‘ 33,34% ‘
50,01% Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ‘ 50,01%
53,13% Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ‘ 78,14%
58,33% Pemerintah Kabupaten Landak ’ 69,45%

8,33% Pemerintah Kabupaten Langkat ‘ 16,67%

0% Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya ’ 0%

72,92% Pemerintah Kabupaten Lebak ’ 81,26%
47,92% Pemerintah Kabupaten Lebong ’ 64,59%

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ’

|
|
|
|
|
|
|
17,17% Pemerintah Kabupaten Lembata ’ 33,34% ‘
|
|
|
|
|
|
|

33,34% Pemerintah Kabupaten Lingga ’ 33,34%
22.23% Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ’ 22,23%
28,46% Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ‘ 59,39%
0% Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ’ 0%
16,67% Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ’ 16,67%
46,88% Pemerintah Kabupaten Lumajang ‘ 71,89%
66,67% Pemerintah Kabupaten Luwu ’ 66,67% ‘
43,76% Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ’ 52,09% ‘
41,67% Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ’ 41,67% ‘
70,85% Pemerintah Kabupaten Madiun ’ 70,85% ‘
8,33% Pemerintah Kabupaten Magelang ’ 16,67% ‘
33,34% Pemerintah Kabupaten Magetan ‘ 66,68% ‘
56,84% Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu ’ 67,21% ‘
60,42% Pemerintah Kabupaten Majalengka ‘ 79,18% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Majene ’ 33,34% ‘
29,17% Pemerintah Kabupaten Malaka ’ 29,17% ‘
33,33% Pemerintah Kabupaten Malang ’ 66,68% ‘
32,29% Pemerintah Kabupaten Malinau ’ 32,29% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya ’ 20,84% ‘
63,56% Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ‘ 63,56% ‘
17,71% Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ’ 61,47% ‘

0% Pemerintah Kabupaten Mamasa ’ 20,84% ‘
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NILAI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA NILAI

KEPATUHAN (%) REALISASI (%)
15,83% Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya ‘ 15,83% ‘
16,67% Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah ‘ 16,67% ‘
41,07% Pemerintah Kabupaten Mamuju ‘ 51,8% ‘
28,13% Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah ’ 55,23% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ‘ 16,67% ‘
33,34% Pemerintah Kabupaten Manggarai ’ 33,34% ‘
16,67% Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ’ 16,67% ‘
15,62% Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ’ 40,63% ‘
16,67% Pemerintah Kabupaten Manokwari ’ 33,34% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan ’ 0% ‘
7,14% Pemerintah Kabupaten Mappi ’ 7,74% ‘
59,02% Pemerintah Kabupaten Maros ’ 75,7% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Maybrat ‘ 16,67% ‘
39,58% Pemerintah Kabupaten Melawi ’ 81,26% ‘
25%, Pemerintah Kabupaten Mempawah ’ 58,34% ‘
33,34% Pemerintah Kabupaten Merangin ‘ 33,34% ‘
22.38% Pemerintah Kabupaten Merauke ’ 45,71% ‘
50,01% Pemerintah Kabupaten Mesuji ’ 62,51% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Mimika ’ 1,79% ‘
29,16% Pemerintah Kabupaten Minahasa ’ 37,5% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan ’ 4,17% ‘
8,33% Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ‘ 25% ‘
23,27% Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ’ 41,32% ‘
16,67% Pemerintah Kabupaten Mojokerto ‘ 16,67% ‘
27,43% Pemerintah Kabupaten Morowali ’ 69,11% ‘
29,71% Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ’ 37,51% ‘
33,34% Pemerintah Kabupaten Muara Enim ’ 33,34% ‘
33,34% Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ’ 33,34% ‘
81,26% Pemerintah Kabupaten Muko Muko ’ 81.26% ‘
21,88% Pemerintah Kabupaten Muna ‘ 48,97% ‘
33,33% Pemerintah Kabupaten Muna Barat ’ 58,34% ‘

30,95% Pemerintah Kabupaten Murung Raya ’ 39,69% ‘
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NILAI

KEPATUHAN (%)
52,78%
50%
33,34%
10%
8,33%
12,5%
33,34%
8,33%
54,17%
66,68%
75,01%
16,67%
16,67%
19,8%
0%
53,13%
16,67%
25%
33,34%
18,75%
9,37%
27,08%
0%
13,54%
12,5%
20,83%
24,99%
18,75%
25%
24,84%
0%

43,76%

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
Pemerintah Kabupaten Nabire
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Pemerintah Kabupaten Nagekeo
Pemerintah Kabupaten Natuna
Pemerintah Kabupaten Nduga
Pemerintah Kabupaten Ngada
Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Pemerintah Kabupaten Ngawi
Pemerintah Kabupaten Nias
Pemerintah Kabupaten Nias Barat
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
Pemerintah Kabupaten Nias Utara
Pemerintah Kabupaten Nunukan
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Pemerintah Kabupaten Pacitan
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan
Pemerintah Kabupaten Paniai

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

NILAI
REALISASI (%)

| 54,87%

| 75,01%

| 33,34%

| 21,79%

| 25%

| 45,84%

| 33,34%

| 8,33%

| 54,17%

| 83,35%

| 75,01%

| 16,67%

| 16,67%

| 19,8%

0%

| 69,8%

| 33,34%

| 39,59%

| 45,84%

| 18,75%

| 26,04%

‘ 52,09%

0%

| 21,87%

| 29,17%

’ 29,17%

| 70,84%

| 56,26%

’ 25%

| 41,51%

| 8,33%

’ 60,43%
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NILAI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA NILAI

KEPATUHAN (%) REALISASI (%)
0% Pemerintah Kabupaten Pasaman ‘ 20,84% ‘
20,83% Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ‘ 20,83% ‘
46,6% Pemerintah Kabupaten Pasangkayu ‘ 57,17% ‘
49,4% Pemerintah Kabupaten Paser ’ 65,19% ‘
54,17% Pemerintah Kabupaten Pasuruan ‘ 56,26% ‘
64,59% Pemerintah Kabupaten Pati ’ 81,26% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak ’ 0% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang ’ 0% ‘
70,14% Pemerintah Kabupaten Pekalongan ’ 78,48% ‘
35,11% Pemerintah Kabupaten Pelalawan ’ 57,86% ‘
33,34% Pemerintah Kabupaten Pemalang ’ 50,01% ‘
34,40% Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ’ 49,39% ‘
20,84% Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ‘ 20,84% ‘
45,84% Pemerintah Kabupaten Pesawaran ’ 62,51% ‘
37,5% Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ’ 62,51% ‘
29.17% Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ‘ 29,17% ‘
16,67% Pemerintah Kabupaten Pidie ’ 33,34% ‘
8,33% Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya ’ 18,75% ‘
33,34% Pemerintah Kabupaten Pinrang ’ 37,51% ‘
16,67% Pemerintah Kabupaten Pohuwato ’ 33,34% ‘
0,17% Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar ’ 58,34% ‘
59,38% Pemerintah Kabupaten Ponorogo ‘ 67,72% ‘
18,75% Pemerintah Kabupaten Poso ’ 52,09% ‘
83,35% Pemerintah Kabupaten Pringsewu ‘ 83,35% ‘
72,93% Pemerintah Kabupaten Probolinggo ’ 72,93% ‘
73,03% Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ’ 81,77% ‘
25%, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai ’ 50% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu ’ 8,33% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Puncak ’ 8.33% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya ’ 0% ‘
34,03% Pemerintah Kabupaten Purbalingga ’ 34,03% ‘

68,06% Pemerintah Kabupaten Purwakarta ’ 70,84% ‘
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NILAI
KEPATUHAN (%)

50,01%
16,67%
8,33%
25%
53,87%
43,33%
33,34%
18,21%
34,38%
29,17%
44,80%
41,32%
0%
39,59%
0%
33,33%
25%
4,17%
16,67%
55,21%
25%
41,86%
35,16%
54,18%
65,28%
8,33%
47,93%
16,67%
28,13%
0%
40,63%

51,05%

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Kabupaten Purworejo
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
Pemerintah Kabupaten Rembang
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
Pemerintah Kabupaten Sambas
Pemerintah Kabupaten Samosir
Pemerintah Kabupaten Sampang
Pemerintah Kabupaten Sanggau
Pemerintah Kabupaten Sarmi
Pemerintah Kabupaten Sarolangun
Pemerintah Kabupaten Sekadau
Pemerintah Kabupaten Seluma
Pemerintah Kabupaten Semarang
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
Pemerintah Kabupaten Serang
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Pemerintah Kabupaten Siak
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Pemerintah Kabupaten Sigi
Pemerintah Kabupaten Sijunjung
Pemerintah Kabupaten Sikka
Pemerintah Kabupaten Simalungun
Pemerintah Kabupaten Simeulue
Pemerintah Kabupaten Sinjai

Pemerintah Kabupaten Sintang

NILAI
REALISASI (%)

| 66,68%

| 25%

| 3333%

| 25%

| 58,5%

| 61,59%

| 33,34%

| 34,38%

| 59,38%

| 56,26%

| 53,13%

| 69,11%

| 1,19%

| 64,59%

| 16,67%

| 50%

| 45,84%

| 64,60%

| 16,67%

| 80,22%

| 29,17%

‘ 69,65%

| 61,94%

| 54,18%

| 65,28%

’ 25%

| 56,26%

| 58,34%

’ 61,47%

| 16,67%

| 80,22%

’ 74,66%
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NILAI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA NILAI

KEPATUHAN (%) REALISASI (%)
47,93% Pemerintah Kabupaten Situbondo ‘ 56,26% ‘
50% Pemerintah Kabupaten Sleman ‘ 54,17% ‘
35,42% Pemerintah Kabupaten Solok ‘ 52,09% ‘
16,67% Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ’ 33,34% ‘
76,05% Pemerintah Kabupaten Soppeng ‘ 76,05% ‘
16,66% Pemerintah Kabupaten Sorong ’ 41,66% ‘
50, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan ’ 5% ‘
40,63% Pemerintah Kabupaten Sragen ’ 48,96% ‘
42,36% Pemerintah Kabupaten Subang ’ 67,36% ‘
66,67% Pemerintah Kabupaten Sukabumi ‘ 80,75% ‘
33,33% Pemerintah Kabupaten Sukamara ’ 52% ‘
259, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ’ 25% ‘
16,67% Pemerintah Kabupaten Sumba Barat ‘ 16,67% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya ’ 0% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah ’ 16,67% ‘
18,75% Pemerintah Kabupaten Sumba Timur ’ 27,08% ‘
27,78% Pemerintah Kabupaten Sumbawa ’ 27,78% ‘
29.17% Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ’ 72,93% ‘
40,98% Pemerintah Kabupaten Sumedang ’ 45,15% ‘
39,58% Pemerintah Kabupaten Sumenep ’ 64,58% ‘
8,33% Pemerintah Kabupaten Supiori ’ 8,33% ‘
44,45% Pemerintah Kabupaten Tabalong ‘ 62,51% ‘
41,67% Pemerintah Kabupaten Tabanan ’ 58,34% ‘
33,34% Pemerintah Kabupaten Takalar ‘ 33,34% ‘
4,17% Pemerintah Kabupaten Tambrauw ’ 4,17% ‘
62,5% Pemerintah Kabupaten Tana Tidung ’ 75,01% ‘
52,09% Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ’ 56,26% ‘
27,09% Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ’ 60,43% ‘
16,66% Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ’ 33.33% ‘
50,01% Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ‘ 66,68% ‘
68,06% Pemerintah Kabupaten Tangerang ’ 76,4% ‘

58,33% Pemerintah Kabupaten Tanggamus ’ 66,67% ‘
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NILAI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA NILAI
KEPATUHAN (%) REALISASI (%)

33,33% Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ‘ 33,33% ‘
36,46% Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ‘ 65,63% ‘
42,36% Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan ‘ 43,75% ‘
16,67% Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ’ 16,67% ‘
49,83% Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ’ 50% ‘
58,34% Pemerintah Kabupaten Tapin ’ 75,01% ‘
29,17% Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ’ 47,92% ‘
58,34% Pemerintah Kabupaten Tebo ’ 62,51% ‘
70,84% Pemerintah Kabupaten Tegal ’ 79,18% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni ‘ 16,67% ‘
16,67% Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama ’ 16,67% ‘
37,51% Pemerintah Kabupaten Temanggung ’ 37,51% ‘
33,34% Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ‘ 33,34% ‘
16,67% Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara ’ 16,67% ‘
33,34% Pemerintah Kabupaten Toba Samosir ’ 33,34% ‘
27,08% Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una ’ 47,92% ‘
1,67% Pemerintah Kabupaten Toli Toli ’ 16,67% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Tolikara ’ 0% ‘
38,9% Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ’ 38,9% ‘
64,59% Pemerintah Kabupaten Trenggalek ’ 72,93% ‘
66,33% Pemerintah Kabupaten Tuban ’ 69,11% ‘
62,51% Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ‘ 75,01% ‘
33,33% Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ’ 68,76% ‘
70,84% Pemerintah Kabupaten Tulungagung ‘ 79,18% ‘
13,54% Pemerintah Kabupaten Wajo ’ 73,97% ‘
17,7% Pemerintah Kabupaten Wakatobi ’ 46,88% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Waropen ’ 0% ‘
66,67% Pemerintah Kabupaten Way Kanan ’ 75,01% ‘
24,99% Pemerintah Kabupaten Wonogiri ’ 33.33% ‘
50,01% Pemerintah Kabupaten Wonosobo ‘ 66,68% ‘
0% Pemerintah Kabupaten Yahukimo ’ 0% ‘

10,41% Pemerintah Kabupaten Yalimo ’ 10,41% ‘
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NILAI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA NILAI
KEPATUHAN (%) REALISASI (%)

8,33% Pemerintah Kota Ambon ‘ 25% ‘
68,04% Pemerintah Kota Balikpapan ‘ 76,4% ‘
8,33% Pemerintah Kota Banda Aceh ‘ 62,5% ‘
50,01% Pemerintah Kota Bandar Lampung ‘ 83,35% ‘
64,58% Pemerintah Kota Bandung ‘ 75,01% ‘
37,5% Pemerintah Kota Banjar ‘ 45,83% ‘
43,75% Pemerintah Kota Banjarbaru ‘ 60,42% ‘
47,93% Pemerintah Kota Banjarmasin ‘ 56,26% ‘
51,86% Pemerintah Kota Batam ‘ 51,86% ‘
35,42% Pemerintah Kota Batu ‘ 52,09% ‘
41,67% Pemerintah Kota Bau Bau ‘ 41,67% ‘
76,05% Pemerintah Kota Bekasi ‘ 80,22% ‘
26,04% Pemerintah Kota Bengkulu ‘ 55,21% ‘
8,33% Pemerintah Kota Bima ‘ 8,33% ‘
16,67% Pemerintah Kota Binjai ‘ 16,67% ‘
6,25% Pemerintah Kota Bitung ‘ 39,59% ‘
52,09% Pemerintah Kota Blitar ‘ 70,85% ‘
59,72% Pemerintah Kota Bogor ‘ 68,06% ‘
81,26% Pemerintah Kota Bontang ‘ 83,35% ‘
37,5% Pemerintah Kota Bukittinggi ‘ 54,17% ‘
71,19% Pemerintah Kota Cilegon ‘ 71,19% ‘
72,92% Pemerintah Kota Cimahi ‘ 72,92% ‘
45,84% Pemerintah Kota Cirebon ‘ 45,84% ‘
50% Pemerintah Kota Denpasar ‘ 68,76% ‘
77,1% Pemerintah Kota Depok ‘ 77,1% ‘
59,72% Pemerintah Kota Dumai ‘ 77,79% ‘
45,84% Pemerintah Kota Gorontalo ‘ 62,51% ‘

16,67% Pemerintah Kota Gunungsitoli ‘ 16,67%
52,09% Pemerintah Kota Jambi ‘ 68,76% ‘
16,67% Pemerintah Kota Jayapura ‘ 16,67% ‘
74,32% Pemerintah Kota Kediri ‘ 80,57% ‘

54,51% Pemerintah Kota Kendari ‘ 73,27% ‘
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NILAI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA NILAI

KEPATUHAN (%) REALISASI (%)
33,33% Pemerintah Kota Kotamobagu ‘ 41,66% ‘
16,67% Pemerintah Kota Kupang ‘ 33,34% ‘
41,67% Pemerintah Kota Langsa ‘ 54,17% ‘
0% Pemerintah Kota Lhokseumawe ’ 20,84% ‘
48,97% Pemerintah Kota Lubuk Linggau ’ 63,56% ‘
54,18% Pemerintah Kota Madiun ’ 60,43% ‘
31,25% Pemerintah Kota Magelang ’ 64,59% ‘
37,16% Pemerintah Kota Makassar ’ 64,25% ‘
56,26% Pemerintah Kota Malang ’ 68,76% ‘
0% Pemerintah Kota Manado ‘ 20,84% ‘
29,34% Pemerintah Kota Mataram ’ 45,84% ‘
8,33% Pemerintah Kota Medan ’ 20,84% ‘
66,67% Pemerintah Kota Metro ‘ 66,67% ‘
50% Pemerintah Kota Mojokerto ’ 54%, ‘
16,67% Pemerintah Kota Padang ’ 33,34% ‘
0% Pemerintah Kota Padang Panjang ’ 12,5% ‘
22,75% Pemerintah Kota Padangsidimpuan ’ 22,92% ‘
41,67% Pemerintah Kota Pagaralam ’ 45,84% ‘
23,61% Pemerintah Kota Palangkaraya ’ 53,78% ‘
27,78% Pemerintah Kota Palembang ’ 27,78% ‘
22.23% Pemerintah Kota Palopo | 30,56% \
4,17% Pemerintah Kota Palu ‘ 29,18% ‘
41,67% Pemerintah Kota Pangkal Pinang ’ 62,51% ‘
41,66% Pemerintah Kota Pare Pare ‘ 58,34% ‘
0% Pemerintah Kota Pariaman ’ 4,17% ‘
76,05% Pemerintah Kota Pasuruan ’ 76,05% ‘
0% Pemerintah Kota Payakumbuh ’ 16,67% ‘
14,58% Pemerintah Kota Pekalongan ’ 62,51% ‘
42,91% Pemerintah Kota Pekanbaru ’ 62.2% ‘
28,33% Pemerintah Kota Pematang Siantar ‘ 29,17% ‘
43,76% Pemerintah Kota Pontianak ’ 60,43% ‘

37,5% Pemerintah Kota Prabumulih ’ 75,01% ‘
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NILAI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA NILAI
KEPATUHAN (%) REALISASI (%)

8,33% Pemerintah Kota Probolinggo ‘ 16,67% ‘
16,67% Pemerintah Kota Sabang ‘ 16,67% ‘
16,66% Pemerintah Kota Salatiga ‘ 60,43% ‘
64,59% Pemerintah Kota Samarinda ’ 77,09% ‘

25% Pemerintah Kota Sawahlunto ’ 50% ‘

76,4% Pemerintah Kota Semarang ’ 76,4% ‘
61,47% Pemerintah Kota Serang ’ 61,47% ‘

8,33% Pemerintah Kota Sibolga ’ 33,34% ‘
80,85% Pemerintah Kota Singkawang ’ 81,96% ‘

8,33% Pemerintah Kota Solok ‘ 8,33% ‘

0% Pemerintah Kota Sorong ’ 0% ‘
16,67% Pemerintah Kota Subulussalam ’ 16,67% ‘
16,67% Pemerintah Kota Sukabumi ‘ 16,67% ‘
50,01% Pemerintah Kota Sungai Penuh ’ 64,6% ‘
37,51% Pemerintah Kota Surabaya ’ 47,93% ‘
48,96% Pemerintah Kota Surakarta ’ 76,05% ‘
75,01% Pemerintah Kota Tangerang ’ 79,18% ‘
29,17% Pemerintah Kota Tangerang Selatan ’ 45,84% ‘

16,5% Pemerintah Kota Tanjung Balai ’ 16,5% ‘
33,34% Pemerintah Kota Tanjung Pinang ’ 33,34% ‘
43,76% Pemerintah Kota Tarakan ’ 83,35% ‘
53,13% Pemerintah Kota Tasikmalaya ‘ 53,13% ‘
16,67% Pemerintah Kota Tebing Tinggi ’ 16,67% ‘
16,67% Pemerintah Kota Tegal ‘ 70,84% ‘
18,75% Pemerintah Kota Ternate ’ 27,09% ‘

4,17% Pemerintah Kota Tidore Kepulauan ’ 33,34% ‘
16,66% Pemerintah Kota Tomohon ’ 25% ‘

8,33% Pemerintah Kota Tual ’ 41,67% ‘

70,84% Pemerintah Kota Yogyakarta ’ 83.35% ‘
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V. PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA 4

Sampai periode B21 atau triwulan VII ini, upaya sinergi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga/Pemda
(K/L/D) dalam pelaksanaan program-program pencegahan korupsi sudah makin terkonsolidasi. Begitu juga
dengan pelibatan pemangku kepentingan lainnya (misalnya KPK, CSO, mitra pembangunan) sebagaimana
amanat Perpres No. 54 Tahun 2018 pada pasal 9 telah dilaksanakan oleh Setnas PK. Kolaborasi dengan
program-program pencegahan korupsi di KPK terlihat makin intensif. Pun dengan pelibatan organisasi mas-
yarakat sipil dan mitra pembangunan.

I. Sinergi dan kolaborasi Setnas PK dengan unit-unit kerja di KPK

e Koordinasi antara Setnas PK dan Unit Korsupgah/Korwil KPK telah dilakukan melalui bebera-
pa pertemuan informal ataupun rapat koordinasi formal. Hasilnya, sebagian besar kegiatan di
daerah terkait sosialisasi dan verifikasi Aksi PK dilakukan secara bersamaan antara KPK dan
Stranas PK misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, dan
Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya

e Kolaborasi antara Setnas PK dan program KPK lainnya juga terlihat pada pelaksanaan Aksi
manajemen anti suap di Sumatera Utara dan Jawa Timur, di mana Profit Dikyanmas menjadi
mitra utama dalam sosialisasi Panduan Pencegahan Korupsi untuk dunia usaha (Panduan Cek).
Selain ini Aksi Manajemen anti Suap dan Zona Integritas juga berkolaborasi dengan Dikyan-
mas KPK pada deklarasi Zona Integritas di kawasan bandara (Soekarno-Hatta) dan pelabuhan
laut (Tanjung Emas dan Tanjung Perak)

e Kolaborasi dengan Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja sama antar Komisi dan Istansi
(PJKAKI) KPK juga terlihat dalam pelaksanaan aksi penguatan dan pemanfaatan basis data
Benefecial Ownership (BO). Kajian-kajian yang telah dilakukan Direktorat PJK AKI, didorong
untuk dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Untuk aksi kebijakan satu peta, merupakan
tindak lanjut dari kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan, KPK, khususnya di sektor
perkebunan sawit. Selain itu, Stranas PK juga mendorong implementasi SPDP Online bersama
Kedeputian Informasi dan Data (Inda) dan direktoratnya PJKAKI

I1. Sinergi dan kolaborasi Setnas PK dengan masyarakat sipil dan mitra pembangunan

e Paling sedikit 18 CSO nasional telah terlibat dalam beberapa pertemuan dan koordinasi guna
membahas penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan Aksi PK di tahun 2018, di antaranya
adalah TII, ICW, Kemitraan, Auriga, PWYP, Fitra, IBC, LeIlP, MAPPI, CSGAR, CITA, Lak-
pesdam, IPW,IBL, Pattiro, PSHK, FWI, WRI.

® Pelaksanaan aksi-aksi PK juga telah dilakukan di daerah-daerah dengan melibatkan pemangku
kepentingan lain seperti LSM, media, dan akademisi di 27 provinsi melalui kegiatan disemina-
si, verifikasi faktual, dan diskusi publik. Setnas PK, dalam hal ini tim Monev, juga secara
khusus melakukan pemantauan pelaksanaan aksi di daerah dengan menggandeng ICW dan TII
berserta jaringan CSO lokal di beberapa Provinsi yakni Kalimantan Timur, Nusa Tenggara
Timur, Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara.
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e Pada medio 2020, Tim Monev Setnas PK kembali menggandeng masyarakat sipil untuk
melakukan pengukuran oufcome terhadap 7 sub-Aksi PK berikut: Penghapusan SKDU-HO,
Percepatan OSS, Implementasi e-Katalog dan Konsolidasi Pengadaan, Percepatan Sistem
Merit, Pembangunan ZI, dan Implementasi SPPT-TI. Hasilnya akan dilaporkan pada laporan
akhir Stranas PK

e Selain CSO, Pemangku kepentingan lain seperti UNDP, USAID, AIPJ2, GIZ, dan World Bank
adalah mitra pembangunan yang terlibat aktif membantu dan bekerja sama dengan Setnas PK.
UNDP, USAID, dan AIPJ2 aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemantauan aksi di daerah.
UNDP juga aktif bekerja sama dengan Stranas PK menyiapkan instrumen-instrumen komuni-
kasi publik. Sementara World Bank menaruh perhatian pada advokasi aksi Perencanaan-Pen-
ganggaran Berbasis Elektronik. GIZ aktif ikut dalam pendampingan aksi Penetapan Kawasan
Hutan dan Implementasi Kenijakan Satu Peta
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VIi. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2020 ini disusun untuk dijadikan
bahan evaluasi baik oleh Tim Nasional maupun Kementerian/Lembaga/Pemda yang menjadi
penanggung jawab aksi.

Hasil dari laporan ini akan menjadi rujukan bersama mengenai apa, bagaimana dan sudah sampai di
mana aksi-aksi pencegahan korupsi dilakukan oleh Pemerintah; dan bagaimana Pemerintah, dalam
hal ini Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terus konsisten menciptakan dan mendorong
program atau inisiatif pencegahan korupsi, baik yang ada di Pusat maupun di Daerah.

Stranas PK yang dipimpin oleh KPK, Kemendagri, KemenPANRB, Bappenas dan KSP telah
memungkinkan terjadinya kolaborasi dan sinergi yang cukup baik antar Kementerian, Lembaga, dan
Pemda dalam menjalankan aksi-aksi pencegahan korupsi secara bersamasama. Tujuan utamanya
adalah bagaimana kolaborasi dan sinergi ini dapat mempercepat terciptanya “the enabling
environment” atau pra-kondisi demi terwujudnya Indonesia yang bersih dan bebas dari praktik-praktik
korupsi.
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